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BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHEA PENYAYANG
- - ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

bahwa untuk mengarahkan pembangunan Kabupaten
Simeulue dengan memanfaatkan. ruang wilayah secara,

dan  berkelanjutan ‘dalam : . rangka  meningkatkan

. kesejahteraan - masyarakat dan pertahanan keamanan,
% perlu membentuk Rencana Tata. Ruang Wilayah Kabupaten i

Simeulue;
bahwa berdasarkan ketentuan  dalam Pasal 26 Undang-

Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, .

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan
dengan peraturan daerah; ,,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue
Tahun 2014 - 2034, :

18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945; '

24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembatran
~Nomor 1103); :
.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah . Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 23893);

.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 lentang
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue

(Lembaran Negara RI'Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan

lembaran Negara Rl Nomor 3897);
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. Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua
atas Undang~Un-dang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008

10.

11.
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13.

14,

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

.Undang-Undang Nomor 11 . Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesig
4633);

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725); ‘

-Undang-Undang Nomor 27 Tehun 2007 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan ~ Pulau-Pulau  Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
. 4739); | '

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. tentang Pengadaan

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

* (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2012 Nomor”

22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5280); : ,
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelengg:.raan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 ten tang
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penitann
Ruang (Lembaran Negara Republik Incdonesia Tahun 2010
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Repuiblik
[Indonesia Nomor 5160);

Peraturan Pemerintah Nomor' 8 Tahun 2013 tentang

Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Nepara
Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Neguara Nomor
5393); dan ‘ '
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 ten tang
Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31).

Dengan Persetujuan........
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, Dengan Persetqiinan Bersama: - .
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
N dan .
BUPATI SIMEULUE

)

MEMUTUSKAN:

fenetapkan : QANUN KABUPATEN SfMEULUE TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAE KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2014-
2034

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

lalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:
Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasan pemerintahan Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat
hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan _
masyarakat ‘sctempat scsuai dengan peraturan perundang-undangan..
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indoncsia
berdasarkan Uridang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang dipimpin oleh secrang Gubernur:;
. Pemerintah Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem
. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuaij dengan fungsi dan
kewenangan masing-masing; L
Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
Bupati adalah Bupati Simeulue;
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue;
Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah
kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang
terdiri atas gabungan beberapa desa yang mempunyai batas wilayah
tertentu yang dipimpin oleh imum mukim atau nama lain dan
berkedudukan ldngsung di bawah camat; _

). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim
dan dipimpin oleh kepala Desa atau nama lain yang berhak
menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;

. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat
RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Simeulue yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah

- kabupaten;

[y

12. Ruang adalah .......




Y
§
!

»)
[}

53 ;

£
!
0

)

i
{13
ke .
H

i

v

14,
15,

16.

17.
18.

19.

20.

4

%l'Z. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang
| udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,

tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan
memelihara kelangsungan hidupnya,
Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis

peraturan  daerah ., kabupaten yang mengatur penyelenggaraan
pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten di Aceh.

Tata Ruang adalah wujud struktur dan pola ruang;

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi .sebugai pendukung
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secarn hirarkis memiliki
hubungan fungsional; _

Pola Ruung adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wiluyah
yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan
ruang untuk fungsi budidaya; ,
Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; .
Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang;
Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan
hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam
penataan ruang; ' ;

Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja

penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemefintah, Pemerintah

Daerah dan ‘masyarakat;
. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan

ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang
dan pengendalian pemanfaatan ruang;

. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan

struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan
rencana tata ruang; ‘ -
Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang
dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan
dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya; ,
Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan
tertib tata ruang; _

Wilayah adalah’ ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan
aspek administratif dan/atau aspek fungsional; ] _
Wilayah Kabupaten adalah seluruh wilayah Kabupaten Simeulue yang
meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di

~dalam bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah adalah
kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala
kabupaten/kota atau beberapa Kecamatan;

Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau
beberapa Desa.,

Pusat Pelayanan.Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat
permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar
gampong.
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. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian

jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannyn  yang
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada. permukaan tanah, dj
atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di
atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
Sistem Jaringan Jalan adalah saty kesatuan ruas jalan yang saling
menghubungkan dan mengikat. pusat-pusat pertumbuhan  dengan
wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam -satu
hubungan hierarki; , :
Sistem jaringan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan
pelayanan * distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua
wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa
distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. di dalam implementasi
penysunan sistem jaringan jalan primer mengacu pada RTRWN;

Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan
pengumpul atau pembagi dengan cirri perjalanan jarak sedang, kecepatan
rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi;

Ruas Jalan adalah bagian atau penggal jalan' di antara dua
simpul/ persimpangan sebidang atau tidak sebidang baik yang dilengkapi
dengan alat pemberi isyarat lalu lintas ataupun tidak;

Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk
keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra
dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan
pemberangkatan kendaraan umum; '

'+ jerminal bdrang adalah Prasarana transportasi jalan untuk keperluan

bongkar dan memuat barang serta perpindahan antarmoda transportasi;

terhadap beragi}:; kenderaan beserta muatan dengan menggunakan alat
penimbangan yang dipasang secara bertahap pada lokasi tertentu;
Tatanan Kepelabuhanan adalah sistem kepelabuhanan yang memuat
peran, fungsi, jenis, hirarki peiabuhan, rencana induk pelabuhan dan
lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antar moeda  serta
keterpaduan dengan sektor lain; e _

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan

dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan

~kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai ternpat kapal

~bersandar, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang,

transportasi; .

Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai
jembatan .yang ‘menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalhar
kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut ‘penumpang
dan kendaraan beserta muatannya;

Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani
kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam.
negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tcmpat asal tujunn
penumpang dan atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan
jangkauan pelayanan antar provinsi; E ‘
Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani
kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam

negeri dalam .......
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negeri dalam jumlah terbatas, merupakan péngumpan bagi pelabuhan
utama dan pelabuhen pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan
penumpang dan atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan
janhgkauan pelayanan dalam provinsi;

Kawasan Alur Pelayaran  adalah wilayah perairan yang dialokasikan
untuk alur pelayaran bagi kapal; ‘
Kebandarudaraan adalah Segala sesuatu yang berkaitan dengan
penyelenggaraan  bandar udara dan kegiatan lainnya  dalam
melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan
ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau
pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmodaserta meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah; |

Tatanan Kebandarudaraan Nasional adalah sistem kebandarudaraan
secara nasional yang menggambarkan perencanaan bandar udara
berdasarkan rencaha tata ridng, pertumbuhan ekonomi, keunggulan
komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan
antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan
keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan
lainnya. , :

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan /atau perairan dengan
batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara
mendarat dan  lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat

barang, dan fempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi,

yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan.

untuk kegiatan operasi penerbangan dalam .rangka menjamin
keselamatan penerbangan.

Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan
wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi
penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta
fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. ‘ '
Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilaynh
pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai

dan atau pulau-pulau keeil yang luasnya kurang dari atau sama dengan

. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah

daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak
sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air
yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang
batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai
dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

. Air Baku (sumber Air Minum Rumah Tangga) adalah Ajr yang dapat

suplai air minum dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan,
dikelola oleh suatu badan tertentu, dan cakupan ‘palayanan sesuai

54. Instalasi pengolahan .......
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Instalasi Pengolahan Air (IPA) adalah Suatu kesatuan bangunan-
bangunan yang berfungsi mengolah air baku meniadi air bersih/minum.
Drainase Perkotaan adalah Sistem drainase dalam wilayah administrasi
kota dan daerah perkotaan {utban) yang berfungsi untuk mengendalikan -
atau mengeringkan kelebihan air permukaan didaerahpemukiman yang
berasal dari hujan lokal, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan
dapat memberikan manfaat bagi kehidupan hidup manusia.

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah Tempat untuk memroses dan
mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia
dan lingkungan.

. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) adalah Seperangkat bangunan

yang digunakan untuk mengolah tinja yang berasal dari suatu bangunan
pengolah air limbah rumah tangga individual maupun komunal yang
diangkut dengan mobil tinja.

Kawasan adalah wilayah yang memiliki funigsi utama lindung atau
budidaya.

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya
alam dan sumberdaya buatan serta nilaj sejarahdan budaya bhangsa,
guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas Dasar kondisi dan potensi sumberdayn alum,
sumberduya manusia, dan sumberdaya buatan.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah
untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. ’
Kawasan Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi
pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk
mengatur tatajair, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah
intrusi air laut,’dan memelihara kesuburan tanah. .
Kawasan Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas

~tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman

tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, yang

mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman
tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai -
wilayah sistem penyangga kehidupan. .

Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu,
yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga
kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa,
serta pemanfaatan secara lestar sumber daya alam Hayati dan
ekosistemnya.

Taman Hutan Raya adalah KPA untuk tujuan koleksi tumbuhan
dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan
jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan -untuk kepentingan
penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya,
pariwisata, dan tekreasi. :

Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai,
termasuk sungai buatan/ kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai
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. Konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan oleh manusia terhadap

biosfer sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan yang
terbesar kepada generasi sekarang sementara mempertahankan
potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi akan
datang (suatu variasi defenisi pembangunan berkelanjutan);

. Manggrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang tumbuh dan

berkembang p%da daerah air payau atau daerah pasang surut cengan
substrat berlumpur dicampur dengan  pasir, biasanya berada di mulut
sungai;

Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH acalalh area
memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannyn lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara
alamiah maupun yang sengaja ditanam;

. Daya Dukung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk

mendukung perikehidupan marnusia, makhluk hidup lain dan
keseimbangan keduannya; .

. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk

menyerap zat, energi, dan/atau komponen. lain yang masuk atau
dimasukan ke dalamnya; ,

3

Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau
karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis pada
satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan
mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan
untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu; _

Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi
pokok memproduksi hasil hutan; '

. Hutan Rakyat dan/atau Kebun Rakyat adalah kelorhpok pohon-pohonan

yang didominasi oleh tumbuhan berkayu, luas dan kerapatannya cukup
sehingga dapat menciptakan iklim mikro yang berbeda dengan keadaan di
luarnya, dikelola dan dikuasai oleh rakyat: '

Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani,
agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengeiolaan sumber daya
alam Hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan
bantuan ' teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk
mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
Lahan Cadangan Pertanian Pangan. Berkelanjutan adalah lahan potensial
yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan Xketersediaannya
tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan pada masa yang akan datang;

Perlindungan Lghan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan -
proses- dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan,
memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan
pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan;

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman
tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem

yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman

- tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemodalan

serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha
perkebunan dan masyarakat.; . o
Kawasan perikanan adalah kawasan budi daya perikanan yang
ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk
kegiatan penangkapan, budi daya perikanan, industry pengolahan hasil
perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup;

82. Perikanan adalah .......
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Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan
pengelolaan dan: pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya
secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan
sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis
perikanan;

Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya
fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan,
budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan
pengusahaannya; ,

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam
rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atay batubara
yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,
konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan
dan penjualan; serta kegiatan pasca tambang; -

Mineral adalah senyawa anorgaiiik yang terbentuk dj alam, yang memiliki
sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kkristal teratur atau
gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau
padu; , .

Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang
berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi,
serta air tanah;

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan
mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan
umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,
pengolahan*® dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta
pascatambang; ,

Kawasan Peruntukan ‘Pertambangan adalah wilayah yang memiliki |
potensi sumberdaya bahan tambang dan ‘merupakan tempat
dilakukannya sebagian atau seluruh: tahapan kegiatan pertambangan,
baik di wilayah daratan maupun perairan, serta’tidak dibatasi oleh
penggunaan latfgn, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung;

. Wilayah Pertamibangan, yang selanjutnya disebut ‘WP, adalah wilayah

yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat
dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari
tata ruang nasional; , '
Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah
bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau
informasi geologi; .

Wilayah Pencadangan Negara yang selanjunya WPN- adalah bagian dari
WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional,

Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP,
adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP; .

Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah
bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyal;
Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar
kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesann
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan
hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan (lan
penghidupan; '

Kawasan Perkotaan adalah kawasan dengan kegiatan utama bukan
pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;

96. Kawasan Perdesaan .......
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96. Kawasan Perdesaan adalah kawasan dengan kegiatan utama pertanian

-+ 97. Kawasan Minapolitan adalah suaty bagian Wilayah yang mempunyai

fungsi utama ekonomi yang . terdiri dari sentrg produlksi, pengolahan,
pemasaran - komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atay kegiatan

98. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas saty atau lebih

99, Kawasan Minap"ohtan adalah kawasan pengembangan ekonomi berbasis

100. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri
yang dilengkapi dengan sarang dan prasarana penunjang yang
dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah
memiliki Izin Usaha Kawasan Industri; :

- 101. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah wilayah ,

keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan,
termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia; : :
102. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSp adalah wilayah
yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaryh
sangat penting secara regional dalam aspek pertahanan keamanan
negara, ckonomi, sosial budaya, lingkungan, dan/atau pendnyapunanan
sumberdaya alam dan teknologi tinggi; _

103. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya dischut KSK ndalah
wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyaji
pengaruh  sangat penting . bagi . Kabupaten Simeulue dajam nspek
pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosia] budaya, lingkungan,
dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi;

104. Kawasan pertdhanan dan Keamanan Negara adalah kawasan yang
ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan
dan keamanan, yang terdiri dari kawasan latihan militer, kawasan
pangkalan TNI Angkatan Udara, kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut,
dan kawasan militer lainnya: .

I05. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara

06. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau

 wisata yang dikunjungi dalam jangka wakty sementara;
D7. Pariwisata adalah berbagai macam -kegiatan wisata dan didukung
berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat

pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

’

'108. izepariudsataan .......




k]

E 108, Kepariwisata%g adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan -
i pariwisata dagn bersifat multidimensi serta multidisiplin Yang muncul
sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan niegara serta interaks;j antara
wisatawan dan . masyarakat setempat, Sesama wisatawan, Pemerintah,
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f‘f 109.Daya Tarik Wisata adalah Segala sesuaty yang memiliki keunikan,
~ keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam,
budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atay tujuan
kunjungan wisatawan; _
£ 110. Pulay kecil adalah pulay dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000

adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah
administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas
umum, fasilitag pariwisata, aksesibilitas, SCrta masyarakat Yang saling

sosial, budaya dan ekonorpi masyarakatnya bersifat;?’-‘khas dan berbeda

114 Zona Ekorromi. Eksklusif Indonesia yang selanjiitnya disebut ZEE.
- Indonesia adalah jalur gj luar dan berbatasan dengan laut wilayah

dari garis pangkal laut wilayah Indonesia;

,,,,,

S

115. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kab.upateﬁ"" adalah  arahan
: pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktyr ruang dan pola

B e

i

penyusunan dan pelaksanaan program penataan / péngembangan
kabupaten beserts pembiayaannya, dalam suaty indikasi program utama
jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program
utama, sumber pendanaan, instans;j pelaksana, dan waktu pelaksanaan;
16. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten ndalah
ketentuan-ketentuan ‘Yang  dibuat atay disusun  dalam upaya
mengendalikan Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai
dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentunn tmum pernturan
zonasi sistem kabupaten, ketentuan perizinan, ketentuan insentil' dan
¢ disinsentil, serta drahan sanksj untuk wilayah kabupaten;
17, Ketentuan umum peraturan zonasj sistem kabupaten adalah ketentuan ,
'\ umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan
unsur-unsur pengendalian pemanfaatan fuang yang disusun untuk

setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai"_v dengan RTRW

18. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh
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119. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin 'yang dipersyaratkan dalam kegiatan

mendirikan bangunan sesuai fungsi yang télah ditetapkan dan
berdasarkan jfrencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh
Pemerintah Kabupaten:;

22. Izin Penggunaan Bangunan yang selanjutnya disingkat IPB adalah izin -
yang diberikan kepada badan usaha pembangunan perumahan dan
permukiman atau masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan
bangunan yang telah selesaj dibangun, bagi penggunaan non hunian
sesuai dengan ketentuan teknis, ekologis dan administrasi vang ada;

23. Izin Penghunian yang selanjutnya disingkat IP adalah Izin yang diberikan
kepada calon penghuni pemilik bangunan yang telahmemiliki /dilengkapi
dengan IPB; _

24. Penggunaan Bangunan yang selanjutnya disingkat IPB adalah izin yang
diberikan kepada badan usaha pembangunan perumahan dan
permukiman atau masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan
bangunan yang telah selesai dibangun, bagi penggunaan non hunian

: sesuai dengan ketentuan teknis, ekologis dan administrasj yang ada;

125.Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk

: memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan

rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi

pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalnn  denpan
rencana tata ruang, :
126.Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanks;j bagi siapn saja

- yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang ‘yang tidak sesuai

dengan rencana tata ruang yang berlaku; :

127. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok -orang termasuk

" masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan

nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang;

128. Peran serta Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses

| ‘perencanaan tata ruang, pemanfaatan niang, dan pengendalian

. pemanfaatan ruang; dan

129.Badan Koordinasj Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut

% BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung

. pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

. Ruang di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi

membantu peléjksanaan tugas Gubernur .dan Bupati/Walikota dalam

koordinasi penataan ruang di kabupaten, _

)]

BAB II
AZAS PENATAAN RUANG KABUPATEN

Pasal 2

RTRW Kabupaten didasarkan atas 4 (empat) asas, yaitu: *© .
I, Manfaat yaitu menjadikan wilayah kabupaten melalui pemantaatan ruang
. secara optimal yang tercermin pola pemanfaatan ruang; ,

< : 2. Keseimbangan .......
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. Keseimbangan dan Keserasian yaitu menciptakan; keseimbangan dan
keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang;. _

. Kelestarian yaity menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan

= lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang; dan

. Keterbukaan yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh

keterangan mengenai produk perencanaan

: BAB III "
~ FUNGSI DAN KEDUDUKAN RTRW KABUPATEN

Pasal 3

l) RTRW Kabupaten berfungsi sebagai arahan strukiur dan pola ruang,
' pemanfaatan sumberdaya, dan pembangunan dacrah seria penyelaras
kebijakan penataan ruang Nasional, Propinsi, dan Kabupaten., RIRW
Kabupaten jugniberfungsi scbagai pedoman dalam penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah ‘Kabupaten dan pedoman penyusunan
. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten.

B) Kedudukan RTRW Kabupaten adalah :

& Sebagai Dasar pertimbangan dalam menyusun Rencana Program
Jangka Panjang Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota: penyelaras
bagi kebijakan Rencana Tata Ruang Nasional, Propinsi, Kabupaten dan
pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Simeulue sampai pada
: RDTR Kabupaten; * :

b. Sebagai Dasar pertimbangan dalam menyusunan Peraturan Zonssi
Kawasan, RTRK Perkotaan/Kawasan Strategis, RTBL Kawasan dan
: Masterplan Kawasan; dan , A
. ¢. Sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang antar
wilayah lain yang berbatasan; dan kebijakan pemanfaatan ruang
kabupaten, lintas Kecamatan, dan lintas ekosistem serta Kawasan
Strategis Kabupaten Simeulue. - :

)

)
&

RUAN GELINGKUP PENATAAN RUANG KABUPATEN

Pasal' 4

1) Lingkup wilayah RTRW Kabupaten adalah dengan batas ditentukan
 berdasarkan aspek administrasi mencakup wilayat daratan seluas
~ 1.838,10 Km? yang terdiri dari 10 Kecamatan, 29 Mukim dan 138 Desa,
~ terdiri dari 147 pulau wilayah laut kewenangan sejauh 4 mil sejauh garis
~pangkal seluas 3.545,17 Km2 , wilayah udara di atas daratan dan laut
~ kewenangan, serta termasuk ruang di dalam bumi di bawah wilayah
. daratan dan laut kewenangan; '

?) Batas wilayah Kabupaten Simeulue terdiri atas;

a.  Sebelah Utara : Berbatasan dengan Lautan Indonesia;
b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudera Hindia,
- ¢ Sebelah Timur : Berbatasan dengan Lautan Indonesia:dan
. d.  Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudera Hindia;
3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

8. Kecamatan Simeulue Timur ~ Ibu Kotanya Sinabang;

= b. Kecamatan Simeulue Tengah - Ibu Kotanya Kampung Aie;

- ¢. Kecamatan Simeulue Barat ~ Ibu Kotanya Sibigo;

- d. Kecamatan Salang - Ibu Kotanya Nasreuhe; .
e, Kecamatan Teupah Selatan - Ibu Kotanya Labuhan Bajau;

_ f. Kecamatan ...




[. Kecamatan Teluk Dalam - Ibu Kotanya Kuala Balti:
g. Kecamatan Alafan - Ibu Kotanya Langi;
h. Kecamatan Teupah Barat - Ibu Kotanya . Salur;
i. Kecamatan Simeulue Cut - Ibu Kotanya Kuta Padang; dan
j. Kecamatan Teupah Tengah ~ —Ibu Kotanya Lasikin
Pasal 5

i
s

- RTRW Kabupaten yang diatur dalam qanun ini substansinya memuat tujuan,
- kebijakan dan strafegi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola
| ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan
- pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 6

 Lingleup materi perencanaan tata ruang Kabupaten Simeulue terdiri dari:
3. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten;

b, Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten: '

C. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;

d. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten;

e. Arahan Pemanfaatan Ruang; dan .

f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang. |

o BAB V

TUJUAN, i{EBIJAKAN DAN STRATEGI PENATM RUANG
: ’ Bagian Kesatn

: ‘ Tujuan

Pasal 7

;Eenataa.n ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk " “Mewujudkan
Kabupaten Simeulue sebagai kawasan berbasis sumberdaya alam melalui

dengan memperhatikan kelestarian alam serta mitigasi kebencanaan”.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

B Pasal 8

) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah

Kabupaten. '

) Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

i meliputi:

a. Pengembangan serta pemantapan fungsi pusat-pusat kegiatan scsuai
dengan struktur dan hirarkinya; '

b. Peningkatan aksesibilitas dengan pemerataan sarana prasarana  di
seluruh wilayah kabupaten; :
c. Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh minapolitan,

agropolitan, pariwisata, agroindustri dan kawasan budaya melalui
peningkatan sistem jaringan prasarana; »

d. Pemantapan.......
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ijpengembangan potensi kelautan, perkebunan, pertanian dan pariwisata
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d. Pemantapan  sistem agropolitan untuk meningkatkan  komoditi
- pertaniafi® unggulan; pertanian lahan basah, pertanian lahan kering,
hortikultura, perkebunan dan peternakan; -

€. Pengembangan kegiatan perikanan dan - pémantapan’ sistim
minapolitan; . ' ‘

f.  Peningkatan pengelolaan kawasan lindung;

g. Pengembangan kawasan transmigrasi;

h

« 'pengembangan kegiatan industri dan agroinduétri yang sesuai dengan

J. Pemanfaatan Sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian
lingkungan; R

k. Pengembangan manajemen resiko bencana; dan

I Peningkatan fungsi kawasan untuk kepentiqgan pertahanan dan
keamanan negara.

&

b4

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 9

Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan strategi penataan ruang
wilayah Kabupaten. v '

a. menciptaka% pusat kegiatan . bary serta mengembangkan pusat

kegiatan yang telah ada; : .

b. menetapkan kegiatan utama pada Pusat-pusat kegiatan;

C. meningkatkah keterkaitan antara pusat kegiatan perkotaan dengan
perdesaan; dan

d. meningkatkan prasaruana dan sarana, sosia] dan’.ekonomi di pusnt-

pusal kegiatan sesuaj dengan fungsi dan hirarki pelayanannya,
Strategi untuk peningkatan aksesibilitas dengan pemerataan sSirana

~ prasarana di scluruh wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi:

2. membangun, meningkatkan: dan memelihara’  kualitas jaringan
transportasi ke seluruh bagian wilayah kabupaten; dan

b. menyediakan fasilitas pelayanan - sosial ekonomi (kesehatan,
pendidikan, air bersih, listrik, pasar, dan lai lain) secara merata.

Strategi pengembangan kawasan Strategis cepat tumbuh minapolitan,

agropolitan, pariwisata, agroindustri dan kawasan budaya melalui

peningkatan sistem jaringan prasarana sebagaimang dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (2) huruf ¢, meliputi:

4. mengembangkan prasarana dan sarana transportas darat, laut dan
udara; .

b. rnemb',uka akses dan meningkatkan aksesibilitas antar kawasan

dengan pusatipusat kegiatan; . i ‘
C. meningkatkan jaringan energi dan memanfaatkan energi terbarukan;

d. meningkatkan....'....
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d. meningkatkan pelayanan jaringan telekomunikasi: dan
€. meningkatkan pelayanan sumber daya air. -
Strategi pemantapan sistem agropolitan untuk meningkatkan komoditi

Pasal 8 ayat (2) huruf d meliputi:

a. meningkatkan akses jalan .dari sentra agropolitan ke pusat
pemasaran; -

b. meningkatkan lahan pertanian lahan basah dengan pemanfaatan
lahan tidur berpotensi; . .
menetapkan fungsi lahan pangan pertanian berkelanjutan;
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mengintensifikasi dan diversifikasi komoditas hasil hortikultura;
mengoptimalkan lahan perkebunan; '
mengintensifikasi dan diversifikasi komoditas hasil perkebunan;
mengembangkan fungsi kawasan perkebunan secara terpadu dengan
peternakan dan pertanian lahan kering; , :
mengembangkan daerah potensial peternakan; ;

mengembangkan fungsi peternakan Secara terpadu dengan kawasan
perkebunan dan pertanian lahan kering; dan -

I menumbuhkan dan mengembangkan pasar dan agroindustri,

Strategi pengembangan  kegiatan perikanan dan pemantapan sistim

< '

x

minapolitarf sebagaimana dimaksud pada Pasal & ayat (2) huril e
meliputi: % :1
a. mengoptimdlkan pemanfaatan perikanan tangkap dan bud;j daya

perikanan laut;

» mengoptimalkan pemanfaatan perikanan budi daya, perikanan darat;
menetapkan kawasan minapolitan; .

- mengembangkan kawasan minapolitan; :

- mengembangkan sentra produksi dan usaha berbasis perikanan;dan
mengembangkan sarana dan prasarana  pendukung kegiatan
perikanan. : "

Strategi peningkatan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f meliputi:

menetapkan tata batas kawasan lindung;

meningkatkan dan mengendalikan fungsi kawasan lindung;
memulihkan kawasan lindung yang telah menurun fungsinya;
meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan
fungsi perlindungan melaluij kegiatan pariwisata yang ramah
lingkungan; den : %

€. mengatur pola penggunaan lahan di sekitar kawasan lindung.

Strategi pengembangan kawasan transmigrasi sebdgaimana dimaksud
pada Pasal 8 ayat (2) huruf g meliputi:

4. mengembangkan kawasan pemukiman transmigrasi:

Ao oo

dengan potensi alam dan sumber daya manusia,sebagaimana dimaksud

pada Pasal 8 ayat (2) huruf h meliputi:

a. mengembangkan industri berbasis sutmber daya alam, hasil pertanian,
peternakan, perkebunan, perikanan yang ada di wilayah kabupaten;

b. mengembangkan zona kawasan industri;

4

c. méngoptirnalkan .......
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c. mengoptimalkan kawasan'peruntukan industri;-
d. meningkatkan penataan kawasan peruntukan industri kecil di setiap
kecamatan; dan
1 e. meningkatkan infrastruktur penunjang kegiatan industri.
| (10) Strategi pengembangan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada
1 Pasal 8 ayat (2) huruf i meliputi:
a. meningkatkan kompetensi produk dan tema wisata;
b. mengembangkan objek unggulan, wisata alam, wisata bahari dan
wisata lainnya; Ze
c. mengembangkan infrastruktur wisata;
d. mendorong investasi dan partisipasi swasta dan masyarikat dalam
. pengembangan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata: dan
b e. mengoptimalkan dan perluasan jaringan kepariwisataan. ,
i (11) Strategi pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam dengan
- memperhatikan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 8 ayat (2) huruf j meliputi: ‘
a. memanfaatkan dan mengelola sumber daya air yang berkelanjutan;
b. menjaga kelestarian sumber daya air dengan: menjaga kelestarian
mata air yang ada;
c. memanfaatkan dan mengelola sumber daya mineral ramah
lingkungan; '
d. memanfaatkan potensi tambang;
e. merehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam; dan
: f.  melakukan upaya konservasi sumber daya alam. :
| (12) Strategi pengembangan manajemen resiko bencana sebagaimana
| dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf k, meliputi:
a8. menetapkan zona bahaya dan zona aman pada kawasan rawan
bencana; ' :
b. mengembangkan perencanaan sesuai zona kerawanan bencanaan;

€. mengembangkan sistem pencegahan sesuai sifat dan jenis bencana,
_serta karakteristik wilayah; '

mengembangkan sistem:adaptasi dan mitigasi bencana;
mengembangkan upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;

n

;1 mengembangkan sistem penanganan pasca bencana; dan

. mengembatigkan sistem monitoring dan evaluasi mitigasi bencana.

(13) Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara

sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf 1 meliputi:

-a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi
khusus pertahanan dan keamanan; ‘

b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan
di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan ‘untuk menjaga fungsi

. dan peruntukannya;

i C. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak

- terbangun disekitar kawasan pertahanan, sebagai zona penyangga
yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya
terbangun;

d. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan J TNI.
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o BAB V1
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umlgm
Pasal 10

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
a. sistem pusat kegiatan; dan

b. sistem,jax:ipgan prasarana wilayah kabupaten. ; A :
Rencana striktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta -
dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam

lampiran I yanig merupakan bagian tidak terpisahkan dari ganun ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat: Kegiatan

. Pasal 11 '

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
huruf a terdiri atas :
a. PKL;
b. PPK; dan
c. PPL. ' .
PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf-a yaitu Sinabang di
Simeulue Timur; : :
PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
a. PPK Kampung Aie di Simeulue Tengah; dan
b. PPK Sibigo di Simeulue Barat, i
PPL sebagaimata dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri atas :

PPL Nasreuheu di Kecamatan Salang; 7
PPL Kuala Bakti di Teluk Dalam;
PPL Labuhan Bajau di Kecamatan Teupah Selatan;
PPL Salur di Kecamatan Teupah Barat;
PPL Langi di Kecamatan Alafan; e
PPL Lasikin di Kecamatan Teupah Tengah; dan
g PPL Kuta Padang di Kecamatan Simeulue Cut.
Mengembangkan PKL sebagai pusat pengembangan  perikanan
sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan di PKL -
Sinabang;

™o 0o gp

- Mengembangkan PPK dan PPL sebagai pusat penelitian dan

pengembangan pertanian, sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1)
huruf b dan ¢, dilakukan di PPK Kampung Aie, PPK Sibigo, PPL Nasreubhe,
PPL Lasikin dan PPL Langi;
Mengembangkan;PPK, dan PPL sebagai pusat pengembangan pariwisata
sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf a, b, dan ¢ dilakukan
di PKL Sinabang, PPK Kampung Aie, PPK Sibigo, PPL Nasreuheu, Ppl,
Kuala Bakti, PPL Labuhan Bajau, PPL Salur, PPL Langi, PPL Lasikin, dan
PPL Kuta Padang;

Mengembangkan PPL scbagai pusat penelitian dan pengembangan
perkebunan, sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf b,
dilakukan i PPL Nasreuhe, PPL Kuala Bakti dan PPL Labuhan Bajau sdan
Mengembangkan PPL scbagai Pusat Penelitian dan Pengeml_);mgan

- Kehutanan dilakukan di PPL Kuala Bakti dan PPL Labuan Bajau.

Bagian Ketiga .......
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. o Bagian Ketiga .
Sisteém Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten
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L ' Pasal 12

e

s

P

Q Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
| Pasal 10 ayat (1) huriif b terdiri atas: \
§ o sistem prasarana utama; dan

i
E b. sistem prasarana lainnya.

Paragraf 1
- Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 13

jaringan transportasi darat; |
jaringan transportasi laut; dan y
jaringan transpo,,x&'tasi udara.
B
!

Pasal 14

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 huruf a terdiri atas: .
a. jaringan jalan dan jembatan;
b. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; ,
L. c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- ¥ d. jaringan transportasi sungai, danau, dan penyebetrangan.
%) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a terdiri atas: ' ‘
a. Pengembangan jaringan jalan kolektor primer K1 dengan status julan
strategis nasional yang terdapat di Kabupaten Simeulue sepunjang
356,39 Km, terdiri atas : - ‘
ruas jalan Sinabang ~ Sibigo sepanjang 93,37 km ;
ruas jalan Sinabang - Lasikin sepanjang 11,20 km:;
ruas jalan Lasikin - Nasreuhe sepanjang 64,13 km;dan
ruas jalan Nasreuhe - Lewak - Sibigo 131,67 km;
ruas jalan Simpang Lanting — Labuhan Bdjau sepanjang 32,08 km;
ruas jalan Air Dingin - Kota Batu - Labuhan Bajau sepanjang
23,94 km. dan -
b. Jaringan jalan kolektor primer K2 dengan status jalan provinsi yang
terdapat di Kabupaten Simeulue sepanjang 53,97 km, terdiri atas :
1. ruas jalan Lauke - Bulu Hadek sepanjang 9,8 km; I
2. ruas jalan Kuala Makmur - Salur Latun sepanjang 19,46 km;
3. ruas jalan Sigulai - Nasreuhe sepanjang 24,71 km;
C. Jaringan jalan lokal primer dengan status jalan kabupaten yang
terdapat di Kabupaten Simeulue sepanjang 84,52 km, terdiri atas :
1. ruas jalan Simpang Lugu Sekbahak — Gunung Putih - Simpang
Muara Aman sepanjang 14,27 km; :
2. ruas jalan Simpang Serafon - Amabaan sepanjang 8,76 km; dan
3. ruas jalan Simpang Titi Olor - Simpang Batu Asan sepanjang
16,60 km:

-
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4. ruas jalan .......
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ruas jalan Suak Buluh - Ana’o sepanjang 12,76 km:;

ruas jalan Simpang Labuah - Nancawa - Suak Lamatan sepanjang
9,40 km;, ,

ruas jalan Kebun Bary - Latiung sepanjang 7,53 km;

ruas jalan Blang Sebel - Badegong sepanjang 9,90 km; dan

ruas jalan Busung - Matanurung - Lasikin sepanjang 5,30 km;

Jaringan jalan lingkungan primer yang terdapat di Kabupaten

Simeulue sepanjang 41,16 km.

1.
2.

TAPNGa s

N

10.
11,
12,
13.
14,

15.

ruas jalan Simpang Sefoyan - Ganting sepanjang 4,95 km;

ruas jalan Kota Baty - Babang - Pulau Bengkalak sepanjang 11,16
km;

ruas jalan Belakang Kantor Bupati sepanjang 0,97 km;

ruas jalan Alus-Alus - Suak lamatan sepanjang 3,04 km;

ruas jalan Sua-Sua - Batu-Baty sepanjang 3;24 km:

ruas jalan Pasar Inpres - Air Dingin sepanjang 2,80 km;

ruas jalan Leubang - Leubang Hulu sepanjang 3,90 km:;

ruas jalan Sigulai - Lamamek sepanjang 2,34 km.

encana jaringan jalan dengan panjang 84,16 km meliputi :

rencana jaringan jalan kolektor primer K4 ruas jalan Latitik -
Kuala Bakti sepanjang 17,87 km:;

rencana jaringan jalan lokal primer ruas jalan Lamayang - Sibuluh
- Ujung Padang - Bunga - Nasreuhe sepanjang 14,49 krn;

rencana jaringan jalan lokal primer ruas jalan Simpang Titi Olor -
Ujung Sarang sepanjang 4,89 km;

rencana jaringan jalan lokal primer ruas jalan Lalla - Kenangan
Jaya sepanjang 5,00 km; ,
rencang; jaringan jalan lingkungan primer ruas jalan Kota Baty -
PDKS sepanjang 3.02 km; ‘

rcncan%fj%gjaringan jalan lingkungan primer ruas jalan Nancawa -
Sarang %Suak Buluh sepanjang 9,41 km; -

rencana jaringan jalan lingkungan primer rias jalan Araban -
Bubuhan - Amaraby - Borengan sepanjang 10,05 km; -
rencana jaringan jalan lingkungan primer ruas Jalan potong Babul
Makmur - Miteum sepanjang 2.31 km; . ‘
rencana jaringan jalan lingkungan primer ruas jalan Lhok Makmur

- Amabaan sepanjang 1,94 km;

rencana jaringan jalan lingkungan primer ruas jalan Lamerem -
Lewak Hulu sepanjang 3,16 km:;

rencana jaringan jalan lingkungan primer ruas jalan Leubang
Hulu - Batu- Batu sepanjang 4,10 km: '

rencana jaringan jalan lingkungan primer ruas jalan Lanting -
Sua-Sua sepanjang 2,36 km; ' .
rencana jaringan jalan lingkungan primer ruas jalan tepian Teluk
Sinabang sepanjang 2,12 km;

rencana jaringan jalan lingkungan primer jalan Kodim - RSU -
sepanjang 3,13 km; dan
rencana _}énngan jalan lingkungan primer jalan tepian Teluk Sibigo .
sepanjang 0,31 km. ,

f. Jaringan jalan desa dengan total panjang 1.848 km;
9. Jaringan jembatan berupa simpul pertemuan antara jaringan jalan
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a. terminal:
b. jembatan timbang; dan
C. unit pengujian kenderaan bermotor.,

Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

a. peningkatan terminal penumpang tipe C %di Desa Suka Jaya
Kecamatan Simeuluc Timur; :

b.  pembangunan halte meliputi:
L. Kecamatan Simeulue'Tengah berada dj desa Kampung Aie:

Kecamatan Simeulue Barat berada di desa Malasin;

Kecamatan Salang berada di desa Nasreuhe;

Kecamatan Teupah Selatan berada di desa Labuhan Bajau;

Kecamatan Teluk Dalam berada di desa Bulu Hadek;

Kecamatan Alafan berada di desa Langi;

Kecamatan Teupah Barat berada di desa Salur;

Kecamtan Teupah Tengah berada di desa Lasikin; dan

Kecamatan Simeulue Cut berada di desa Kuta Padang.

C. Pembangunan terminal angkutan barang meliputi: :
1. Kecamatan Simeulue Timur berada di desa Suka Jaya dan Air

VONOUA WD

Dingin;'dan
2. Kecamatan Simeulue Barat berada di desa Malasin.
Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
a. Kecamatan Simeulue Timur berada di desa Suka Jaya; dan
. Kecamatan Simeulue Barat berada di desa Miteum: ‘ )
Unit pengujian kenderaan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf ¢ berada Kecamatan Simeulue Timur desa Suak Buluh.
Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana
dimaksud ' pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan. rute trayek
angkutan kota meliputi: :
a. Trayek angkutan penumpang, terdiri atas :
1. Angkutdn penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP), meliputi
a. Sinabang - Labuhan Haji - Meulaboh - Calang - Banda Aceh;
dan C :
b.  Sibigo - Kuala Bubun Meulaboh - Calang - Banda Aceh.
2. Trayek angkutan dalam Kabupaten Simeulue, meliputi;
a) Trayek Sinabang - Sp. Lanting - Salur - Kampung Aie;
b) Trayek Sinabang - Kuala Bakt] — Sibigo; ¥
c) Trayek Sinabang - Sp. Lanting - Labuhan Bajau;
d) Trayek Sinabang - Labuhan Bajau; 5
e} Trayek Kampung Aie — Kota padang - Nasreuhe - Langi; dan
f) Trayek Langi - Sibigo.
aringan lalu lintas angkutan barang, terdiri atas;
. Sibigo-Meulaboh-Banda Aceh; :

b.

J

1

2. Sinabang-Labuhan Haji-Medan;

3. S,inabang-Singkil’-Medan;

4 Sinabang-Sib_o_lga;

S. Sinabang-Teluk Bayur Padang; dan

6. Kampung Aie ~ Sibolga :

Jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana 'dimaksud pada ayat

(1) huruf d meliputi:

a. Optimalisasi j pelabuhan penyeberangan sebagai  pelabuhan
pengumpan, meliputi;

1. pelabuharjiSinabang di Kecamatan Simeulue Timur; dan

2. pelabuhan ......
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2. pelabuham Sibigo di Kecarnatan Simeulue Barat
¥
b. jalur penyeberangan untuk tujuan lintas penyeberangan pengumpan,
meliputi:
1. Sibigo-Meulaboh;
. Sinabang-Labuhan Haji;
. Sinabang - Meulaboh;dan
Sinabang-Singkil.

N

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Laut

i
EY

Pasal 15

Sistem jaringanitransportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 |

huruf b, meliputi :

a. tatanan kepelabuhanan; dan

b. alur pelayaran.

Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Simeulue sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, yaitu pengembangan pelabuhan laut sebagai
pelabuhan pengumpan meliputi :

a. pelabuhan Laut Sinabang di Kecamatan Slmeulue Timur;

b. terminal khusus Ujung Sarang di Kecamatan Teluk Dalam.;

Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. Sinabang - Teluk Bayur; ,,
b.- Sinabang - Sambas Sibolga;
¢. Sinabang - Labuhan Haji;

d. Sinabang - Kuala Bubon;

e. Sinabang - Malahayati;

f. Sinabang - $abang;

g. Sibigo - Kuala Bubon; dan

h. Teluk Araban Kampung Aie - Sambas Sibolga

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Udara

el

Pa_sal 16

Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

huruf ¢ meliputi:

a. tatanan kebandar udaraan; dan

b. ruang udara untuk penerbangan.

Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pnda nvat (1) huruf a

meliputi:

a. pengembangan bandar udara Lasikin di Kecamatar 'T‘eupnh Tengah
sebagani bandar udara pengumpan; dan

b. pengembangan jalur penerbangan, terdiri atas :

Lasikin - Kuala Namu;

Lasikin - Cut Nyak Dhien;

Lasikin - Sultan Iskandar Muds; dan

Lasikin - Kuala Batu;

Po

(3). Pembangunan ......

/
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Pembangunan bandar udara, meliputi bandar udara Air Strip Amabaan di

Kecamatan Simeulue Barat sebagai bandar udara kebencanaan; dan

Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputis '

a. penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan meliputi:

kawasan pendekatan dan lepas landas;

kawasanikemungkinan bahaya kecelakaan;

kawasan di bawah permukaan horizontal;

kawasan di bawah permukaan horizontal luar;

kawasan di bawah permukaan kerucut;

kawasan di bawah permukaan transisi; dan

kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi udara.

b. penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan diatur lebih
lanjut oleh peraturan perundang-undangan;

C. ruang udara di atas bandar udara yang digunakan langsung untuk
kegiatan bandar udara; dan

d. ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi
penerbangan. _ : 3

Rencana pembangunan Bandara mengacu pada Rencana Induk Bandara.

NoumAwre

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya E

Pasal 17

fistem prasarana lainnya sebagaimana dimasud dalam Pasal 12 huruf b
jerdiri atas: '

sistem jaringan energi;

9 sistem jaringan telekomunikasi;

i

sistem jaringan sumber daya air; dan
g sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Paragraf 1
-« Sistem Jaringan Energi

i Pasal 18

:J, Sistem jaringan 2énerg,l sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a

terdiri atas: o
a. pembangkit tenaga listrik; dan
b. jaringan prasarana energi. ~
¥ Pembangkit tenaga listrik sebagaiman dimaksud pada ayat 1 hurup a
meliputi::

a. Pengembangan energi listrik terbarukan meliputi: ,
1. tenaga surya atau PLTS tersebar dalam wilayah Kabupaten
‘Simeulue terutama di pulau-pulau kecil;

2. rencana pengembangan energi tenaga hydro power (gelombang
laut) yang berpotensi di kembangakan pada Pulau Selaut
Kecamatan Alafan, Pulau Baby di Kecamatan Teupah Selatan
i pulau Simeulue Cut di kecamatan Simeulue Cut : dan
4 3. rencana pengembangan energi tenaga biogas tersebar diseluruh
kecamatan. :

§ b. Pengembangan energi listrik tidak terbarukan, meliputi;
1. pembangkit Listrik Tenaga Diesel dengan kapasitas 8 MW di Desa

Lo
7
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2.

1.

2.

3.

2.

(1) Sistem jaringan
huruf b terdiri atas:

a. Janngan terrestrial atau kabel; da.n

b. jaringan nirkabel.

(2) Jaringan terrestrial atau kabel sebaga1mana dnnaksud pada ayat (1)

huruf a berupa pengembangan jaringan kabel di wilayah dalam
Kecamatan Simeulue Timur.

3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. sistem jaringan seluler. atau tanpa kabel dengan didukung
pengembangan menara BTS meliputi :

24

Lasikin Kecamatan Teupah Tengah; dan

pembangkit Listrik Tenaga Uap dengan kapasitas 2x7 MW di Desa

Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur.

(3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri atas: *

a. Jaringan transmisi tenaga listrik, meliputi:
1.

pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah 20 KV
yang menghubungkan seluruh Kecamatan;

pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah 220 ,

Volt; dan

pengembangan Gardu Induk , meliputi Gardu Induk Lasikin di
Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah, Gardu Induk Sibigo di

Desa Malasin Kecamatan Simeulue Barat, Gardu Induk Kampung:

Aie di Desa Kampung Aie Kecamatan S1mculuc Tengah dan Gardu
Induk Kota Batu di Desa Kota Batu Kecamatan Simeuluc Timur.,

T
R

b. Jaringan prasarana cnergi lainnya yang terdiri dari:
1.

depo Pertamina di Desa Suka Jaya Kecamalan Simeulue Timur;
dan

SPBU Pertamina di Desa Suka Jaya Kecamitan Simeulue Timur,
desa Wellangkum Kec. Simeulue Tengah dan desa Batu Ragl
Kecamatan Simeulue Barat.

’ Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

i Pasal 19

telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

Kecamatan Teupah Selatan sebanyak 5 unit tower, berada di Desa
Labuhan Bakti, Desa Pasir Tinggi, Desa Badegong, Desa Alus-Alus dan
Pulau baby;

Kecamatan Simeulue Timur sebanyak 10 unit tower meliputi 4 unit di
Desa Suka Karya, 2 unit di Desa Suak Buluh, Desa Air Dingin, Desa
Linggi, Desa Ganting dan Desa Air Pinang;

Kecamatan Teupah Tengah sebanyak 2 unit di Desa Busung dan Desa
Kahad .

Kecamatan Teupah Barat sebangyak 3 unit tower berada di Desa Lantik,
Desa Laayon dan rencana di Desa Pulau Teupah;-

Kecamatan Simeulue Tengah sebanyak 3 unit, berada di Desa Kampung
Aie, Desa Lakubang, dan Desa Dihit;

Kecamatan Teluk Dalam sebanyak 3 unit, berada di Desa Sambay, Desa

Kuala Bakti dan rencana di Desa Muara Aman;
Kecamatan Simeulue Barat sebanyak 2 unit, berada di Cesa Malasin dan

Desa Layabaung;

8. Kecamatan .......

e T



Ll
»)

TR - , 25

7@ 8. Kecamatan Salang sebanyak 4 unit, meliputi 2 unit ds Desa Nasreuhe,
g Desa Along, dan Desa Meunafa;
9. Kecamatan Simeulue Cut sebanyak 1 unit rencana di Pulau Simeulue Cut;

10. Kecamatan Alafan sebanyak 1 unit, berada di Desa Langi; dan
11. Lokasi strategns rencana pengembangan lainnya .

b. pengembangan jaringan telekomunikasi nirkabel dikelola melalui
‘pengelolaan menara telekomunikasi bersama; dan.

¢ pengembangan prasarana teknologi informasi kawasan perkotaan
melalui SID- SITAC sistem komunikasi dengan Dasar BWA dan VSAT
sesuai dengéih konsep Aceh cyber dalam Qanun RTRW Provinsi Aceh.

Paragraf 3
‘Sistem Jaringan Sumber Daya Air

| | Pasal 20

Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dxmaksud dalam Pasal 17
huruf ¢ terdiri atas:
a. Pengelolaan Wilayah Sungai, meliputi :
g 1. pengendahan banjir; |
? 2. pemanfaatan danau; Iy
3. pemanfaatan embung;
_ 4. pengelolaan DAS; dan
K 5. pemanﬁaatan daerah mgasi,
b. Jaringan air baku untuk air bersih.
Pengembangan sistem pengendahan banjir sebaga1mana dimaksud pada
ayat (1) huruf a point 1 meliputi:
1. Normalisasi sungai mehpuh
a) Sungai Sinabang sepanjang 103,51 m yang berada di Desa Suka :
. Karya Kecamatan Simeulue Timur;
b) Sungai Salur sepanjang 92,64 m berada ch Desa Salur Latun
Kecamatan Teupah Barat;
c) Sungai Leubang sepanjang 54,28 m bcrada di Desa Leubang
Kecamatan Teupah Barat;
: d) Sungai Luan Da'u sepanjang 752,98 m berada d1 Desa Suak Buluh
« dan Abail Kecamatan Simeulue Timur;
‘ e) Sungai Sua-Sua sepanjang 152,49 m berada di Desa Sua-Sua
; Kecamatan Teupah Tengah. dan
| f) Sungai Kuala Bakti sepanjang 200 m berada d1 desa Kuala Bakti
| Kecamatan Teluk Dalam
2. Pembangunati tanggul sungai rnehputl
- a) tanggul sungai Sinabang sepanjang 1840,46 m di Desa Sinabang

! dan Desa Suka Karya Kecamatan Sxmeulue Timur;
’i b) tanggul sungai Salur sepanjang 1159,13 m di Desa Salur
. Kecamatan Teupah Barat;
‘ c) tanggul sungai Desa Lasikin sepanjang 758, 47 m di Desa Lasikin
Kecamatan 'I‘eupah Tengah;

d) tanggul sungai Desa Sua-Sua sepanjang 532,27 m di Desa Sua-
g Sua Kecamatan Teupah Tengah;
ik e) tanggul sungai Luan Air Dingin sepanjang 717 02 m di Desa Air
Dingin Kecamatan Simeulue Timur;
fy tanggul sungm Ladon sepanjang S00 m di desa Kampung Aie; dan
tanggul sungai Kuala Makmur di Desa Ganting sepanjang 100m.
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C.

3. Pembangunan tanggul laut meliputi:

<90
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a) tanggul laut di teluk Sinabang sepanjang 5.039 m yang berada di
Desa Lugu, Amaiteng Mulia, Suka Karya, Suka Maju, Sinabang,
Suka Jaya, Ameria Bahagia , Air Dingin, dan Desa Kota Batu;

b) tanggul laut di teluk Sibigo sepanjang 312 m yang berada di Desa
Malasin dan Babul Makmur;

c) tanggul laut Labuhan Bajau sepanjang 504 m;

d) tanggul laut Salur dan Maudil sepanjang 557m;

€) tanggul laut Lewak sepanjang 979 m;

f) tanggul Laut Ganting sepanjang 500 m berada di Desa Ganting
Kecamatan Simeulue Timur;

g) tanggul Laut Lasikin, Matanurung dan Kahad sepanjang 500 m
berada di Desa Kahad Kecamatan Teupah Tengah; dan

h) tanggul; Laut Nasreuhe sepanjang 500 m berada di desa Nasreuhe
Kecamatan Salang. '

iy

Pemanfaatan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b point 2
meliputi: :
a. Danau Mutiara Laut Tawar dj Desa Bulu Hadek Kecamatan Teluk

Dalam seluas 56,95 Ha dan volume air + 6.834.000 m3;
Danau Laulo Laut Tawar di Desa Amabaan Kecamatan Simeulue

. Barat seluas 169,6 Ha dan volume air + 20.352.000 ma3;

Danau Tirama di Desa Bulu hadek Kecamatan Teluk Dalam seluas

- 18,72 Ha' dan volume air + 1.123.200 m3; dan _
d. Danau Luan Boya di Desa Bulu hadek Kecamatan Teluk Dalam seluas

10,45 Ha dan voleum air + 627 .000 m3,

) Pemanfaatan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka

BrET o meao o

n. DAS Ladon seluas 8.332 Ha;

3 meliputi: ‘ o
a. Embung Sefuluh di Desa Sibuluh Kecamatan Simeulue Cut seluas

a

2,29 Ha dan volume air + 68.700 m3; a

Embung Latitik di Desa Latitik Kecamatan Simeulue Tengah seluas
3,85 Ha danivoleume air + 115.500 m3; '

Embung Sefoyan di Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur seluas
0,83 Ha dan'volume air + 16.600 m3; dan

Embung Amarabu di Desa Amarabu Kecamatan Simeulue  Cut
seluas 0,25 Ha.

Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat ?2.) huruf b angka 4
merupakan bagian dari Wilayah Sungai Simeulue, meliputi:

DAS Devayan seluas14.659 Ha;
DAS Baby seluas 4.590 Ha;
DAS Lasia seluas 1.495 Ha;
DAS Teupah seluas 691 Ha;
DAS Leukon seluas 429 Ha;
DAS Siumat seluas 397 Ha;
DAS Sanggiran seluas 26.535 Ha;
DAS Along seluas 10.473 Ha;
DAS Ujung seluas 5.310 Ha;
DAS Lalla seluas 3.966 Ha;
DAS Sibusu seluas 9,544 Ha
DAS Senivung seluas 9.687 He;
DAS Tula-Tula seluas 4.472 Ha;

o. DAS Layabaung
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DAS Layabaung seluas 9.684 Ha;

DAS Salit seluas 4.451 Ha;

DAS Pagaja seluas 8.139 Ha;

DAS Amuren seluas 4.025 Ha;

DAS Air Pinang seluas 3.963 Ha;

DAS Seufulu seluas 8.931 Ha;

DAS Bota seluas 10.725 Ha;

DAS Siddlok Sibao seluas 7.766 Ha;
. DAS Linggi seluas 4.391 Ha;

DAS Pucuk Anao seluas 6.162 Ha;

DAS Labuhan Bajau seluas 5.231 Ha; dan

DAS Suak Lamatan seluas 6.839 Ha;

NEpdsgcrpnono

6) Pemanfaatan daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka S dengan luas 4.859,61 Ha meliputi:
| a. Kewenangan Provinsi Aceh yang berada di Kabupaten seluas 3.000
- Ha meliputi:
;i 1. Daerah Irigasi Sefuluh seluas +1.000 Ha;
2. Daerah Irigasi Suak Lamatan seluas +1.000 Ha; dan
3. Daerah lrigasi Sigulai seluas £1.000 Ha;
b. Kewenangan Kabupaten seluas 2.563,31 Ha meliputi ;
| 1. Daerah Irigasi Ganting seluas 123,99 Ha;"
2. Daerah Irigasi Matanurung seluas 40,10 Ha;
E 3. Daerah Irigasi Situbuk seluas 60,62 Ha;
n 4. Daerah Irigasi Air Pinang 1 seluas 19,47 Ha;
| S. Daergh Irigasi Kuala Baru seluas 70,38 Ha:
6. Dacrah Irigasi Luan Balu seluas 5,80 Ha;
i 7. Dacrah Irigasi Sambai seluas 57,91 Ha;
' 8. Daerah Irigasi Latiung seluas 127,12 Ha;
9. Daerah Irigasi Blang Seubel seluas 78,75 Ha;
i 10. Dacrah Irigasi Lataling scluas 73,05 Ha;
" 11. Daerah Irigasi Pulau Bengkalak seluas 31,28 Ha,
, 12. Daerah Irigasi Tanjung Raya seluas 27,27 Ha;
A 13. Daerah Irigasi Kuala Bakti seluas 14,09 Ha;.
' 14: Daerah Irigasi Sembilan seluas 61,05 Ha;
15. Daerah Irigasi Lamamek seluas 44,66 Ha;
16. Daerah Irigasi Sanggiran seluas 52,11 Ha;
17. Daerah Irigasi Detimon seluas 378,56 Ha:
4 18. Daerah Irigasi Tameng seluas 79,40 Ha;
19. Daerahi Irigasi Amarabu seluas 28,55 Ha;
; 20. Daerah Irigasi Bubuhan seluas 59,70 Ha;
iy 21. Daerah Irigasi Silengas seluas 39,49 Ha;
e 22. Daerah Irigasi Awe Kecil seluas. 40,27 Ha;
“ 23. Daerah Irigasi Awe Seubel seluas 16,03 Ha;
24, Daerah Irigasi Maudil seluas 57,02 Ha;
; 25. Daerah Irigasi Nancala seluas 18,15 Ha;
: 26. Daerah Irigasi Lantik seluas 41,68 Ha;
27. Daerah Irigasi Nancawa seluas 132,65 Ha;
28. Daerah Irigasi Luan Sorip seluas 110,07 Ha;
29. Daerah Irigasi Salur Latun seluas 122,15 Ha;
30. Daerah Irigasi Batu Batu seluas 98,98 Ha;
31. Daerah Irigasi Layabaung seluas 13,04 Ha; -
32. Daerah lrigasi Sereta seluas 59,28 Ha;

'33. Daerah Irigasi.......
4
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33. Daerah Irigasi Kuala Makmur seluas 52,26 Ha;
34. Daerah Irigasi Sebbeh seluas 185,87 Ha; '
35. Daerah Ifigasi Lauke seluas 60,47 Ha;

36. Daerah Irigasi Sua-Sua seluas 65,27 Ha;y dan

37. Daerah Irigasi Sembilan 1 seluas 16,77 Ha; ,
Rencana Pengembangan Irigasi kewenangan kabupaten seluas
1.245,26 Ha sebagai lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan:
meliputi : '
Daerah Irigasi Miteum seluas 80,20 Ha;
Daerah Irigasi Amabaan seluas 52,73 Ha;
Daerah Irigasi Latitik seluas 2 10,50 Ha;
Daerah Irigasi Putra Jaya seluas 26,38 Ha;
Daerah Irigasi Lewak seluas 56,56 Ha;
Dacrah Irigasi Lamerem seluas 36,99 Ha;
Dacrah Irigasi Lhok Pauh setuas 15,66 Ha;
Dacrah Irigasi Langi seluas 45,88 Ha;
Daerah Irigasi Lubuk Baik seluas 32,75 Ha;
. Dacrah Irigasi Serafon seluas 45,94 Ha;

- 11. Dacrah Irigasi Lhok Dalam seluas 17 68 Ha; 4
. 12. Daerah Irigasi Lafakha seluas 83,79 Ha; o

Jari

13. Daerah Irigasi Air Pinang 2 seluas 33,92 Ha;

14, Daerah Irigasi Ujung Salang seluas 280,14 Ha;
15. Daerah Irigasi Naibos seluas 23,31 Ha;

16. Daerah Irigasi Inor seluas 39,24 Ha;

17. Dacrah Irigasi Meunafa seluas 55,63 Ha;

18. Daerah Irigasi Muara Aman seluas 97,74 Ha; dan
19. Daerah Irigasi Kota Batu seluas 10,22 Ha.

ngan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b berupa pemanfaatan sungai, dan mata air meliputi :
a. Jaringan air baku sungai untuk air bersih, yaitu:
1. Luan Kuala Makmur kapasitas 1.060 It/detik di Desa Kuala _

2
3.
4

Makmur Kecamatan Simeulue Timur;

Luan Lafug;kapasitas 210 liter/detik di Desa Labuah Kecamatan
Teupah Tengah; .

Kecamatan Teluk Dalam;

Luan Ladon kapasitas 1.500 liter/detil di Desa, Laure’e Kecamatan
Simeulue Tengah; .

2.
3. Luan Sebbel kapasitas 1.100 liter/detik di Desa Tanjung Raya
4.,

S. Luan Along kapasitas 2.560 liter/detik di Desa Along Kecamatan

Salang; .-

6. Luan Salur kapasitas 160 liter/detik di Desa Salur Latun

Kecamatan Teupah Barat;

7. Luan Putra Jaya kapasitas 90 liter/detik di desa Dihit Kecamatan

Simeulue Tengah; dan

8. Luan Dihit kapasitas 2000 1t/detik di Kecamatan Simeulue Tengah
. Jaringan air baku mata air untuk air bersih, yaitu: -
1.

mata air Batu Ragi kapasitas 20 liter/detik di' Desa Batu Ragi
Kecamatan Simeulue Barat; :

mata air Sembilan kapasitas 10 liter /detik dii Desa Sembilan
Kecamatan Simeulue Barat; ‘ ' .
mata air S}g}aar Bahagia kapasitas 5 liter/detik di desa Sinar
Bahagia Kecamatan Simeulue Barat; o

mata air Suak lamatan kepasitas 3 liter/detik di Desa Suak
lamatan Kecamatan Teupah Selatan; ‘

«5. mata air.......
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5. mata air Aie Tajun kapasitas 5 liter/detik di Desa Kota Batu
Keeamatan Simeulue Timur,

6. mata air Leubang Hulu kapasitas 10 liter/detik di Desa Leubang
Hulu Kecamatan Teupah Barat; ‘

7. mata air Ana'o kapasitas 5 liter/detik di Desa Ana’o Kecamatan
Teupah Selatan; .

8. mata air Luan Balu kapasitas 5 liter/detik di desa Luan Balu

: Kecamatan Teluk Dalam; dan

9. mata air Kahad kapasitas 5 liter/detik di desa Kahad Kecamatan
Teupah Tengah.

Paragraf 4

Pasal 17 huruf d terdiri atas:

a. sistemn jaringan persampahan;

b. sistem jaringan air minum;

c. sistem jaringan air limbah;

d. sistem jaringan drainase; ,‘

e. sistem jalur dan ruang evakuasi bencana; dan

f. sistem jaringan prasarana kabupaten lainnya. . : '

Sistem jaringan, persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a meliputi: -

itempat pembuangan sampah sementara meliputi :

1. Kecamatan Simeulue Timur sebanyak 18 unit tersebar di Desa
Suka Karya sebanvak 2 unit, Desa Sinabang 2 unit, Desa Suka
Jaya 2 unit, Desa Ameria Bahagia 3 unit, Desa Air Dingin 3 unit,
Desa Kota Batu 2 unit dan Desa Suak Buluh 3 unit; ’

2. Kecamatan Simeulue Tengah sebanyak 7 unit tersebar di Desa
Kampung Air sebanyak 3 unit, Kota Bary 1 unit, Welangkum 1
unit, Kuta Inang 1 unit dan Kuta Padang 1 unit; dan

3. Kecamatan Simeulue Barat sebanyak 7 unit tersebar di Desa
Malasin sebanyak 3 unit, Desa Babul Makmur 1 unit dan Desa
Sigulai 3 unit;

b. pengembangan TPA sampah meliputi :

1. TPA Suak Buluh seluas 6 Ha berada di Desa Suak Buluh
Kecamatan Simeulue Timur;

2. TPA Latitik seluas 6 Ha berada di Desa Latitik Kecamatan
Simeulue Tengah; :

3. TPA Sibigo seluas 6 Ha berada di Desa Babul Makmur Kecamatan
Simeulue Barat; dan : ;

4. TPA Nasteuhe seluas 6 Ha berada dj desa Bunga kecamatan
Salang .

¢. penyediaan wadah/tempat sampah rumah tangga yang ditempatkan
tersebar pada setiap wilayah pelayanan TPA.

d. pengembangan tekonologi komposing sampah organik dan sistem
Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), dan Reeyele
(mendaur ulang) atau 3R lainnya sesuai kawasan permukimnn; '

e. pengelolaan TPA dengan metode sanitary landfill,

[. penyusunan.......

e
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f. penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan kabupaten;
dan

g. pengembangan penyediaan sarana prasarana pengelolaan dan

pe

ngolahan sampah.

Sistem Janngan air minum sebagain_ména dimaksud pada ayat (1) huruf b
berupa pengez;;%;}bangan daerah pelayanan meliputi:

a. Pe
pe
1.

ngembangan pengolahan air baku menjadi air minum dan
ningkatan sistem jaringan perpipaannya meliputi :
jaringan perpipaan kawasan kota Sinabang dsngan Instalasi
Pengolahan Air yang berada di Desa Sefoyan kapasitas intek
terpasang 60 liter/detik dan Labuah kapasitas 20 liter/detik
melalui Desa Ujung Tinggi, Kuala Makmur, Ganting, sefoyan,
linggi, lugu, amaiteng mulia, Suka Karya, Suka Maju, Sinabang,
Suka Jaya, Amiria Bahagia, dan Air Dingin;
rencana Jaringan perpipean wilayah Kabupaten dengan Instalasi
Pengolahan Air yang bersumber dari sungai Along Kecamatan
Salang |, kapasitas - intek 100 liter/detik:, dan Sungai Dihit
Kecamatan Simeulue Tengah kapasitas intek' 75 liter/detik untulk
melayani, kecamatan Salang, Simeulue Cut, Simeulue Tengah,
Teupah ‘Barat, Teupah Tengah dan Simeulue Timur; '
jaringan perpipaan kawasan kota Sinabang dengan Instalasi
Pengolahan Air yang berada di Desa Kota Batu kapasitas intek
terpasang 10 liter/detik dan melalui Desa Kota Batu Air Dingin
dan Ariria Bahagia;
jaringan perpipaan kawasan kota Sibigc dengan Instalasi
Pengolahan Air yang berada di Desa Batu Ragi kapasitas intek
terpasang 15 liter/detik dan melalui Desa Malasin, Babul
Makmur, Batu Ragi, Lamarmek dan Sigulai; :
jaringan perpipaan Sistem Tanjung Raya dengan Instalasi
Pengolahan Air yang berada di Desa Tanjung Raya kapasitas intek
terpasang 10 liter/detik dan melalui Desa Tanjug Raya, Luan Balu,
Sambai, Kuala Baru dan Air Pinang; '
jaringan perpipaan kawasan kota Salur * dengan Instalasi
Pengolahan Air yang berada di Desa Salur Latun kapasitas intek
terpasang 20 liter/detik yang melalui Desa Salur Latun, Salur Awe
Kecil, Salur Lasengalu; .
jaringan ﬁ,’ perpipaan Layabaung/Selare ‘dengan  Instnlasi
Pengoluhan Air yang berada di Desa Layabaung kapasitas intek
terpasang 20 liter/detik dan melaluj Desa  Sinar  Bahagia,
Sembilan, Layabaung, Muara Aman, Babussalam, Gunung Putih,
Lugu Sekbahak, Kuala Bakti dan Bulu Hadek;
jaringan perpipaan kawasan perkotaan Kampung Aie dengan
Instalasi Pengolahan Air yang berada di Desa Laure’e kapasitas
intek terpasang 20 liter/detik yang melalui Desa Latitik, Kota
Baru, Kampung Aie, Wel-Wel, Wellangkum, Bubuhan, -Amarabu,
Sibuluh, Kuta Inang, Kuta Padang, Latak Ayah, Borengan, Ujung

- Padang, Laure’e, Suak Baru, lambaya;

jaringan perpipaan kawasan kota Nasrehe dengan Instalasi
Pengolahan Air yang berada di Desa Tameng kapasitas intek
terpasang 10 liter/detik yang melahi Desa Mutiara, Padang Unoi,
Karya Bakti, Tamon Jaya, Meunafa, Jaya Baru,Tameng, Lalla

ey

Bahagia, Stiak Manang, Nasreuhe, Bunga;

10.SPAM IKK Desa Matanurung dengan kapﬁsitas distribusi 3
11. SPAM.......

liter /detik;
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11. SPAM IKK Desa Ana’o dengan kapasitas distribusj 3 liter / detik;
12. SPAM IKK Desa Pulau Bengkalak dengan kapasitas distribusi 3
liter/ detik;
13. SPAM IKK Desa Awe Seubel dengan kapasitas distribusi 3
liter / detik; o ‘
14. SPAM IKK Desa Kahad dengan kapasitas distribusi 3 liter/ detik;
15. SPAM IKK Desa Salur Latun dengan kapasitas distibusi 3
liter/ detik; i
, 16. SPAM_IKK Desa Lhok Makmur dengan kapasitas distribusi 3
'f liter/ dgtlk, : ‘
17.SPAM "IKK Desa Lhok BikHao dengan kapasitas distribusi 4
liter/detik; ‘
18.SPAM IKK Desa Amaba’an . dengan kapasitas distribusi 5
liter/detik; dan
19. SPAM IKK desa Lewak Hulu dengan kapasitas distribusi 5
| liter/detik.
b. Pengembangan sistem perpipaan perdesaan menggunakan sumber ajir
dari air tanah atau mata air meliputi: ‘ ‘
1. Kecamatan Simeulue Timur yang berada di Desa Ganting, Ujung
! Tinggi, Air Pinang, Kota Batu, Suak Buluh, Lugu, Pulau Siumat;
‘ 2. Kecamatan Simeulue Tengah yang berada di Desa Latak Ayah,
Lakubang, Kuta Baru;

3. Kecamatan Simeulue Barat yang berada di Desa Sinar Bahajria,
Amabaan, Miteum, Ujung Harapan, Lhok Makmur, Sanggiran:

4. Kecamalain Salang yang berada  di Desa UWjung Salang, ulnu
Lekon; . _ ,

5. Kecamaf‘?@n Teupah Selatan yang berada di Desa Ulul Lamayang,
Trans Meranti, Kebun Baru, Pulau Bengkalak, Latiung;

6. Kecamatan Teluk Dalam yang berada di Desa Muara Aman;

7. Kecamatan Alafan yang berada di Desa langi, Lewak, Lamerem,
Serafon, Pulau Alaut Eba; dan ‘

8. Kecamatan Teupah Barat yang berada di Desa Silengas, Angkeo,
Nancala, Salur Lasengalu, Salur Latun, Awe Kecil, Lantik, Pulau
Teupah; .

Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
i meliputi: ' :
a. sistem pembuangan air limbah berupa pengembangan Instalasi
Pengolahan Limbah Terpadu meliputi :
1. Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu, terintergrasi dengan TPA di
Desa Suak Buluh dengan pelayanan di Kecamatan Simeulue
Timur; dan A
2. Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu, direncanakan terintergrasi
dengan TPA di Desa Eabul Makmur dengan pelayanan di
_ Kecamatan Simeulue Barat; _
. b. pemenuhan prasarana septic tank untuk setiap rumah pada’ kawasan
permukiman perkotaan dan perdesaan;

~ C. pengembangan septictank komunal pada kawasan permukiman

:' padat, kumuh dan fasilitas umum; dan ‘

- d. penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah industri, limbah

' medis, bahan berbahaya beracun (B3) secara mandiri pada fasilitas

tertentu’ maupun :secara terpadu, ‘baik on site ‘atau offslte yang
memungkinkan adanya pengurangan, pengolahan dan pemanfaatan
. limbah sebelum masuk ke jaringan air buangan kota. .
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¥ 5 sistem pengembahgan dan peningkatan drainase sebagaimana dimaksud
i pada ayat (1), huruf d meliputi: .,
a. Pengembangan blok drainase, meliputi :

1. blok drainase permukiman perkotaan Sindbang I seluas 83,37 Ha,
meliputi Desa Suak Buluh dan Desa Air Dingin;

2. blok drainase permukiman perkotaan Sinabang I seluas 155,50
Ha, meliputi Desa Ameria Bahagia, Desa . Suka Jaya, Desa Suka
Karya, Desa Sinabang, Suka Maju, Amaiteng Mulia;

3. blok crainase permukiman perkotaan Sibigo scluas 7,88 Ha,
meliputi Desa Malasin dan Desa Batu Ragi;

4. blok drainase permukiman perkotaan Kampung Aic [ seluas 21,00
Ha, meliputi Desa Welangkum, Desa Wel-Wel, dun Kampung Aie;’

b. Sistem saluran terdiri dari penempatan saluran primer (conveyor
f drain), saluran pengumpul sukender dan tersier (collector drain).
{6) Sistem penyediaan jalur dan ruang evakuasi ‘bencana sebagaimana
I dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: j
a. penyediaan jalur evakuasi meliputi: :
1. jalan kolektor primer yang ada di wilayah kdbupaten simeulue;
2. jalan lgkal primer yang ada di wilayah kabupaten simeulue;
3. jalan Jingkungan primer yang tersebar i wilayah kabupaten
Simeulue , meliputi jalan desa Ganting, Kuala Makmur, Linggi,
Lugu, Amaiteng, Suka Karya, Kahad, Awe Kecil, Naibos, Angkeo, -
Silengas, Dihit, Lauke, Lakubang, Bubuhan, Latak Ayah,
E Nasreuhe, Padang Unoi, ujung Salang, Lafakha, Lhok Dalam,
. . Lubuk Baik, Langi, Layabaung, Sembilan, Sinar Bahagia, Sigulai,
' ' Malasin, Sambai, Luan Balu, Tanjung Raya, Suak Lamatan, Alus-
Alus, Batu Ralang, Ulul Mayang, Badegong, Kebun Baru.
b. penyediaan ruang evaknasi bencana meliputi:
1. perbukitan dan lapangan terbuka; dan
2. fasilitas umum dan sosial meliputi:
a) .gedung sekolah;
b) rumah sakit atau gedung kesehatan lainnya;
c) kax;;ggor pemerintah; dan :
d) terminal. ;
Sistem jaringan prasarana kabupaten lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f terdiri atas: :
pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum;
. pengembangan prasarana pendidikan;
pengembangan prasarana keschatan;
pengembangan prasarana perdagangan;
pengembangan prasarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olah
raga atau rekreasi; i ' _
f.  pengembangan prasarana peribadatan;
9. pengembangan prasarana mitigasi bencana tsunami; dan
- h. pengembangan prasarana sistem proteksi kebakaran
'{58') Pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:

a. sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat kabupaten berada
di kawasan perkotaan Sinabang; iy

b. sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat kecamatan berada
di seluruh pusat kecamatan: ;,53
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¢. sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat kemukiman
berada di seluruh pusat mukim; dan :
d. sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat desa berada di
.. seluruh pusat desa. 4
) Pengembangan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) huruf b meliputi: . : ’
a. pengembangan sarana pendidikan sekolah tinggi di Kecamatan
Simeulue Timur; '
b. pengembangan sarana pendidikan setingkat SLTA meliputi Seluruh
~ Kecamatan :
C. pengembangan sarana pendidikan setingkat SLTP meliputi Seluruh
Kecamatan _
d. pengembangan sarana pendidikan setingkat sekolah Dasar berada di
kawasan perkotaan dan perdesaan; dan .
e. pengembangan sarana pendidikan se-tingkat Taman Kanak-Kanak
berada di s¢luruh kecamatan.
10) Pengembangan: prasarana kesehatan sebagaimana'dimaksud pada ayat
(7) huruf ¢ meliputi: -
a. optimalisasi rumah sakit tipe C di Kecamatan Simeulue Timur.
b. pengembangan puskesmas rawat inap meliputi:
1. kawasan perkotaan Teupah Tengah; dan
2. kawasan perkotaan Simeulue Cut.
¢. optimalisasi puskesmas, meliputi:
1, kawdsart perkotaan Simeulue Timur;
2. kawasan perkotaan Simeulue Tengah:;
3. kawasan perkotaan Simeulue Barat;
4. kawasan perkotaan Salang;
5. kawasaz%.perkotaan Teupah Selatan;
6. kawasan perkotaan Teluk Dalam;
7. kawasanperkotaan Alafan; dan
8. kawasan/ perkotaan Teupah Barat;
 d. pengembangan puskesmas pembantu berada di tiap Desa; dan

e. pengembangan polindes dan poskesdes skala pelayanan desa berada
di seluruh desa.

(7) huruf d meliputi: . ‘
a. sarana perdagangan skala kabupaten berada di.kawasan perkotaan
Sinabang; '
b. sarana perdagangan skala beberapa kecamatan meliputi:
1. kawasan perkotaan Kampung Aie; dan
2. kawasan perkotaan Sibigo;
¢. sarana perdagangan skala kecamatan berada di kawasan perkotaan
kecamatan; dan .
d. sarang perdagangan berupa warung dan toko skala- pelayanan
lingkungan berada di kawasan perkotaan dan perdesaan.
2) Pengembangan prasarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olah raga
atau rckreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf ¢ meliputi:
a. tingkat kabupaten berada di kawasan perkotaan Sinabang
b. tingkal kecamatan di kawasan perkotaan tiap Kecnmatan: dan
¢. tingkat lingkungan tersebar di kawasan perkotaan dan pedesaan.
3) Pengembangan prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud paca ayat
(7) huruf [ meliputi: '
a. mesjid kabupaten berada di kawasan perkotaan Sinabang;

b. mesjid.......
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b. mesjid kecamatan berada di kawasan perkotaan pada tiap Kecamatan;
| ¢. tingkat lingkungan berada di kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
“ d. sarana peribadatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.

i 4) Pengembangan prasarana mitigasi bencana tsunami sebagaimana

-dimaksud pada ayat (7) huruf g meliputi:

a. penyediaan pemecah gelombang sejajar pantai;

b. penyediaan tempat-tempat perlindungan pada daerah perkampungan
nelayan atau tempat-tempat prasarana kelautan dan perikanan
kawasan pesisir; ”

¢. menerapkan konstruksi bangunan ramah bencana gempa atau

; relokasi péfifmukiman pada kawasan rawah tsunami tinggi; dan:

3 ~ d. penyediaan jalur evakuasi ke bukit.

0 5) Pengembangan prasarana sistem proteksi kebakaran 'sebagaimana
'; dimaksud pada ayat (7) huruf h meliputi: ‘,

‘&  a penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;

| o b. penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;dan

‘ c. peyediaan sarana penyelamatan dari bencana kebakaran;

BAB VII
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
& Umum

Pasal 22

(1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
_ a. kawasan lindung;
: ‘ b. kawasan budidaya; dan
' c. pola ruang laut.
Rencana pola ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ganun ini.
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Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 23

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) hurul a
terdiri atas: :

3 kawasan hutan-lindung;

b kawasan perlindungan setempat;

kawasan suakalalam, pelestarian alam, dan cagar budaya;

4 kawasan rawan bencana alam; dan
. kawasan lindung geologi.

Paragraf 1
T Kawasan Hutan Lindung

Pasal 24 , ‘
Kewasan hutan lindung sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf a seluas
37.644,42 Ha, meliputi: ‘ ‘ R
1. Kecamatan Simeulue Timur seiuas 8.647,61 Ha berada d1. Desa Air Pinang,
Ujung Tinggi, Kuala Makmur, Sefoyan, Linggi, Lugu, Amaiteng Mulia, Suka

Tt

Karya, Amiria BaHagia, Air Dingin, Suak Buluh;

2. Kecamatan.......

e o e gt T i
PPy -




w

‘Kecamatan Simeulue Tengah seluas 1.716,62 Ha berada di Desa Putra
Jaya, Luan Soréfp,Lambaya dan Sebbe; !

5 Kecamatan Simieulue Barat seluas 14.108,43 Ha berada di Desa
Layabaung, Sembilan, Sigulai dan Miteum;

. Kecamatan Salang seluas 8.553.49 Ha berada di Desa Nasreuhe, Kenangan

Jaya, Lalla BaHagia, Tameng, Jaya Baru, Meunafa, Tamon Jaya, Karya

‘Bakti, Padang Unoi, Mutiara dan Panton Laweh; i

Kecamatan Teupah Selatan seluas 2.922,61 Ha berada di Pulau Lasia dan
Pulau Baby desa Labuhan Bajau;

Kecamatan Teluk -Dalam seluas 6.037,30 Ha berada di Desa Kuala Baru,
Tanjung Raya, Luan Balu, Bulu Hadek dan Kuala Bakti;

Kecamatan Alafan seluas 5.939.69 Ha berada di Desa LafakHa, Lhok

i Dalam, langi, serafon dan Lewak;

Kecamatan Teupah Barat seluas 6.683,43 Ha berada di Desa Leubang
Hulu, Salur Latun, Maudil, Inor, Naibos, Laayon dan Angkeo;

B
4

Kecamatan Simeulue Cut seluas 109,23 Ha berada di. Desa Ujung Padang;
dan

. Kecamatan Teupah Tengah seluas 2.926,01 Ha berada di Desa Abail, Sua-

Sua dan Batu-Batu.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 25

) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

huruf b terdiri atas: :

a. sempadan pantai;

b. sempadan sungai;

c. kawasan sekitar danau; dan

d. ruang terbuka hijau. ' : ,
Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hu ruf a
seluas 1.562,'9 Ha atau daratan sepanjang tepian laut dengan jarak 100

" m dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat meliputi:

a. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 74,58 Ha berada di Desa Putra
Jaya, Luan Sorep, Lambaya, lakubang, Suak Bary, Kampung Aie;

b. Kecamatan Simeulue Barat seluas 243,82 Ha berada di Desa
layabaung, Sembilan, Sinar Bahagia, Sigulai, Lamamek, Batu Ragi,
Malasin, Miteum, Lhok Bikaho, Ujung Harapan, Sanggiran dan Lhok
Makmur; :

c. Kecamatan Salang seluas 281,69 Ha berada di Desa Bunga, Nasreuhe,
Suak Manang, lalla Bahgia, Tameng, Jaya Baru, Meunafa, Tamon Jaya,
Karya Bakti, Padang Unoi, Mutiara, panton Laweh, Along dan Ujung
Salang; ’ g

d. Kecamatan %‘eupah Selatan.seluas 28,12 Ha berada di Desa Labuhan
Bakti; o '

e. Kecamatan, Teluk Dalam seluas 22,64 Ha berada di Desa Sambai,
Luan Balu, Bulu Hadek, Lugu Sekbahak, Gunung Putih, Babussalam
dan Muara Aman, 5

f Kecamatan Alafan seluas 737,42 Ha berada di Desa Lafakha, Lhok
Dalam, Lubuk Baik, langi, Serafon, Lhok Pauh, Lemerem dan Lewak;

g. Kecamatan Teupah Barat seluas 128,23 Ha berada di Desa Bunon dan
Angkeo; dan - - :

“h. Kecamatan.......
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. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 1.716,62 Ha berada di Desa Putra

. Jaya, Luan Sorep,Lambaya dan Sebbe;

Kecamatan Simeulue Barat seluas 14. 108,43 Ha berada di Desa
Layabaung, Sembilan, Sigulai dan Miteum;
Kecamatan Salang seluas 8.553.49 Ha berada di Desa Nasreuhe, Kenangan

Jaya, Lalla BaHagia, Tameng, Jaya Baru, Meunafa, Tamon Jaya, Karya
Bakti, Padang Urioi, Mutiara dan Panton Laweh; 2

. Kecamatan Teupah Selatan seluas 2.922,61 Ha berada di Pulau Lasia dan

Pulau Baby desaiLabuhan Bajau;

. Kecamatan Teluk Dalam seluas 6.037,30 Ha berada di Desa Kuala Baruy,

Tanjung Raya, Luan Balu, Bulu Hadek dan Kuala Bakti;

Kecamatan Alafan seluas 5.939.69 Ha berada di Desa LafakHa, Lhok
Dalam, langi, serafon dan Lewak;

. Kecamatan Teupah Barat seluas 6.683,43 Ha berada di Desa Leubang

Hulu, Salur Latun, Maudil, Inor, Naibos, Laayon dan Angkeo;

+ Kecamatan Simeulue Cut seluas 109,23 Ha berada di Desa Ujung Padang;

dan

. Kecamatan Teupah Tengah seluas 2.926,01 Ha berada di Desa Abail, Sun-

Sua dan Batu-Batu.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 25

Wi
il
.

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dima!%'S'ud dalam Pasal 23

" huruf b terdiri atas:

a. sempadan pantai;

b. sempadan sungai;

¢. kawasan sekitar danau; dan

d. ruang terbuka hijau. ' _
Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
seluas 1.562,99 Ha atau daratan sepanjang tepian laut dengan jarak 100

- m dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat meliputi:

a. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 74,58 Ha berada di Desa Putra
Jaya, Luan Sorep, Lambaya, lakubang, Suak Baru, Kampung Aie;

b. Kecamatan Simeulue Barat seluas 243,82 Ha berada di Desa
layabaung, Seémbilan, Sinar Bahagia, Sigulai, Lamamek, Batu Ragi,
Malasin, Miteum, Lhok Bikaho, Ujung Harapan, Sanggiran dan Lhok
Makmur; )

i« . ¢. Kecamatan Saiang seluas 281,69 Ha berada di Desa Bunga, Nasreuhe,

Suak Manang, lalla Bahgia, Tameng, Jaya Baru, Meunafa, Tamon Jaya,
Karya Balkti, Padang Unoi, Mutiara, panton Laweh, Along dan Ujung
Salang; ~ ’

d. Kecamatan Teupah Selatan.seluas 28,12 Ha berada di Desa Labuhan
Bakti; ’

e. Kecamatan Teluk Dalam seluas 22,64 Ha berada di Desa Sambai,
Luan Balu, Bulu Hadek, Lugu Sekbahak, Gunung Putih, Babussalam
dan Muara Aman; _ 5

f. Kecamatan Alafan seluas 737,42 Ha berada di Desa Lafakha, Lhok
Dalam, Lubuk Baik, langi, Serafon, Lhok Pauh, Lemerem dan Lewak;

g. Kecamatan Teupah Barat seluas 128,23 Ha berada di Desa Bunon dan
Angkeo; dan - : '

 h. Kecamatan.......




h. Kecamatan Simeulue Cut seluas 46,45 Ha berada di Desa Bubuhan,
Latak Ayah dan Borengan. : :

) Sempadan st.yggax sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) hurufl b seluas

1.397,38 Ha di tiap lintasan sungai meliputi :

a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 10,02 Ha berada dj Desa Air Pining,
Kuala Makmur, Ganting, Sefoyan, Linggi, Lugu, Suka Karya, Air Dingzin
dan Kota Batu;

b. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 249,82 Ha herada di Desa Dihi,
Situfu Jaya, Lauke, Putra Jaya, Luan Sorep, Lam haya, lanyang,

- Kampung Aie dan Latj Lik;

¢. Kecamatan Simeulue Barat seluas 236,05 Ha berada d;
Layabaung, Sigulai, Babul Makmur, Amabaan dan Lhok Makmur:

d. Kecamatan Salang seluas 207,98 Ha berada di Desa Kenangan Jaya,

; Ganang Pusako, Suak Manang, lalla Bahagia, Tameng, Tamon Jaya,
Karya bakti, Panton Laweh, Along dan Ujung Salang;

e. Kecamatan Teupah Selatan seluas 78,19 Ha berada di Desa Blang
Sebbel dan Alus-Alus; ‘ . =

f. Kecamatan Teluk Dalam seluas 268,58 Ha berada di Desa Kuala
Baru, Bulu Hadik dan Kuala Bakti; :

- g Kecamatan Q{?lafan seluas 95,43 Ha berada di Desa Lafakha, Serafon,
Lamerem dapn Lewak;

h. Kecamatan Teupah Barat seluas 172,24 Ha berada dj Desa Leubang,
Awe Seubel, Awe Kecil, Salur Latun, Salur, Salur Lasengalu, Maudil,
Inor, Laayon, Angkeo, Bunon dan Silengas; ) _

1. Kecamatan Simeulue Cut seluas 26,47 Ha berada dj Desa Borengan
dan Ujung Padang; dan ,

j» Kecamatan Teupah Tengah seluas 52,60 Ha berada di Desa Nancawa,
Simpang Abail, Lasikin, Sua-Sua, Batu-Batu, Situbuk dan Sita]. ,

Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf o

seluas 75,64 Ha meliputi:

a. Danau Mutiara Laut Tawar di Desa Bulu Hadek Kecamatan Teluk
Dalam scluas,isz%756,95 Ha; ~

b. Danau Laulo Laut Tawar dj Desa Amabaan Kecamatan Simeulue Barat
seluas 169,6 Ha; . S

¢. Danau Tiram#' di Desa Buly hadek Kecamatan Teluk Dalam seluas
18,72 Ha; dan ’ :

d. Danau Luan Boya di Desa Bulu hadek Kecamatan Teluk Dalam seluas
10,45 Ha. ,

ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d

berada di kawasan permukiman perkotaan Kecamatan seluas 30 persen
dari kawasan perkotaan.
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Paragraf 3
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 26

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 huruf ¢ berupa Taman Hutan Raya.

Taman hutan raya (Tahura) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seluas

919,59 Ha meliputi; _ '

a. Kecamatan Sirrfi- ulue Timur seluas 328,07 Ha di Desd Suak Buluh; dan
. Kecamatan Tetjﬁah Selatan seluas 591,52 Ha di Desa Ana’ao,

Paragraf 5.......
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Paragraf 4
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 27

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

huruf d meliputi kawasan bencana rawan banjir rendah.

Kawasan bencana alam rawan banjir rendah sebagaimana dimaksud ayat

1 huruf a seluas 8.696,51 Ha meliputi: '

a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 302,35 Ha meliputi Desa Ganting,
Kuala Makmur, Suka Katya, Suak Buluh, Sinabang; '

b. Kecamatan Simeulue Tengah 426,14 Ha smeliputi Desa Lambaya,
Kampung Aie, Latitik, Lamayang; - ;

¢. Kecamatan Simeulue Barat seluas 2.498 'Ha meliputi Desa Sigulai,
Babul Makmur, Malasin, Miteum dan Amabaan; |

d. Kecamatan Salang seluas 3.207,79 Ha meliputi Desa Bunga,
Nasreuhe, Suak Manang, Ganang Pusako, Tameng, Jaya Baru,
Meunafa, Tamon Jaya, Padang Unoi, Karya Bakti, Mutiara, Panton
Lawe, Along dan Ujung Salang W

e. Kecamatan Alafan seluas 319,83 Ha meliputi desa Langi, Lhok Dalam
Serafon dan Lafaha, '

f. Kecamatan Teupah Barat seluas 442,68 Ha meliputi Desa Sital,
Leubang, Leubang Hulu dan Awe Seubel;

g Kecamatan Simeulue Cut seluas 756,21 Ha meliputi Desa Bubuhan,
Amarabu, Kota Padang, Latak Ayah dan Borengan; dan

h. Kecamagp_.?n Teupah Tengah seluas 743,54 Ha meliputi Desa Busung,

Labuah,# Nancawa, Abail, Lanting, Lasikin, Sua-Sua, Batu-Batuy,
Situbuk ’

Paragraf 5
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 28

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud daldm Pasa] 23 huruf e

meliputi: - ' :

a. kawasan bencana gerakan tanah tinggi;

b. kawasan bencana tsunamij tinggi; dan

c. kawasan bencana gempa bumi tektonik.

Kawasan rawan gerakan tanah tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf a seluas 3.602,57 Ha meliputi: : '

a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 905,44 Ha meliputi Desa Ajr
Pinang, Ujung Tinggi, Kuala Makmur;

b. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 4,05 Ha diiesa Dihit,

¢. Kecamatan Teluk Dalam seluas 1.223,45 |y ° meliputi Desn laan
Balu, Tanjiing Raya, Kuala Baru; :

‘

=

d. KecamatagiTeupah Barat seluas 1.469,63 Hi, ‘meliputi Desa Liviyon,
Naibos, Inor, Salur Latun; dan

Kawasan rawan tsunami tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurul b seluas 22.195 42 Ha meliputi:

a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 2.972 Ha meliputi Desy Ujung

Tinggi, Kuala Makmur, Ganting, Sefoyan, Linggi, Luguy, Amaiteng
Mulia Suka Karya, Suka Maju, Sinabang, Suka Jaya, Ameria Bahagia,
Air Dingin;




5 b. Kecamatan S1meulue Tengah seluas 2 446,15 Ha me11put1 Desa Lauke,
s Luan Sorep, Lambaya, Laure’e, Suak Baru, Lakubang,Kampung Aie ,
; Wellangkum;’
c. Kecamatan Simeulue Barat seluas 5. 326,48 Ha meliputi Dcsa
A Layabaung, Sembilan, Sinar Bahagia, Slgulau lamamek Batu Ragi,
i Miteum, Ba;bul Makmur dan Amabaan ;
#.  d. Kecamatan' Salang seluas 3.601,66 Ha mehput1 Desa Bunga,
'1 Nasreuhe, Lalla Bahagia, Tameng, Jaya baru, Tamon Jaya, Karya
i Bakti, Mutiara, Panton Laweh, Along, Ujung Salang ;
{ e. Kecamatan Teupah Selatan seluas 3.150,66 Ha meliputi Desa
; Labuhan Bajau, Labuhan Bakti, Pasir Tinggi, Latiung, Badegong, Ulul
} Mayang, Batu Ralang, Alus Alus, Sineubuk, Blang Sebbel, Anaao,
i Lataling, Pulau Bengkalak;
§ f. Kecamatan Teluk Dalam seluas 2.227,23 Ha rnchputl Desa Tanjung
i Raya, Luan Balu, Bulu Hadik, Kuala Bakti dan Gunung Putih;
; Kecamatan Alafan seluas 2.185,91 Ha meiputi Desa Lhok Dalam,
Lubuk Baik, Langi, Lhok Pauh, Lamerem dan Lewak;.
‘h. KecamatanTeupah Barat seluas 1.118,70 Ha meliputi Desa Bunon,
Inor, Salur,, Leubang dan Sital;
KecamataniTeupah Tengah seluas 1.369,61 Ha mehputl Desa Busung,
Kahad, Lasikin, Simpang Abail, Sua-Sua, Batu-Batu, Situbuk, Lating,
Abail Labuah dan Nancawa ;dan 4
j. Kecamatan Simeulue Cut seluas 946,73 Ha meliputi Desa Bubuhan,
Kuta Indng, Ujung Padang.
{4} Kawasan rawan gempa bumi tektonik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ meliputi seluruh wilayah Kabupaten Simeulue.

m
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Bagian Ketiga
Rencana Kawasan Budidaya

Pasal 29

Kawasan budidaya Kabupaten sebagaimana dimaksud (]dl{llTl Pasal 22 ayat (1)

huruf b terdiri atas:

a. kawasan peruntukan hutan produksi;

b. kawasan pcruntukan hutan rakyat;

¢. kawasan perunttj‘kan pertanian;

& 1 kawasan perunm“kan perikanan;

@ . kawasan peruntukan pertambangan;

f. kawasan peruntukan industri;
kawasan peruntukan pariwisata;

h. kawasan peruntukan permukiman; dan

L. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produhsi

X Pasal 30

1) Hutan produksiié'g’sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf a seluas
'®  23.901,20 Ha meliputi:
‘ a. Kecamatan ° Simeulue Timur seluas 506,90 Ha berada di Desa
Nancawa dan Suak Buluh;

b. Kecamatan.......
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Kecamatan Simeulue Tengah seluas 875,97 Ha berada dj Desa Putra
Jaya, Luan Sorep, Lambaya, Sebbe, Latitik, Lamayang;

Kecamatan Simeulue Barat seluas 14.870,02 Ha berada di Desa
Sigulai, Malasin, Miteum, Amabaan, Lhok Bikaho, Ujung Harapan,
Sanggiran dan Lhok Makmur;. '

Kecamatan Salang seluas 216,46 Ha berada di Desa Nasreuhe;
Kecamatan Teupah Selatan seluas 2.559,51 Ha berada di Desa
Latiung, Kebun Baru, Ulul Mayang, Batu Ralang, Alus-Alus dan Suak.
Lamatan; . o

Kecamatan Teluk Dalam seluas 3.382,52 Ha berada di Desa Bulu
Hadek, Kuala Bakti, Lugu SekbaHak dan Muara Aman;

Kecamatan Alafan seluas 161,59 Ha berada di Desa Lewak;
Kecamatan. Simeulue Cut seluas 604,79 Ha berada di Desa Sibuluh
dan Ujung Padang; dan '

Kecamatan Teupah Tengah seluas 723,44 Ha berada di Desa
Nancawa.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 31

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 humf' b
seluas 10.811,21 Ha meliputi: ’

Kecamatan Simeulue Timur seluas 347,15 Ha berada di Desa Air
Dingin, Kota Batu dan Suak Buluh; '

Kecamatan Simeulue Tengah seluas 954,59 Ha, berada di desa Dihit,
Putra Jaya, Luan Sorep, Lambaya, Latitik, Lamadyang; o
Kecamataii Simeulue Barat seluas 3.293,65 Ha berada di Desa Lhok -
Makmur, #Amabaan, Miteum, Babul Makmur, Sigulai, Sinar Bahagia
dan Sembilan; ‘
Kecamatan Salang seluas 593,27 Ha berada. di desa Nasreuhe,
Kenangan Jaya, Lalla Bahagia, Tameng, Jaya Baru, Meunafa, Tamon
Jaya; ' i o
Ke:éamatan Teupah Selatan seluas 829,88 Ha berada di Desa Blang

- Sebel, Labuhan Bakti, Labuhan Bajau, Labuhan Jaya, Pasir Tinggi,

Batu Ralang, Alus-Alus, dan Sineubuk:

Kecamatan Teluk Dalam seluas 1.143,21 Ha berada di Desa Muara
Aman , Lugu Sekbahak dan Bulu Hadek; .

Kecamatan Alafan seluas 1.420,06 Ha berada di Desa Lafakha, Lubuk
Baik, Langi, Serafon, Lamerem, Lewak; :
Kecamatan' Teupah Barat seluas 1.403,29 Ha berada di Desa Leubang
Hulu, Awe Seubel, Lantik Awe Kecil, Salur Latun, Maudil, Inor,
Naibos, Laayon, Angkeo, Bunon, Silengas; :

Kecamatan Simeulue Cut seluas 328,13 Ha berada di desa Sibuluh
dan Ujung Padang; dan '

. Kecamatan Teupah Tengah seluas 497,98 Ha berada di Desa Labuah,

Abail, Sua-Sua, Batu-Batu, Situbuk dan Nancawa.
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Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 32
Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksuc dalam Pusal 29
bhuruf ¢ terdiri atas: ‘ : '
a. tanaman pangan:
b. perkebunan;
C. peternakan; _ :
Tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
atas: : :
a. pertanian lahan basah;

pertanian lahan kering; dan

C. pertanian hortikultura;
Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (2)
poin a meliputi: '

8. sawah beririgasi yang merupakan sawah lahan pertanian pangan

berkelanjutan (LP2B);
b. sawah tadah hujan; - :
Sawah beririgasi yang merupakan sawah berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada pasal 32 ayat (3) poin a seluas 4.764,53 Ha, meliputi:
a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 256,56 Ha berada di Desa Ganting,

o ik

r Pinang, Kota Batu, dan Kuala Makmur;

b. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 712,48 Ha berada di Desa Latitik,
‘Lauke, Luan Sorep, Putra Jaya, Sebbeh dan Sereta; .

¢. Kecamatan Simeulue Barat seluas 665,50 Ha berada di Desa Lamamek,
Sembilan, Sigulai, Babul] Makmur, Amabaan, «layabaung, Miteum,
Sanggiran, dan Sembilan; . | -‘ .

d. Kecamatan Salang seluas 789,37 Ha berada di Desa Panton Laweh,
Along, Meunafah, Tameng dan Ujung Salang;

¢. Kecamatan Teupah Selatan seluas 595,28 Ha berada di Desa Suak

Moudil, Inor, Naibos dan Silengas;

i. Kecamatan Simeulue Cut seluas 377,93 berada di Desa Bubuhan dan
Amarabu; Sibuluh dan Ujung Padang; :

j. Kecamatan Teupah Tengah seluas 339,05 Ha berada dj Desa Nancawa,
Batu-Batu, Mata Nurung, Situbuk dan Sua-Sua;

Sawah tadah hujan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (3) poin b

seluas 3.610,67 Ha meliputi;

a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 34,70 Ha berada dj Desa Ujung
Tinggi, Kuala Makmur, Ganting, Sefoyan, Linggi, Suka Karya, Air
Dingin, Kota Batu Suak Buluh, Lugu; »

b. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 247,70 Ha berada dj Desa Dihit,
Situfa Jaya, Lambaya, Lakubang, Laure’e, SuakB_a}ru, Kota Baru dan
Kampung Aje; 54
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c. Kecamatan Simeulue Barat seluas 822,21 Ha berada dj Desa
Layabaung, Sigulai, Lamamek, Baty Ragi, Miteum, Amabaan dan Lhok
Makmur;

d. Kecamatan Salang seluas 725,61 Ha berada dj Desa Bunga, Nasreuhe,
Kenangan Jaya, Ganang Pusako, Lalla Bahagia, Tameng, Jaya Bar,
Meunafa, Tamon J aya, Karya Bakti, Padang Unoi dan Ujung Salang;

e. Kecamatan Teupah Selatan seluas 341,77 Ha berada di Desa Pulau
Bengkalak, Ana’ao, Blang Sebel, Labuhan Bakti, Labuhan Bajau
Labuhan Jaya dan Pasir Tinggi, Sineubuk, Alus-Alus;

f. Kecamatan Teluk Dalam seluas 102,10 Ha berada di Desa Tanjung
Raya, Luan Balu, Gunung Putih dan Muara Aman; ’

8. Kecamatan Alafan seluas 447,21 Ha berada di Desa Lafakha, Lamerem,
Langi, Lewak, Lhok Dalam, Lhok Pauh, Lubuk bail; dan Serafon;

h. Kecamatan Teupah Barat seluas 391,26 Ha berada dj Desa Leubang,

|
o

Leubang Hulu, Awe Seubel, Nancals, Inor, Lasyon, Angkeo, Bunon dan
Silengas; i g

i Kecamatan, Simeulue Cut seluas 48,03 Ha berada di Desa Borengan
dan Latak Ayah; dan '

j. Kecamatan Teupah Tengah seluas 450,08 Ha berada dj Desa Labuah,

Abail, Simpang Abail, Lanting, Lasikin, Sua-Sua dan Batu-Batu, Kahad;
Pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (2)
poin b seluas 4.479,71 Ha meliputi; '

a. Kecamatan - Simeulue Timur seluas 854,66 Ha berada di Desa Suak
Buluh, Kota Batu, Air Dingin, Amiria Bahagia, Suka Karya Amaiteng
Mulia, Lugu, Linggi, Sefoyan, Ganting, Kuala Makmur dan Air Pinang;

b. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 358,97 Ha berada di Desa Dihit,
Situfa Jaya,é Lauke, Putra Jaya, Luan Sorep, Lambaya, Sebbe,
Lakubang, Suak Baru, Laure’e, Kota Baru, Lamayang, Kampung Aie,
Wel-Wel, Wellangkum; E :

c¢. Kecamatan %@peulue Barat seluas 867,20 Ha berada di Desa Lhok
Makmur, Sanggiran, Ujung Harapan, Amabaan, Lhok Bikaho, Babul
Makmur, Miteum, Malasin, Batu Ragi, Lamamek, Sigulai, Sinar
Bahagia, Sembilan, Layabaung; ‘ '

d. Kecamatan Salang seluas 494,49 Ha berada dj Desa Burnga, Nasreuhe,
Kenangan Jaya, Ganang Pusako, Suak Manang, Lalla Bahagia, Tameng,
Jaya Baruy, Meunafa, Tamon Jaya, Karya Bakti, Padang Unoi, Mutiara,
Panton Laweh, Ujung Salang; '

e. Kecamatan Teupah Sclatan seluas 469,36 Ha berada di Desa Pulau
Bengkalak, Lataling, Ana’ao, Blang Sebel, Labuhan Bakti, Labuhan

Bajau, Labuhan Jaya, Pasir Tinggi, Alus-Alus, Suak Lamatan,
Sineubuk:; .

f. Kecamutnn Teluk Dalam seluas 239,95 Ha berada i Desa Kuala Baru,
Tanjungz Raya, Luan Balu, Kuala Bakti, Buly Hadil;, Lugu Sekhuhnk,

Gunung Putih, Babussalam dan Muara Aman;

g Kecamatan Alafan seluas 498,08 Ha berada d; Desa Lafakha, Lhok
Dalam, Lhok Pauh, Lubuk Baik, Langi, Serafon, Lamerem, Lewak

h. Kecamatan Te;_v_%gpah Barat seluas 221,09 Ha berada di Desa Sital,
Leubang, Leui)r‘éang Hulu, Awe Seubel, Lantik, ‘Awe Kecil, Salur
Lasengalu, Saliir latun, Salur, Nancala, Maudil, Inor, Naibos, laayon,
Angkeo, Bunon, Silengas; -

i. Kecamatan Simeulue Cut seluas 212,32 Ha berada.di Desa Bubuhan,

Kuta Inang, Amarabu, Kuta Padang, Sibuluh, ,Borengan, Ujung
Padang; dan ' a

j. Kecamatan.......
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J. Kecamatan Teupah Tengah seluas 263,59 Ha berada di Desa Labuah,
Abail, Simpang Abail, Lanting, Lasikin, Matanurung, Busung, Sua-Sua
Batu-Batu, dan Situbuk."

{7) Hortikultura sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (2) poin ¢ seluas

|

.
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228,06 Ha meliputi:

a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 8,24 Ha berada di Desa Kota Batu;

b. Kecamatan Simeulue Tengah . seluas 21,49 ;Ha berada di Desa
Lamayang; "

¢. Kecamatan;Simeulue Barat seluas 16,99 Ha berada di Desa Amabaan,
Malasin, Sigulai; " :

d. Kecamatan™ Teupah Selatan seluas 46,75 Ha berada di Desa Suak
Lamatan, Ulul Mayang, Kebun Baru, Badegong, Latiung;

e. Kecamatan Teluk Dalam seluas 6,33 Ha berada di Désa Sambai;

f. Kecamatan Alafan seluas 48,82 Ha berada di Desa Serafon dan Lewak;

g. Kecamatan Teupah Barat seluas 67 ;98 Ha berada di Desa Leubang
Hulu; dan

h. Kecamatan Teupah Tengah seluas 11,46 Ha berada dj Desa Nancawa.

Perkebunan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) poin b terdiri

atas:

a. perkebunan besar

b. perkebunan rakyat;

Perkebunan besar sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (7) poin a

seluas 5.809,45 Ha meliputi; -

a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 73,17 Ha berada di Desa Suak
Buluh; - '

b. Kecamatan Teupah Selatan seluas 2095,98 Ha beradn di Desa Ann'o,
Blang Seubel, Ulul Mayang, Latiung, Suak Lama Lan, Batu Ralang, Alus-
Alus dan Labuhan Bakli;

¢. Kecamatan Teluk Dalam seluas 3.423,61 Ha berncla i Desn Tanjung
Rayn, Luan Balu, Gunung Putih dan Muara Aman;

d. Kecamatan Teupah Barat seluas 208,82 Ha berada i Desa Naibos; dan

€. Kecamatan Teupah Tengah seluas 7,87 Ha berada di Desa Nancawa,

10
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Perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat 7 poin b

seluas 54.578,04 Ha meliputi; - A

a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 4.708,83 Ha berada di Desa Suak
Buluh, Air Dingin, Kota Batu, Amiria Bahagia, Suka Jaya, Suka Karya,
Amaiteng Mulia, Lugu, Linggi, Seféyan, Ganting, Kuala Makmur, Ujung
Tinggi, Air Pinang; '

" b. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 4.888,67 Ha Bérada di Desa Dihit,

Situfa. Jaya, , Lauke, Putra Jaya, Luan Sorep, Lambaya, Sebbe,
Lakubang, Suak Baru, Laure’e, Latitik, Kota! Baru, Lamayang,
Kampung Aiej Kota Baru, Wel-Wel, Wellangkum, '

c. Kecamatan Simeulue Barat seluas 7.653,61 Ha berada di Desa Laya
Baung, Sembilan, Sinar Bahagia, Sigulai, Lamamek, Babul Makmur,
Batu Ragi, Malasin, Miteum, Amabaan, Lhok Bikhao, Ujung Harapan,
Sanggiran, Lhok Makmur;

d. Kecamatan Salang seluas 6.441,35 Ha berada di Desa Bunga,
Nasreuhe, Suak Manang, Ganang Pusako, Lalla Bahagia, Tameng, Jaya
Baru, Meunafa, Tamon Jaya, Karya Bakti, Padang Unoi, Mutiara,
Panton Laweh, Along, Ujung Salang; -

e. Kecamatan Teupah Selatan seluas 6.970,32 Ha berada di Desa Pulau .
Bengkalak, Lataling, Ana’ao, Blang Sebel, Labuhan Bakti, Labuhan
Bajau, Labuhan Jaya, Pasir Tinggi, Latiung, Badegong, Kebun Baru,
Ulul Mayang, Batu Ralang, Alus-Alus, Suak Lamatan, Senebuk;
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- f Kecamatag; Teluk Dalam seluas 5.944,75 Ha berada di Desa Kuala
s A Baru, Tanjung Raya, Luan Balu, Sambay, Bulu Hadik, Kuala Bakti,
. Lugu Sekbahak, Gunung Putih, Babussalam, Muara Aman;
g. kecamatan Alafan seluas 8.094,97 Ha berada di Desa Lafakha, Lhok
Dalam, Lubuk Baik, Langi, Serafon, Lhok Pauh, Lamerem dan Lewak;
‘h. Kecamatan Teupah Barat seluas 4.766,15 Ha:berada dj Desa Sital,
Leubang, Leubang Hulu, Awe Seubel, Lantik, Awe Kecil, Salur, Salur
Lasengalu, Salur Latun, Nancala, Maudil, Inor, Naibos, Angkeo, Laayon,
Bunon, Silengas: a
i. Kecamatan Simeulue Cut seluas 2,068,20 Ha berada dj Desa Bubuhan,
Kuta lnang, Kuta Padang, Latak Ayah, Borengan, Amarabu, Sibuluh,
Ujung Padang, dan
j. Kecamata.n_js’r‘eupah Tengah seluas 3.041,19 Ha berada di Desa Labuah,
Abail, Simpang Abail, Lanting, Lasikin, Busung, Matanurung, Suit-Sua,
Batu-Batu dan Situbuk;
1) Peternakan s bagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) poin ¢ sehias
3.887,78 Hua meliputi:
a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 300 Ha beradzi i Desa Linggi, Kuala
Makmur, Air Pinang, Lugu; :
b. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 194,28 Ha Dberada d; Desa
Lamayang, Latitik, Lauke, Dihit, Lambaya, Sebbe; '
c. Kecamatan Simeulue Barat seluas 950 Ha berada dj desa Laya Baung,
Sigulai, Babul Makmur, Amabaan, Lhok Makmur, '
d. Kecamatan Salang seluas, 570 Ha berada di Desa Tameng, Jaya Bary,
Karya Bakti, Ujung Padang, Along, Padang Unoi, ,Nasreuhe, Bunga;
¢. Kecamatan Teupah Selatan seluas 370 Ha berada di Desa Latiung,
Suak Lamatan, Alus-Alus, Lataling;
f. Kecamatan Teluk Dalam seluas 256,5 Ha berada dj Desa Kuala Bakti,
é : Lugu Sekbahak, Muara Aman, Babusalam, Buly Hadik; .
( - 8 Kecamatan Alafan seluas 450 Ha berada di Desa Lafakha, Serafon,
Lewak, Lubuk Baik, Lhok Dalam; b
h. Kecamatan Teupah Barat seluas 150 Ha berada di desa Maudil,
Laayon, Inor;iLeubang Hulu, Salur Latun, Silengas; ‘
1. Kecamatan Simeulue Cut seluas 150 Ha berada di Desa Sibuluh, Ujung

©

J Kecamatan Teupah Tengah 497 Ha berada di desa Labuah, Abail,
Simpang Abail, Nancawa; . ‘

. | Paragraf 4
’ Kawasan Peruntukan Perikanan

1

Pasal 33

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
¥  hurufd seluas 354.755 Ha meliputi:
a. perikanan tangkap; dan
® b. budidaya perikanan; ,
2) Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada
" pada perairan danau seluas 238,01 Ha. Meliputi: '
- a. Kecamatan ‘Simeulue Barat seluas 84,19 Ha. Di danau Laulo laut
tawar Desa Amabaan;
b. Kecamatan Teluk Dalam seluas 95,69 Ha. Di danau Mutiara laut
tawar, danau Luan Boya, danau Tirama Desa Bulu Hade;
¢. Kecamatan Alafan seluas 58,13 Ha. Di dansu Laulo laut tawar Desa

\ Serafon. (3). Budidaya.......
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3] Budidayn perikanan schagaimana dimaksud paca ayat. (1) hurul b

meliputi;
a. budidaya air tawar kolam seluas 118 Ha meliputi :
L. Kecamatan Simeulue Timur seluas 10 Ha berada di desa Ganting,
Ujung Tinggi, Air Dingin; . .
2. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 10 Ha' dj Desa Lauke, Putra
Jaya, Lakubang, Suak Baru, dan Kampung Aie;
3. Kecamdtan Simeulue Barat seluas 30 Ha di Desa Layabaung,
Amabaan, Sigulai, Batu Ragi, Sembilan;
4. Kecamatan Salang seluas 5 Ha dj Desa -Panton Lawe, Lalla
Bahagia, Bunga, Tameng, Meunafa, Jaya Baru;
5. Kecamatan Teupah Selatan seluas 15 Ha di Desa Labuhan Bakti,
Ana’ao, Latiung, Alus-Alus, Pulau Bengkalak;
Kecamatan Teluk Dalam seluas 25 Ha berada di desa Muara
Aman, Kuala Bakti, Bulu Hadek, Sambai;
Kecamatan Alafan seluas 5 Ha di Desa Lhok Dalam, Serafon, Lhok
Pauh, Lubuk Baik; . '
Kecamatan Teupah Barat seluas 10 Ha dj Desa Silengas, Salur,
Kecamatan Simeulue Cut seluas 3 Ha di Desa Latak Ayah, Kuta
Padang, Sibuluh; dan :
10. Kecamatan Teupah Tengah seluas 5 Ha di Desa Matanurung,
Kahad, Labuah.
b. budidaya air payau seluas 38 Ha meliputi : 5
1. Kecamatan Simeulue Timur seluas 9,46 Ha berada di desa
SefoyanjiLinggi, Lugu;

m
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2. Kecamatan Simeulue Barat seluas 4,97 Ha di Desa Layabaung,
Lamamek;

3. Kecamatan Teupah Selatan seluas 5,05 Ha di desa Latiung; - .

4. Kecamatan Teluk Dalam seluas 10,07 Ha berada di desa Muara
Aman, Luan Balu, Babussalam, Bulu Hadek dan Sambai;

S. Kecamatan Teupah Barat seluas 4,96 Ha berada di desa Angkeo,
Nancala, Silengas; dan

6. Kecamatan Simeulue Cut seluas 2,04 Ha berada di desa Borengan.

L® N o

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 34

i
h,

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 29 huruf e meliputi;

a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam:;

b. Kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam;

¢. Kawasan peruntukan pertambangan mineral batuan; dan

d. Kawasan peruntukan pertambangan mineral radio aktif.

¢. Kawasan peruntukan pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh Kecamatan
Kawasan peruntukan pertambangan non logam scbagaimana dimnksud
pada ayat (1) hurufl b tersebar di seluruh Kecamatan: - B
Kawasan peruntukan  pertambangan mineral batuan sebhagaimnna
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ tersebar meliputi :

a. Kawasan,......
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kecamatan

b.Kawasan  peruntukan pertambangan kontruksi
pertambangan pasir dan batu seluas 469,16 Ha. Meliputi:

1) Kecamatan Simeulue Timur seluas 351, 32 Ha berada di desa Kuala
Makmur dan desa Kota Batu; ' '

2) Kecamatan Simeulue Tengah seluas 34,74 Ha berada di Desa Luan
Sorep;

3) Kecamatan Salan
dan

4) Kecamatan Teluk Dalam seluas 55,95 Ha dj desa Kuala Baru.

o) Kawasan peruntukan pertambangan Radio Aktif sebagaimana dimaksud

'~ pada ayat (1) huruf d tersebar dj seluruh Kecamatarn

6) Kawasan peruntukan pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana -

dimaksud pad%:ayat (1) huruf e tersebar di seluruh Kecamatan.

a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral batuan tersebar di seluruh

merupakan

g seluas 27,14 Ha berada d1 desa Kenangan Jaya;

Paragfaf' 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 35

1) peruntukan industri menengah (kawasan ekonomi khusus
- Kecamatan Simeulue Tengah seluas 98,13 Ha dan di
Kecamatan Teluk Dalam seluas 2,24 Ha; 5 _

Industri Pengolahan Kelapa Sawit yang terintegrasi dengan perkebunan dj
Desa Blang Seubel Kecamatan Teupah Selatan dan desa Luan .Balu
‘kecamatan Telizk Dalam; dan

Industri kecil dan industri rumah
permukiman di seluruh kecamatan,

) di Desa Lauke
Desa Bulu Hadek

tangga terintegrasi dengan kawasan

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 36

Kawasan peruntukan pariwis

-~ huruf g terdiri atas:

a. Kawasan wisata sejarah;

b. Kawasan wisata alam; '

¢. Kawasan wisata bahari;

d. Kawasan wisata minat khusus; : , ,

Kawasan wisata sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

seluas 0,15 Ha. Meliputi:

a. Makam Tengku Diujung di Desa Latak A

b. Makam Bakudo Batu di Des

¢. Bungker Korok-korok Jepan

Kawasan wisata alam sebagai

meliputi:

a. Danau Laut Tawar Muti
Kecamatan Teluk Dalam;

ata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

_ yah Kecamatan Simeulue Cut;
a Salur Kecamatan Tepah Barat:dan

g tersebar diseluruh wilayah Kecamatan.
mana dimaksud pada ayat (1) huruf b

ara seluas 54,58 Ha dj Qésa Buluh Hadek

b. Danan.......
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Danau Laulo Mutiara seluas 142 75 Ha di Desa Ambaan dan d1 Desa
Serafon Kecamatan Simeulue Barat;

Pulau Baby seluas 2.628,08 Ha di Desa Labuhan Bajau Kecamatan
Teupah Selatan;

Pulau Lasia - seluas 636,71 Ha di Desa Labuhan Bajau Kecamatan
Teupah Selatan;

Pulau Penyu seluas 6.21 Ha di Desa Malasin Kecarnatan Simeulue
Barat;

Pulau Mmcau seluas 104,68 Ha d1 Desa Pulau ’I‘eupah Kecamatan
Teupah Bar 1t;

Pulau Harapan seluas 5,52 Ha di Desa UJung Salang Kecamatan
Salang; ' '
Pulau Langgeni seluas 39,34 Ha di Desa Gunung Putih Kecamatan
Teluk Dalam;

Pulau Baba seluas 17,10 Ha di Desa Bulu Hadek Kecamatan Teluk
Dalam,;

Pulau nggam seluas 25 Ha di desa Nasreuhe Kecarnatan Salang,

Air Terjun Hulu Leubang di desa Leubang Hulu Kecamatan Teupah
Barat;

Air Terjun Putra Jaya di desa Putra Jaya Kecamatan Simeulue
Tengah;

. Air Terjun Janjung Raya di desa Tanjung Raya Kecamatan Teluk

- Dalam;

Kawasan wxsata bahari sebagaimana dimaksud pncla ayat (1) huruf ¢

meliputi: '

a. Pantai Dusung Indah seluas 23,31 Ha di Desa Busung l(vcmnnmn
Teupah Tengah; :

b. Pantai Ganting seluas 3,26 Ha di Desa Ganting K( camatan Simeculue
Timur;

c. Pantai Babang seluas 41,38 Ha di Desa Kota Batu chamutun
Simeulue Timur;

d. Pantai Naibos 0,37 Ha di Desa Naibos Kecamatan Teupah Barat;

e. Pantai Matanurung seluas 18,66 Ha di Desa Matanurung Kecamatan
Teupah Tengah;

f. Pantai Maudil seluas 3,65 Ha di Desa Maud11 Kecamatan Teupah
Barat;

g. Objek wisata Sibigo di Desa be1go Kecamatan Slmeuluc Barat;

h. Objek wisata -Sinabang di Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue
Timur;

i, Objek wisata Kunggung di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang;

j. Objek wxsata,gpanta.t Angkeo di Desa Angkeo Kecamatan Teupah Barat;

k. Objek wisatd: pantai Silengas di Desa Silengas ‘Kecamatan Teupah

Barat; W
Objek wisata pantai Labuhan Bakti di Desa Labuhan Baktl Kecamatan
Teupah Selatan;

Objek wisata pantai Latak Ayah di Desa Latak . Ayah Kecamatan
Simeulue Cut;

Objek wisata pantai Salur di Desa Salur Kecamatan Teupah Barat;
Objek wisata pantai Inor di Desa Inor Kecamatan Teupah Barat; dan
Objek wisata Water Park Busung Indah Beach di Desa Busung
Kecamatan Teupah Tengah;

Objek wisata pantai Bidadari desa Lalla;

Objek wisata pantai Kahad, ’

Objek wlsatawpa.nta.t Nancala;
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(§) Kawasan wisata khusus atau minat sebagaimana’dimaksud pada ayat (1)
huruf d meliputi: y |

a. Wisata Surfing meliputi perairan Pantai 'Matanurung di Desa
Matanuring Kecamatan Teupah Tengah, Pantai Maudil di Desa
Maudil Kecamatan Teupah Barat, Pantai Nancala , P. Batu Berlayar
dan Pantai Alus-alus di Desa Alus-alus Kecamatan Teupah Selatan;

b. Wisata diving meliputi sekitar terumbu karang:Pantai Babang di Desa
Kota. Batu Kecamatan Simeulue Timur, Pulau. Simanaha, Pulau
Simeulue Cut; - .

c. Event Simeulue dragon boat festival yang dilaksanakan sekitar Teluk
Sinabang di Desa Suka Jaya Kecamatan Simeuluc Timur;

d. wisatn Spot Fishing (Mancing ?M'a;nia._.)';.;Tlnclfiplgl,i perairan Pulau Baby
dan Lasin Kecamatan, Teupah Selatan, - dan ‘persiran Palau-Simannha
di Desa Sinabang KecamatanSimeulue Timur;

Paragfzif 8
Kawasan Peruntukan Permukiman

n
R
13

Pasal 37

1) Kawasan peruntukan, permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal .

~ 2%hurulh terdiri atas:. o

a. kawasan permukiman perkotaan; dan -

b. kawasan permukiman perdesaan; S :

Kawasan pérmukiman perkotaan sebagdimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a seluas738,32 Ha meliputi: T

a. pemukiman perkotaarn Sinabang seluas 681,24 Ha meliputi Desa
Suak Buluh, Desa Air Dingin, Desa Ameria Bahagia, Desa Suka Jaya,
Desa Sinabang, Desa Suka Karya, Desa Suka.Maju, Desa Amaiteng
Mulia, Desa Lugu, Desa Linggi; S

b, pemukiman perkotdan Kampung Aie seluas 34,50 Ha meliputi Desa
Kampung Aie, dan Wgl-wel; S -

C pcmukima_;% perkotaan . Sibigo seluas 22,45 Ha meliputi Desa Malasin,

Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b seluas 1.070,58 Ha bérada'di seluruh kecamatan.
. _ ‘Paxja'graf 9
. Kawasan Peruntukan Lainnya

"~ Pasal 38 :

Kawasan - peruntuké._h‘%l nnya seba; v
huruf i meliputi. -~ % .

i
d

ia, meliputi ;..

Kodim) QL15, ‘berada di Desa Amaiteng
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%% b) Komando Rayon Militer (Koramil 02) Simeulue Tengah di Desn
L ' Kampung Aie Kecamatan Simeulue Tengah; '
‘;j | ¢) Komando Rayon Militer (Koramil 03) Teupah Seclatan di Desa

Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan;

o

i d) Komando Rayon Militer (Koramil 04) Salang di Desa Nasreuhe
- Kecamatan Salang; ) A

- e) Komando Rayon Militer (Koramil 05) Simeulue Barat di Desa
3 ;ﬂ% Malasin Kecamatan Simeulue Barat:

f) Koméndo Rayon Militer (Koramil 06) Teluk Dalam di Dcsa Kuala

Bakti Kecamatan Teluk Dalam;
g) Komando Rayon Militer (Koramil 07) Teupah Barat di Desa Salur ‘
Kecamatan Teupah Barat; .
h) Komando Rayon Militer (Koramil 08) Alafan di Desa Langi .
1 - Kecamatan Alafan; ' '
- i) Pengembangan Komando Rayon Militer {(Koramil) Simeulue Cut .
135 ,@i di Desa Kuta Padang Kecamatan Simeulue Cut;dan :
- j) Pengembangan Komando Rayon Militer (Koramil) Teupah
b %‘ - Tengah di Desa Simpang Lanting Kecamatan Teupah tengah;
? 3. Pengembangan Kompi Senapan di Desa Nancawa Kecamatan -
: Teupah Tengah; S
4. Unit Intel Kodim 0115 di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue
Timur; " 4
S. Pangkalan TNI AL . Kabupaten Simeulue sebagai kawasan
pangkalan TNI Angkatan Laut di Desa Lugu 'Kecamatan Simeulue
Timur; ‘ '
6. Pengembangan Pos Angkatan Laut meliputi:
a) Pos TNI AL Alafan di Desa Langi Kecamatan Alafan;
b) Pos TNI AL Teupah Selatandi Desa Labuhan Bajau Kecamatan
Teupah Selatan; ' S .
c) Pos TNI AL Simeulue Tengah di Desa Kampung Aie Kecamatan
| Simeulue Tengah; dan : '
d) Pos TNI AL Selaut di Pulau Selaut Besar.,
- b. Kawasan Kepolisian Republik Indonesia, meliputi :
'I 1. Kepolisian Resort (Polres) Simeulue berada di Desa Suak Buluh
Kecamatan Simeulue Timur; . .
2. Kepolisian Sektor (Polsek) berada di setiap Kecamatan meliputi :
a) Kepolisian Sektor (polsek) Teupah Selatan dj Desa Labuhan
Bakti Kecamatan Teupah Selatan; -
b} Kepolisian Sektor (polsek) Simeulue Timur di‘Desa Suka Karya
~ Kecamatan Simeulue Timur; - . e , :
5 c) Kepolisian Sektor (polsek) Teupah 'Barat di Desa Salur
. Kecamatan Teupah Barat; S
[ d) Kepolisian Sektor (polsek) Simeulue Te gah di Desa Kampung
Aie Kecamatan Simeulue Tengah;
¢) Kepolisian Sektor (polsek) Teluk Dalam di Desa Luan Balu
| ' Kecamatan Teluk Dalam; :
i ) Kepolisian Sektor (polsek) Salang di Desa Nasreuhe Kecamntan
% Salang; S TR '
! 2) - Kepolisian  Scktor (polsek) Simeulue Barat di Desa Malasin
: Keenmatan Simeulue Barat; - o
1 h) Kepolisian Sektor (polsek) Alafan di Desa Langi Kecamatan |
I Alafan; - o a
ﬂ i) Pengembangan Kepolisian Sektor (polsek) Teupah Tenpah di

Desa Lanting Kecamatan Teupah Tengah; dan

i ' Jj) Pengembangan.. o
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J) Pengembangan Kepolisian Sektor (polsek) Simculue Cut di Desn
Kuta ‘Padang Kecamatan Simeulue Cut.
3. Pos Polisi Lalu Lintas di Desa Suka Maju Kecamatan Simeulue
Timur. S
4. Pos Polisi Air dengan Pos meliputi:
a) Pos, Polisi Air Sinabang di Desa Amaiteng Mulia Kecamatan
Simeulue Timur;
b) Pos Polisi Air. Simeulue Cut di Desa BubuHan Kecamatan
Simeulue Cut; dan -
f c) Pengembangan Pos Polisi Air di Desa Langi Kecamatan Alafan.
i3] Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b seluas
I 4.215,81 Ha, meliputi:
¢ a.Kecamatan Simeulue Tengah seluas 807,82 Ha meliputi Desa Lauke,
A i - Desa Putra Jaya, dan Desa Situfa Jaya; '
M b Kecamatan Simeulue Barat seluas 983,51 Ha meliputi Desa Sigulai;
C. Kecamatan Salang seluas 1.121,75 Ha meliputi Desa Ujung Salang,
Panton Awe, Mutiara, Padang Unoi, Meunafa; dan ’
d.Kecamatan Teupah Selatan seluas 935,88 Ha meliputi- Desa
TransmarantijTransjerenge, Transbary;
e.Kecamatan Teluk Dalam seluas 159,95 Ha meliputi Desa Kuala Bakti
dan Desa Bulu Hadik; dan
f. Kecamatan Alafan seluas 940,37 Ha meliputi Desa Lubuk Baik, Desa
- Lhok Dalam,dan Desa LafakHa. e

.

)

Bagian Keempat
Pola Ruang Laut

Pasal 39

e

Kawasan Pola Ruang Laut Kabupaten Simeulue sebagaimana dimaksud
lam Pasal 22 ayat (1) huruf c terdiri atas: : ‘
kawasan pemanfaatan umum, meliputi kawasan yang ditetapkan sebagai
perikanan tangkap seluas 354.516,62 Ha meliputi seluruh wilayah
perairan. "
kawasan konservasi seluas 111.935,74 Ha meliputi Kecamatan Teluk
Dalam, Kecamatan Simeulue Timur, Kecamatan Teupah Selatan,
Kecamatan Teupah Barat, Kecamatan Simeulue Tengah, Kecamatan
Simeuue Cut, Kecamatan Salang, Kecamatan Alafan dan Kecamatan
Simeulue Barat; '
38) Kawasan Konservasi Terumbu Karang seluas 2.064,32 meliputi seluruh
8  Kecamatan; .
%) Zona budi daya laut keramba apung seluas Ha 11.336 Ha meliputi Teluk
| Sinabang, Teluk Langi, Teluk Sibigo, Teluk Dalam, Teluk Lewak, Teluk
Anao;
) Zona Pemanfaatan Khusus, terdiri atas:
. a. Pengolahan Ikan; dan ’
i b. Penyediaan prasarana perikanan. -
) Pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat [ (3) hurufl o berupa
' pengembangan industri pengolahan ikan di Desa Lugu Kecamatan
Simeuluc Timuridan desa Lauke Kecamatan Simeulue Tengah;
Penyediagn pragarann perikanan sebagaimana dimaksud pada aynt (5)
huruf b meliputi: _
a. Pelabuhan Pendaratan [kan , meliputi :
1. Kecamatan Simeulue Timur berada di desa Lugu dan Suka Karya;

: ‘ ‘ “ 2. Kecamatan.........
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b. Dermaga rakyat/tambatan perahu sebagaimana meli
1. dermaga rakyat/tambatan perahu Ganting;
2. dermaga rakyat/tambatan perahu Pulayu Teupah;
3. dermaga rakyat/tambatan perahu Salur;
4. dermaga rakyat/tambatan perahu Busung;
S. dermaga rakyat/tambatan perahu Labuhan Bakti;
6. dermaga rakyat/ tambatan perahu Pulay Lasia;
7. dermaga rakyat/tambatan perahu Baby; -
8.
9
10
11

puti:

o N

ST

s

dermaga rakyat/tambatan perahu Langi;
dermaga rakyat/tambatan perahu Lafakha:
. dermaga rakyat/tambatan perahu Pulan Leukon;
- dermaga rakyat/tambatan perahu Latak Ayah:
) 12. dermaga rakyat/ tambatan perahu Pulay Simeulue Cut;
13. dermaga rakyat/tambatan perahu Nasreuhe;
14. dermaga rakyat/tambatan perahu Pulay Linggam:;
15. dermaga rakyat/ tambatan perahu Pulay Selaut;
16. dermaga rakyat/tambatan perahu Pulay Siumat;
17. dermaga rakyat/tambatan perahu Araban; dan

18. dermaga rakyat/tambatan perahu desa pesisir dalam wilayah - -
kabupaten simeulue. "

¢. Tempat Pelelangan Ikan » meliputi :
[ 1. Kecamatan Simeulue Timur berada di desa Sukakarya, Lugu dan
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2. Kecamatan Simeulue Tengah berada dj desa Ka
3. i

i & Lhok Bikhao, Malasin
dan Babul Makmurs ' '

Kecamatan Salang berada di desa Along;

‘ Kecamatan Teupah Selatan berada di desa Labuhan Ba_iéu,
N Latiung dan Labuhan Bakti; : - o

6. Kecamatan Teluk Dalam berada dij desa Babussalam, Gunung
Putih, Luan Balu;

7. Kecamatan Alafan berada di de
: 8. Kecamatan Teupah Barat berada dj desa Salur;
. Kecamatan Simeulye Cut berada di desa Latak Ayah; dan
0. Kecamatan Teupah Tengah berada di desa Lasikin.

o

sa Lewak dan Langi:

Pasal 40

Penetapan Kawasan Strategis Kaby
! a. Kawasan Strategis nasional;

1 b. Kawasan strategis provinsi; dan
: C. Kawasan Strategis kabupaten.

Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud 'pada ayat (1)

paten terdiri atas:

. meliputi :

negara meliputi;

1. Pulau Simeulue Cut di Kecamatan Simeulue Cut;
. 2. Pulau Si'ng_ut Besar dan Silawik, Kecamatan Alafan;

) v
e
o

........

3. Pulau Teupah
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3. Pulau Teupah dan pulau Micau di Kecamatan Tepah Barat; dan
4. Pulau Babi dan Pulau Lasia di Kecamatan Tepah Selatan. |
b. Kawasan Strategis Nasional dari sudut pengelolaan pulau-pulau kecil
. terluar yaitu:Pulau Simeulue. 4

| Kawasan strategis propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

i berupa Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (Aceh
Trade and Distribution Center), Zona Selatan meliputi Kabupaten Aceh
Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Simeulue dengan lokasi
pusat agro industry di Kabupaten Aceh Barat Daya. :
Kawasan strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan ekonomi
sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi:

KSK Koridor Jalan Sinabang - Lasikin;
KSK Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Desa Lauke> Kecamatan
Simeulue Tengah; '
KSK Perkotaan Sinabang;
KSK Perkotaan Kampung Aie;
KSK Perkotaan Sibigo;
KSK Agropolitdn meliputi:
1. Kecamatan Simuclue Tengah meliputi:
a) Desa Sebbe;
b) Desa Lambaya;
¢} Desa Luan Surip;
d) Désa Latitik, Lakubang; dan
¢) Desa Lamayang, Laure’e.
2. Kecamatan Simeulue Barat meliputi:
a) Desa Sefilan; ’
b) Desa Laya Baung;
¢) Desa Sinar Bahagia; dan
d) Desa Sigulai. '
KSK Minapolitan meliputi:
1. Kecamatan Simelue Timur, meliputi:
a) Desa Lugu;
b) Desa Linggi;
c) Desa Sg.?gfoyan;
d) Desa Ganting;
e) Desa Amaiteng;
f) Desa Suka Karya;
g) Desa Suka Jaya;
h) Desa.Ameria Bahagia;
; i) Desa Sinabang;
j) Desa Suka Maju;
k) Desa Air Dingin; dan
1) Desa Kota Batu.
h.” KSK Wisata Bahari meliputi:
1. Pulau Baby di Kecamatan Teupah Selatan;
_ 2. Pulau Lasia di Kecamatan Teupah Selatan;
‘% 3. Pulau Teupah di Kecamatan Teupah Barat; dan
4. Pulau Mincau di Kecamatan Teupah Barat. .

Kawasan strateggg berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya

sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b berupa KSK Adat Terpencil di

Kecamatan Simeulue Barat; ' :

_ 6. Penetapan........
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6) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten akan ditindaklanjuti dengan
penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten yang
penetapannya melalui Peraturan Daerah. Dengan rumusan Pasal sebagaj
berikut: ' _

a. Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Simeulue disusun Rencana
Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Kabupaten; : ' '

b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten scbagnimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daeral.

Rencann pdanctapan Kawasan Strategis Kabupaten digambarkan dolam

peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dnlam

Lampiran [Eyang merupakan bagian tidak terpisnhkan dari Qanun ini.

BAB IX
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 41

f (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah ditujukan untuk:
: a. perwujudan struktur ruang;
b. perwujudan pola ruang; dan
‘ ¢. perwujudan kawasan strategis Kabupaten,
i (2) Indikasi program utama memuat uraian yang meliputi:
: a. program;
b. kegiatan;
¢. sumber pendanaan;
d. instansi pelaksana; dan
e. waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW, '
(3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (emipat) tahapan meliputi:
a. tahap I (Tahun 2014 - 2019);
b. tahap II (Tahun 2019 - 2024);
¢. tahap III (Tahun 2024 - 2029); dan
. d. tahap IV (Tahun 2029 - 2034).
(4) Matrik indikasi program utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran

IV merupakan bagian dari arahan pemanfaatan ruang wilayah
Kabupate‘n.

BAB X ' |
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN '

Bagian Kesatu
' Umum

Pasal 42

| Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:

ﬁ . ketentuan umum peraturan zonasi;

A‘ b. ketentuan perizinan; - ,
ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan

arahan pengenaan sanksi.

1 : ‘ Bagian Kedua........
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Bagian Kedua :
“Ketentuan Umum Peraturan Zonasi'

Pasal 43

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42 huruf a mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang -dan
ketentuan pengendaliannya  yang mencakup . seluruh  wilayah
administratif; N
Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a
meliputi: |
- 8. peraturan zonasi sistem pusat kegiatan;
b. peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana nasional, provinsi, dan
wilayah; ‘
¢. peraturan zonasi kawasan lindung;
d. peraturan zonasi kawasan budi daya;
€. peraturan zonasi pola ruang laut; dan
f. peraturan zonasi kawasan strategis.

aksud dalam Pasal 43 ayat 2 huruf a meliputi:

Peraturan zonasi untuk PKL disusun dengan ketentuan:

a. Di izinkan pengembangan jenis pemanfaatan lahan sesuai fungsi
kawasan perkotaan, dengan ketentuan inténsitas bangunan
maksimun bangunan umum maksimal 40 (empat puluh) persen dan . -
pemukiman maksimal 70 (tujuh puluh) persen dari setiap persil lahan
yang digunakan.

b. Tidak diperkenankan pemanfatan lahan pada kawasan sempadan
jalan, sempadan sungai, sempadan pantai, RTH .dan kawasan hutan
lindung. ~ A

¢. Diperbolehkan secara bersyarat pengembangan industri kecil dan
rumah tangga pada kawasan yang jauh dari permukiman penduduk,
dengan syarattidak menimbulkan limbah berbahaya bagi masyarakat.

d. Di syaratkan penyediaan RTH sebesar 30 (tiga puluh) persen dari luas
kawasan perkotaan.

Peraturan zonasi untuk PPK disusun dengan ketentuan::

a.Di izinkan pengembangan jenis pemanfaatan lahan sesuai fungsi
kawasan perkotaan, dengan ketentuan intensitas bangunan maksimun
bangunan umum maksimal 30 (tiga puluh) persen dan pemukiman
maksimal S50 (lima puluh) persen dari setiap persil lahan yang
digunakan. : :

b. Tidak diperkenankan pemanfatan lahan pada kawasan sempacan
jalan, scmpadan sungai, sempadan pantai, RTH dan kawasan huinn
lindung. '

c. Diperbolehkan secara bersyarat pengembangan industri mencengnh,
industri kecil dan rumah tangga pada kawasan yang jauh dari
permukiman penduduk, dengan syarat tidak menimbulkan limbah
berbahaya bagi masyarakat. ‘

Peraturan zonasi untuk PPL disusun dengan ketentuan; .

a. Di izinkan pengembangan jenis pemanfaatan lahan sesuai fungsi

f]

kawasan: perkotaan, dengan ketentuan intensitas bangunan maksimun




)
»

&)

»n

.)

54

b. bangunan umum maksimal 30 (tiga puluh) persen dan pemukiman
maksimal 50 (lima puluh) persen dari setiap persil lahan yang
digunakan.

¢. Tidak diperkenankan pemanfatan lahan pada kawasan sempadan
jalan, sempa sungai, sempadan pantai, RTH dan kawasan hutan
lindung. :

d. Diperbolehkan secara bersyarat pengembangan industri menengah,
industri kecil dan rumah tangga pada kawasan yang jauh dari
permukiman penduduk, dengan syarat tidak ‘menimbulkan limbah
berbahaya bagi masyarakat. . :

Pasal 45

Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan
kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b
disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan pemanfaatan lahan dj sepanjang Koridor jalan kolektor

primer dengan ketentuan tidak melewati batas sempadan jalan atau
ruang milik jalan; .

b. diperbolehkan bersyarat pengembangan kawasan perdagangan dan
jasa, dengan tidak mengHambat laju kendaraan, dengan menyiapkan
lahan parkir;

c. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang
jalan kolektor primer; dan ”

d. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan
bangunan yang terletak ditepi jalan kolektor primer. }

Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan

lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b

disusun dengan ketentuan: ‘

a. diperbolechkan pemanfaatan lahan dij sepanjang koridor jalan lokal
primer dengan ketentuan tidak melewati batas sempadan jalan alau
dacrah milik jalan; -

b. diperbolchkan bersyarat pengembangan kawasan perdagangan dan

jasa, dengan menyiapkan lahan parkir;

c. pelarangan alih fungsi lahan. yang berfungsi lindung di sepanjang
jalan lokal primer; dan

d. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan
bangunan yang terletak ditepi jalan lokal primer.

Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana terminal

penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b

disusun dengan ketentuan: : -

a. diperbolehkan pengembangan pemanfaatan v:lJahan di  dalam
lingkungan kerja terminal yang menunjang fungsi‘terminal;

b. diperbolehka}f;ih terbatas pengembangan pemanfaatan ruang di sekitar
terminal, yang tidak menganggu akses jalan keluar ~dan masuk
angkutan umum; dan '

c. tidak diperbolehkan pemanfaatan di dalam lingkungan kerja terminal
yang dapat menganggu aktifitas angkutan penumpang.

Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan “sekitar prasarana

transportasi penyeberangan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal

43 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan: -

a. diperbolehkan untuk peningkatan pelayanan dan keamanan;

b . pelarangan........
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b. pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan;

C. pelarangan kegiatan di bawah perairan; dan

d. pembatasan pemanfaatan perairan. o :

Ketentuan umum peraturan zonasi dj kawasan sekitar prasarana

pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b

disusun dengan ketentuan: - |

a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan
pengembatigan kawasan pelabuhan:

b. diperbolehkan dengan Syaral pemanfatan ruang mendukung kegiatan
pelabuhan, warung, pemukiman karyawan, sarana kesehatan, pos
polisi, kantor jasa dan pemanfaatan lain yang tidak mengangu
kegiatan operasional pelabuhan;dan :

c. dilarang pemanfatan ruang yang dapat mengangu aktifitas pelabuhan,
dan pemanfaatan ruang yang mengangu bongkar muat barang dan
orang serta navigasi pelayaran. '

Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana banda ra

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) hurul b disusun dengan

ketentuun: o : : '

a. diperbolehl@an  pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional
Bandar Udarn;,

b. . diperbolehkiin pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara uniuk
kebutuhan p ‘ngembangan bandar udara; dan

c. dilarang pemanfaatan ruang pada batas keselamatan opcrasi
keselamstan penerbangan dan batas kebisingin sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. -

Ketentuan umum peraturan zonasi dj kawasan sekitar prasarana sistem

jaringan’¢nergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b

disusun dengan ketentuan: .

a. dilarang mendirikan bangunan dalam kawasan sempadan jaringan
listrik SUTM;

b. dilarang melakukan kegiatan di sekitar prasarana pembangkit listrik
maupun gardu induk distribusinya;

c. pada kawasan dibawah jaringan listrik SUTM masih’ diperbolehkan
kegiatan yang tidak intensif, ‘

d. Jarak minimum saluran udara tegangan tinggi 66/150 KV seluas 20 .
meter dari riang kiri dan kanan dengan katalain batas aman dari atas

tiang transmisi ke bumi adalah 450; S

Luas lahan sebanyak 90% dari luas SUTT harus di hijaukan; dan

Untuk peny;;?ff;suaian dengan keadaan permukaan tanah jelan dan

sebagainya, maka dapat dia mbil jarak tiang antara 30 meter - 45

meter.

Ketentuan umum peraturan zonasj di kawasan sekitar prasarana sistem

jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalamp Pasal 43 ayat (2)

huruf b disusun dengan ketentuan:

a. tidak diperbolehkan adanya bangunan rumah dalam kawasan sekitar
prasarana telekomunikasi; )

b. diperbolehkan adanya bangunan rumah dengan syarat mempunyai
radius minimum berjari - jari sama dengan tinggi menara;

c. diwajibkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara
bersama ~ sama diantara penyedia layanan komunikasi;

d. untuk ketinggian tower di atas 60 meter, jarak tower dari bangunan
terdekat adalah 20 meter; ‘

"o
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untuk ketinggian tower di bawah 60 meter, jarak tower dari bangunan
terdekat ddalah 10 meter; j

jangkauan pelayanan maksimal (pada daerah layanan padat dan/atau
peak hour) per antena BTS diarahkan limit {(+)3 km;

jarak antar tower minimum (antar provider/kelompok provider yang
tergabung dalam tower pemanfaatan bersama) disrahkan mendeknti
(limit) 6 Kmy;

menerapkan teknologi telematika berbasis teknologi modern;
pembangunan teknologi telematika pada wilayah-wilayah pusat
pertumbuhan; ’

membentuk  jaringan  tele  komunikasi dan  informasi yang
menghub%pgkan setiap wilayah pertumbuhan dengan pusat kota;
dan et il '

mengarahkan untuk memanfaatkan secara bersama pada satu
menara BTS untuk beberapa operator telepon selular dengan
pengelolaan secara bersama pula.

Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem
jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2)
huruf b disusun dengan ketentuan:

a‘

Ketentuan umum perturan zonasi kawasan disekitar pengendalian

banjir meliputi :

1. normalisasi sungai dengan memperhatikan limpasan debit air yang
akan dialirkan melalui sungai dan anak sungai lainnya;

2. Perlakuan 'terhadap kondisi dasar sungai agar tidak mengala mi
pengehdapan dan mengakibatkan luapan air -buangan ke wilayah
sekitarnya'dan Kondisi daya serap tanah : '

Ketentuan umum perturan zonasi kawasan disekitar Pemanfaatan

Danau, wakduk, dan embung meliputi : , .

1. Diizinkan kegiatan perikanan, wisata, dan pertanian: dengan’
tanaman tertentu yang tidak merusak wadukidan embung berserta
sempadannya; dan 7

2. Dilarang! mendirikan bangunan atau kegiatan yang dapat
menggariggu kelestarian daya tampung waduk dan embung

Ketentuan umum perturan zonasi kawasan disekitar Daerah Aliran

Sungai meliputi : ‘ '

1. Pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan
tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;

2. Dilarang mendirikan bangunan di dalam sempadan sumber air,

sempadan sungai, waduk, embung, Jaringan irigasi;

3. Dilarang membuat sumur dalam tanpa seizin Pemerintah Kota; dan

4. Diizinkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana
pengelolaan sumberdaya air

Ketentuan umum perturan zonasi kawasan disekitar pemanfaatan

daerah irigagsi meliputi: .

1. Perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan aliran sungai;

2. Perlindurigan terhadap daerah aliran a ir, baik itu saluran irigasi,
serta daerah aliran sungai; ‘

3. Mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi:

4. Pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air

Ketentuan umum perturan zonasi kawasan disekitar air baku untuk

air bersih meliputi :

1. Diizinkan mengembangkan RTH:;

2. Dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air minum:;

3. Diizinkan bersyarat mendirikan bangunan fasilitas pendukung;

kegiatan........




-

&£

a“

57

kegiatan distribusi diatas Jjaringan air minum; dan

4. Mengendalikan pertumbuhan kegiatan terbangun disekitar kawasan
sumber air minum.

?(10) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar

. jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalarn

huruf b disusun disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan kegiatan daur ulang sam
lingkungan ‘dan bentang al

b. pelarangan terhadap pe
persampahan;

C. pembatasan terhadap

d. tidak diperbolehkan
lokasi TPA dafi’

e. diperbolehkan penyediaan prasarana

prasarana sistem
Pasal 43 ayat (2)

pah sepanjang tidak merusak
am maupun perairan setempat;

manfaatan ruang dan kegiatan 'di sekitar

pemanfaatan ruang di sekitar persampahan;
pemanfaatan ruang pemukiman pada sekitar

air minum perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2)
huruf b disusun dengan ketentuan:

a. Diperbolehkan pengembangan prasarana dan
kawasan instalasi pengolahan air minum;

b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruan
sumber air minum; dan

C. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar sumber air minum

séranzl penunjéng pada
g dan kegiatan dj sekitar
Ketentuan umum peraturan zonasi di kaw

bencana sebagaimana dimaksud dalam Pas
dengan ketentuan: . :

asan sekitar jalur evakuasj
al 43 ayat (2) huruf b disusun

b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di
terbuka; dan

c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang pada jalur evakuasi dan
- ruang terbuka bagi lokasi evakuasi renduduk. :

; Pasal 46

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan lindung sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43 ayati{2) huruf ¢ meliputi: o

1) Ketentuan umum peraturan zonas;

dengan ketentuan:

a. diizinkan ‘pemanfaatan kaw
lindung meliputi: budi daya

Kawasan Hutan Lindung disusun

asan yang tidak merusak fungsi hutan
tanaman obat,bucii daya tansman hins,

budi daya jamur, budi daya lebah, penangkaran satwn linr, -
rehabilitasi satwa dan budi daya hijauan makanan ternak;

b. diizinkan  pemanfaatan kawasan  melalui kegiatan  Hutan

‘ Kemasyarakatan dan hutan desa: diizinkan pemanfaatan jasa
lingkungan meliputi: pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisuta
alam, perlindungan keanekaragaman Hayati, penyelamatan dan
perlindungan lingkungan, penyerapan dan/atau penyimpan karbon
dan usaha olah raga tantangan;

c. diizinkan pemanfaatan Hasil hutan bukan kayu meliputi rotan, madu,
getah, pisang abaka, buah, jamur, sarang burung walet, perburuan
satwa liar yang tidak dilindungi dan dilaksanakan secara tradisional,

d. diizinkan penggunaan kawasan hutan untuk kepe%tingan

-pembangunan........
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pemban@iinan di luar kegiatan kehutanan Hanya dapat dilakukan
untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat
dielakkan meliputi: religi, pertambangan, instalasi pembangkit,
transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan
terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi,  stasiun
pemancar radio, dan stasiun relay televise, jalan umum, jalan tol, dan
jalur kereta api, Sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai

produksi, sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan
jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah
fasilitas umum, industri terkait kehutanan, pertahanan dan
keamanan, prasarana penunjang  keselamatan umum dan
penampungan sementara korban bencana alam, -

dilarang melalkukan penambangan dengan. pola pertambangan

terbuka. 7

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air disusun dengan ‘

ketentuan: ;)
a. tidak diperbolehkan adanya pengembangan kegiatan budj daya;
b. pelarangah kegiatan dan pemanfaatan kawasan yang mengurangi

fungsi resapan air dan daya serap tanah terhadap air:

diperbolehkan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan

resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung, dengan

syarat:

1. tingkat kerapatan bangunan rendah dengan KDB maksimum 20
{dua puluh) persen dan KLB maksimum 40 (empat puluh) persen;

2. perkerasan permukiman menggunakan bahan yang memiliki daya
serap tinggi; dan

3. pemukiman pada kawasan disyaratkan wajib membangun sumur-
Sumur tesapan sesuai ketentuan yang berlaku.

) Ketentuan um%‘f’m peraturan zonasi Kawasan Sempadan Pantai disusun ‘

3

dengan ketentupn:

a.

> o

g

pelarangan™® pemanfaatan dan kegiatan pada  kawasan yang
mengurangi fungsi kawasan; '

diperkenankan kegiatan. fisik buatan untuk perlindungan kawasan;
diperbolehkan dilakukan kegiatan budi daya pesisir, dan ekowisata
pada kawasan sempadan pantaj yang termasuk zona pemanfaatan
terbatas dalam wilayah pesisir;

diperbolehkan di dalam kawasan sempadan pantaj yang termasuk
zona lain dalam wilayah pesisir sesuaj ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pelarangan membuang limbah secara langsung; dan

lahan milik negara dan merupakan lahan bebas diperuntukkan bagi
perluasan kawasan lindung;

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sempadan Sungai disusun
dengan ketentuan: :

a.

d.

Tidak - diperbolehkan pemanfaatan ruang sempadan sungai sesuaij
ketentuan pengembangan sempadan sungai; g

Pemanfaatan perumahan yang telah berada dalam sempadan sungai
sebelurn ditcggpkan Qanun RTRW Kabupaten, dap%t direlokasi dengan

fisik sungai; , o .
diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan;

e . diperkenankan....... .
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pelarangan . membuang

berada di sekitar sungai; B

g lahan milik negara dan merupakan lahan bebas
perluasan kawasan lindung dan pemanfaatan

permukiman; dan , o

h. diperbolehkan pemanfaatan kegiatan budj daya périkanan air tawar.,

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sempadan Danau, Waduk

atau Situ disusun dengan ketentuan:

a. penetapan lebar sempadan Danau atau W
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.  diperbolehkan bersyarat bagi pemanfaatan air baku d
wisata serta penunjangnya, ;

¢. pelarangan pemanfantan dan kegiatan pada “kawasan yang
mengganggu fungsi kawasan;

d. diperkenankan kegiatnn fisik buatan untuk perlindungan kawasnn;

e. pelarangan membuang limbah secara langsung; ‘dun

f. diperbolehkan pengembangan kegiatan budj daya perikanan air tawar,

6) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sempadan Mata Ajr disusun -
dengan ketentuan:

a. Pelaranga% pemanfaatan ry
meter dari lokasi mata air;

b. pengoptimalan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;

¢. pelarangan” pemanfaatan dan kegiatan pada kawas

. mengganggu kelestarian kawasan; dan ,

d. diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan.

7} Ketentuan zonasi untuk RTH perkotaan disusun dengan ketentuan:

a. ketentuan peraturan zonasi untuk RTH ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. diperbolehkan izin pemanfaatan ruang terbuka hijau
konservasi. lingkungan, peningkatan keindahan kota

diperuntukkan bagi
RTH bagi kawasan

2

aduk atau Situ sesuai
an kegiatan

dapat

ang pada kawasan sempadan sebesar 200

an yang dapat

sebagai
» rekreasi, dan

¢. diperbolehkan pendirian bangunan yang menunjan

- dan fasilitas umum lainnya, dengan tidak merusak fungsi RTH;

d. diperbolehkan pemanfaatan pemakaman sebagai RTH dengan
ketentuan -minimal seluas 1 (satu) Ha pada masing-masing

ketentuan: ) ‘_

a. diperkenan pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian, dan
wisata alam:tanpa merusak fungsi kawasan; E

b. pelarangan pemanfaatan kayu bakau;

¢.. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah dan
dan/atau mencemari ekosistem bakau; dan

d. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan.

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Taman Hutan Raya disusun

dengan ketentuan: o

a. dapat dimanfaatkan untuk keperluan : pariwisata alam dan
rekreasi;peneélitian dan pengembangan pendidikan, dan kegiatan
penunjang budi daya.

b. dilarang melakukan kegiatan:berbury, menebang pohon, mengangkut

bagian-bagiannya di dalam dan ke luar kawasan,

mengurangi luas
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d.

wv

serta memusnahkan sumber daya alam di dalafn kawasan dan nsaha
yang menithbulkan pencemaran kawasan;dan ;

usaha yang tidak sesuaj dengan rencana pengelolaan dan atau
rencana pengusahaan yang telah mendapat persctujuan dari pejabat
yang berwenang, : ,
pemanlataan tidak bertentangan dengan ketentuan berlaku.

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Dengafi Tingkat Kerawanan

Gempa Bumi Tinggi, disusun dengan ketentuan:

dl

diperbolehkan untuk kegiatan RTH; .

diwajibkan penyediaan jalur evakuasi terhadap permukiman yang
sudah ada pada kawasan dengan tingkat kerawanan gempa bumi
tinggi;

diperbolehkan pengembangan  kegiatan  budji daya dengan
mempertimbangkan konstruksi yang sesuai; dan :.

diperkenankan bersyarat untuk kegiatan strategis.

11) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Rawan Tsunami disusun

dengan ketentu

a.

]
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diperbolehkan untuk kegiatan RTH ;

diperbolehkan pemukiman terbatas yang dilengkapi dengan mitigasi
kebencanaan;

diizinkan untuk pengembangan kawasan pemukiman baru terbatas
yang dilengkapi dengan mitigasi kebencanaan;

diperbolehkan untuk kegiatan strategis yang dilengkapi dengan
mitigasi kebencanaan; dan

diizinkan untuk kegiatan pariwisata yang dilengkapi dengan mitigasi

kebencanaan.

Pasal 47

etentuan umum peraturan zonasi Kawasan budi },;.daya sebagaimana
maksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf 4 meliputi: .
) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutaft produksi disusun

dengan ketentuan:

a.

b.

Y

diizinkan pemanfaatan kawasan, melalui kegiatan usaha : budi daya
tanaman obat, budi daya tanaman hias, budi daya jamur, budi daya
lebah, penangkaran satwa: dan budi daya sarang burung walet.
diizinkan pemanfaatan jasa lingkunigan, meliputi: pemanfaatan aliran
air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan, keanekaragaman
Hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan atau penyerapan
dan / atau penyimpan karbon dan usaha olah raga tantangan,
diizinkan pemanfaatan Hasil hutan kayu dan bukan kayu, diizinkan
pemungutan Hasil hutan kayu dan bukan kayu.

diizinkan penggunaan kawasan hutan untuk  kepentingan
pembangunan di luar kegiatan kehutanan Hanya dapat dilakukan
untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat
dielakkan meliputi: religi, pertambangan, instalasi pembangkit, -
transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi . energi baru dan
terbarukan, /pembangunan jaringan  telekomunikasi, stasiun
pemancar radio, dan stasiun relay televisi; sarana transportasi yang
tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk

keperluan pengangkutan Hasil produksi, sarana® dan prasarana

sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air
bersih dan/atau air limbah, fasilitas umum, industri terkait

kehutanan ........
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kehutanan, pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang
keselamatan umum, penampungan sementara korban bencana
alam,tidak bertentatangan dengan ketentuan berlaku:

Dapat dintergrasikan dengan pengembangan peternakan dengan
syarat tidak merusak fungsi hutan; dan

Dapat dialih fungsikan sesuaj dengan peraturan perundangan yang
berlaku.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat disusun
dengan kctengi;;_;an: ' ' '

a.
b.

C.

d.

pembatasan pendirian bangunan;

diperbolehkan kegiatan pengusaHaan hutan rakyat terhadap lahan-
lahan yang potensial dikembangkan; '

tidak diperbolehkan kegiatan yang menimbulkan gangguan
lingkungan; dan ‘
diperbolehkan ketentuan kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. :

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan basah
disusun dengan ketentuan: :

a.

b.
C.

d.

e.

g.

tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian Pangan berkelanjutan
(LP2B); -

pengendalian secara ketat konversi lahan sawah beririgasi non teknis;
pelarangan tumbuhnya kegiatan perkotaan  di sepanjang jalur
transportasi yang menggunakan lahan sawah yang dikonversi;
diperbolehkan permukiman perdesaan bukan permanen di kawasan
pertanian lahan basah non irigasi teknis khususnya bagi penduduk
yang bekezj%é.’:; disektor pertanian;

tidak dipefbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan
mengabaikan kelestarian lingkungan; :

boleh adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang
bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan l
boleh melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian,
dan pendidikan;

Ketentuan umum peraturan zonasj untuk hortikutura disusun dengan
ketentuan: '

tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan
mengabaikan kelestarian lingkungan; '

boleh dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; i

diperbolehkannya permukiman perdesaan khususnya bagi penchiduk
yang bekerja disektor pertanian; :

boleh adanya! bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang
bersifat mendukung kegiatan pertanian hortikultura; dan - _
boleh melakukan kegiatan wisata alam secara’ terbatas, penclitian,
dan pendidikan. '

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pertanian lahan kering disusun
dengan ketentuan: :

a.

b.

Diperbolehkan pengembangan pertanian hortikultara, pertanian
sawah beririgasi, sawah tadah hujan dan perkebunan;

Diperbolechkan pengalihan fungsi sebagai kawasan terbangun pada
kawasan dengan ketentuan pengembangan sesuaij bagi kawasan
terbangun; dan '

boleh adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang
bersifat mendukung kegiatan pertanian lahan kering; :

(6) . Ketentuan........

i
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ketentuan:

diperbolehkan lahan perkebunan besar yang terlantar beralih fungsi
untuk kegiatan non perkebunan;

diperbolehkannya permukiman perdesaan khususnya bagi penduduk
yang bekerja disektor perkebunan;

diperbolehkan adanya bangunan yang bersifat ‘mendukung kegiatan
perkebunan dan jaringan prasarana wilayah; _
diperbolehkan adanya integrasi dengan tanaman hortikultura,
peternakan dan tanaman lahan kering;

diperbolehkan bersyarat integrasi agroindustri pada kawasan
perkebunan; dan

diperbolehkan alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi
lainnya sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan.

- Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan'”_ peternakan disusun

dengan ketentuan:

diperbolehkan pengembangan  sarana prasarana pendukung
peternakan; .
diperbolehkan bersyarat pengembangan peternakan Jenis unggas yang
dapat menularkan penyakit berbahaya pada kawasan permukiman;

pengembangan jenis ternak besar disyaratkan memiliki pembatas

- atau penampungan untuk ternaknya ; dan

untuk usaha ternak hesar dengan sistim pengembalaan, disyarnikan
tidak diperkenankan pengembalaan mengganggu lalu lintas can
perumahan penduduk, . ‘

Ketentuan umum pcraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan
tangkap dan budi daya perikanan darat disusun dengan ketentuan:

diperbolehkdh adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan
yang bersifat mendukung kegiatan perikanan;

diperbo)ehkq{g)} pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
diperbolehkan alih fungsi kawasan perikanan budi daya menjadi
kawasan budi daya lainnya; dan

tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan
lingkungan lainnya. :

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan‘ disusun
dengan ketentuan:

Dilarang melakukan pertambangan melebihj yang daya dukung
potensi tambang;

Diperbolehkan bersyarat dilakukan penambangan di dalam kawasan
lindung, sesuai peraturan perundangan; '
Tidak diizinkan penambangan paday kawasan diluar kawasan
pertambangan yang sudah ditetapkan dalam Qanun. ‘
pelarangan kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan
lindung; . ;

pelarangan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan
tingkat kerentanan tinggi:

diwajibkan pemulihan rona bentang alam pasca penambangan, sesuai
ketentuan yarfé berlaku bagi kawasan pertambangan; dan

tidak diperkefiankan membangun kawasan permukiman eksklusif
dalam kawasan. pertambangan yang tidak diintegrasikan dengan
rencana struktur ruang Kabupaten.

; , ' . (10) . Ketentuan........

P

) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan disusun dengan -
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0) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri disusun
dengan ketentuan: '

12)

a.

diizinkan kegiatan industri yang hemat dalam penggunaan air dan
non-polutif;

diizinkan kegiatan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau
alih fungsi kawasan lindung; ,

pelarangan bentuk kegiatan .yang dapat memberikan dampak
merusak dan menurunkan kualitas lingkungan;

diwajibkan dalam kegiatan pengelolaan industri memiliki' sistem
pengolahan limbah cair dan padat yang tidak mengganggu kclestarian.
lingkungan;, ' ' ‘
diwajibkan ‘pengaturan pengelolaan limbah padat dan cair B3 bagi
industri yang berindikasi menimbulkan limbal, B3 atau jupa
mengelola limbah B3 sebagaimana peraturan pengelolaan limbah 133;
diwajibkan pengelolaan limbah terpadu sesuai standar keselarnntnn
internasional bagi industri yang lokasinya berdekatan;

diizinkan kegiatan industr yang memiliki sumber air baku memadai
dan menjaga kelestariannya;

diizinkan kegiatan industri yang memiliki sarana prasarana
pengelolaan sampah, termasuk pengeloaan akhir sampah

diizinkan kegiatan industri yang memiliki sistern drainase yang
memadai sehingga tidak menimbulkan banjir secara internal dan
eksternal;

diizinkan kégiatan industri yang memiliki sumber energi untuk
memenulii kebutuHan industri dengan tetap memperhatikan daya
yang tersedia sehingga suplai energi listrik  untuk pelayanan

“penduduk dan kegiatannya yang sudah berjalan tidak terganggu; dan

diperbolehkan pengembangan kawasan peruntukan industri yang
terletak pada di sepanjang jalan arteri atau kolektor dengan syarat
harus dilengkapi dengan jalur lambat untuk kelancaran aksesibilitas.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata
disusun dengan ketentuan:

a.

Ketentuan umuty
dengan ketentuan:

a.

pemanfaatan kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata
dilaksanakan dengan syarat sesuai azas konservasi sumberdaya alam
Hayati dan ekosistemnya, perlindungan terhadep situs peninggalan
kebudayaan;
di perbolehkan bersyarat pembangunan hotel, jasa wisata pada
kawasan pariwisata bahari; a ‘ .
di syaratkan penerapan ciri khas arsitektur daerah setempat pada
setiap bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata;
di syaratkan pengembangan prasarana dan sarana pariwisata dengan
penyediaan fasilitas parkiridan :
diperbolehka;@‘;é dilakukan penelitian dan pendidikan. :

In peraturan zonasi kawasan perinukiman disusun

Di perbolehkan pengembangan permukiman = sesuai dengan
peruntukan yang ditetapkan dan syarat teknis yang ditentukan dalam
rencana rinci;

Diperbolehkan dengan syarat pengembangan permukiman pada
kawasan sempandan jalan;

Tidak diperbolehkan pengembangan industri menengah pada kawasan

- permukiman,;

pengembangan kawasan permukiman pada satu” lingkungan
disyaratkan memiliki RTH privat sebesar 10 persen dari luas
lingkungan permukiman; : '

# . " e Diperbolehkan........

e r————
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e, Diperholehkan dengan syarat pengembangan kawasnn perdagnngnn
i dan jasa perkatoran menyediakan fasilitas parkir;
f.  Diperholchkan bersyarat pengembangan pete:
pada kawasan permukiman; ,
8- Pengembatgan pemukiman disyaratkan penyediaan drainase yang
memadai, .Jpembuatan sumur resapan yang memadai, pembuatan
tandon- tandon air hujan;
h. Pengembangan permukiman pada kawasan yang sesuai peruntukan
disyaratkan harus memiliki IMB; _
peruntukan kawasan permukiman diperbolehkan untuk

thakan jenis ungpas

——
.

L dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
o undangan; .
. j. diperbolehkan adanya kegiatan industri skalg” rumah tangga dan

i fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
9; )

i dan
© k. dalam kawasan permukiman tidak diperbolehkan dikembangkan
%} kegiatan yang menganggu fungsi permukiman. dan kelangsungan

| “ a. Dipefbolehk;m kegiatan budi daya yang dapat 'mendukung fungsi

kawasan pertahanan

i b. Diperbolehkan dengan syarat , kegiatan yang tidak mengganggu

fungsi utama kawasan pertahanan '

fungsi utama kawasan pertahanan

j
% C. Pelarangdn kegiatan yang dapat merubah dan atay mengganggu
k

: % Pasal 48

B letentuan umum peraturan zonasi Pola Ruang Laut sebggaimana dimaksud

pada pasal 43 ayat (2) huruf e meliputi:

§!l Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Terumbu Karang disusun.
: dengan ketentuan: '

a. diizinkan pemanfaatan ‘ruang untuk pendidikan, penelitian, dan
wisata alam tanpa mengganggu atau merusak tertimbu karang yang
ada; .

b. pelarangan k giatan yang dapat merusak kelestarian terumbu karang;

c. pembatasan *aktivitas wisata yang tidak mengganggu kelestarian

. terumbu karang; dan

i d. pembatasan pemanfaatan sumberdaya alam laut Yang dapat merusak
 lingkungan kawasan terumbu karang, e

] Peraturan zonasi untuk kawasan Zona Pemanfaatan Umum disusun -
. dengan ketentuan: o
i a. pembatasan pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap tidak
;l melebihi potensi lestari; )
b, Pelarangan pemanfaatan perikanan tangkap dengan menggunakan
- bahan atau alat yang merusak lingkungan;
i c. tidak boleh merusak fungsi pariwisata pada kawasan perikanan yang
by juga dibebani fungsi pengembangan wisata; i
? Peraturan zonasi untuk kawasan budi daya laut disusun denpan
k. ketentuan:

a. pembatasan pengembangan budi daya laut, dengan pcmbatmsa.n‘ dun
4 pengaturan letak keramba/jaring apung, tidak mengangu aktifitas
g nelayan dan transportasi laut antar kampong; :

b . disyaratkan........
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:; b. disyaratkan pengembangan keramba dan jaring apung tidak
mencemari lingkungan; dan _
- ¢. tidak diperkenankan pengembangan keramba atau jaring apung
merusak fungsi pariwisata pada kawasan perikanan budi daya yang
) juga dibebani fungsi pengembangan wisatza;

N |  pasal 49

fetentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud

da pasal 43 ayat (2) huruf f meliputi: _ ‘. ,

Peraturan zonasi untuk kawasan strategis nasional disusun dengan

ketentuan: :

“a. diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan
kawasan; '

b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keselurihan fungsi
dasarnya; dan

¢. diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.

Peraturan zonasi untuk kawasan strategis provinsi disusun dengan

ketentuan: 4 .

a. diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan
kawasan;

b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi
dasarnya; dan ; : . '

c. diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.

ketentuan:

a. penetapan kawasan strategis Kabupaten;

b. diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan
kawasan; i o ,

c. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara ‘keseluruhan fungsi

dasarnya; dan

d. diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.

ik
)

. Bagian Ketiga
; 'Ketentuan Perizinan -

Pasal 50

Jenis-jeniy perizinan terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksuc

dalam Pasal 42 huruf b meliputi:

a. izin Prinsip;

b. izin Lokasi;

¢c. izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;

d. izin Perubahan Penggunaan Tanah;

e. izin Mendirikan Bangunan; dan :

f. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. sebagaidasar rekomendasi untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan
yang berlaku; dan

b. sebagai dasar dari pemberian izin lckasi. '

Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. sebagai izin bagi perusahaan untuk memperoleh tanah yang

diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula

sebagai izin pemindahan hak;

. b. sebagai.......

Peraturan zonasi untuk kawasan strategis Kabupaten disusun dengan .

L

r
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b. sebagai dasar untuk pembebasan-lahan dalam rangka pemanfaatan
ruang; dan#

c. sebagai dasar izin penggunaan pemanfaatan ‘tanah berdasarkan
kesesumanrrencana kegiatan dengan rencana tata ruang.

Izin Pcnggunaan Pemanfaatan Tanah sebaga1mana dimaksud pada.ayat

(1) huruf ¢ meliputi: .

a. diberikan kepada untuk keglatan pemanfaatan ruang pada lahan yang
sudah dikuasai;

b. berlaku selama . lokasi tersebut digunakan sesuai dengan
peruntukannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan urnum;
dan

¢. . sebagai dasar Izin Mendirikan Bangunan;

Izin Perubahan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d meliputi :

a. sebagai dasar izin bagi lahan kepemilikan pribadi;

b. sebagai dasar izin perubahan peruntukan tanah pertanian menjadi
non pertanian guna pembangunan rumah tempat tinggal pribadi atau
perseorangan;

¢. berlaku selama perubahan sesuai dengan tata mang

Izin Mendmkan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

sebagai Dasar mendirikan bangunan dan i

Ketentuan danfitata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam peraturan Bupati.

. Pasal 51

) Setiap pcjabat pemerintah yang berwenang menerbitkan  izin
pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan
RTRW Kabupaten.

} Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh dengan tidak melalui proscdur
yang benar dan atau tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, dibatalkan
oleh pemerintah menurut kewenangan masing-masing sesuai ketentuan
perundang-undangan.

3 Izin pemanfaatan ruang yang telah dlperoleh melalui prosedur yang benar
tetapi -kemudign terbukti tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten,
termasuk akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten, dapat dibatalkan
dan dapat d1m1ntakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi
izin.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragaraf 1
Ketentuan Pemberian Insentif

Pasal 52

ehpu'u
1) Insentif dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah
daerah lainnya, pemerintah desa dan masyarakat umum yang
melaksanakan ; pembangunan sesuai dengan RTRWK;

Insentif kepada pemerintah daerah lainnya dan pemerintah desa

,,,,,,

sebaga_\mana dimaksud pada ayat (1) dapat dxbenkan dalam bentuk:
b . subsidi.......




i"s

b. subsidi silang;
"¢. penyediaan sarana dan prasarana;

d. dukungan program serta kegiatan pembangunan;;

e. kerjasama pendanaan; |

f. pengargaanjldan

g. publisitas atau promosi daerah.

Ketentuan insentif dari pemerintah Kabupaten kepada masyarakat umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:

a. pemberinn kompensasi;

b. pengurangan retribusi;

c. imbalan;

d. sewa ruang dan urun saham;

e. penyediaan sarana dan prasarana;

f. penghargaan; dan

g. kemudahan perizinan. .
Tata cara dan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan (3), diatur lebih lanjut diatur oleh Peraturan
Bupati. ,

Paragraf 2
Ketentuan Pemberian Disinsentif

Pasal 53

Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf

Disinsentif dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada
pemerintah daerah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat yang dalam
melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan RTRWK; '
Disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya dan pemerintah desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk: -

a. pengenaan retribusi yang tinggi; dan

b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Ketentuan disinsentif dari pemerintah Kabupaten, képada masyarakat
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam
bentuk: "
a. pengenaan tetribusi yang tinggi;

b. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan,;

c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur; dan

4) Tata cara dan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud
pada pada ayat (1) sampai dengan (3), diatur oleh Peraturan Bupati.

s

Bagian Kelima
Arahan Sanksi Administratif

Pasal 54

(1) Arahan sanksi gdministrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf
d, meliputi ™

a. peringatan tertulis;

b. penghentiafsementara kegiatan,;

c. penghentian sementara pelayanan umum;

d. penutupan lokasi;

e. pencabutan izin; - ,
f . pembatalan.......
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f. pembatalan izin;

2 pembongkaran bangunan;

3  h pemulihan fungsi ruang; dan/atau

i i, denda administratif. _

 (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran
pemanfaatan ruang melalui penertiban surat peringatan tertulis

sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu maksimal 7

(tujuh) Hari. '

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

" huruf b dilakukan melalui langkah-langkah: i

'3  a. penertiban surat pindah penghentian kegiatan sementara dari pejabat Sl

= yang berwenang melakukan penertibah pelanggaran pemanfaatan

; ruang, '

b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan i
sementara, pejabatan yang berwenang melakukan penertiban dengan {
menertibakan surat keputusan pengenaan sanksi - penghentian l‘
sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;

' ¢. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan

a4 memberitahukan kepad pelangar mengenai pengenaan sanksi.

pemberhentian kegiatan pemanfaatan ruang: dan akan segera

dilakukan tiandakan penertiban oleh aparat penertiban,;

d. berdasarkan -surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang

berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban
melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa;
dan ‘ ’ '

e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang

berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang
yang dihentikan tidak beroperasi kembali- sampai dengan

_ terpenuhinyaié?;kewajiban pelanggar untuk menesuaikan pemanfaatan

i ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis

1 pemanfaatan ruang yang berlaku. '

|(4) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ dilakukan melalui langkah-langkah: L
a. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan

umum dari pejabat yang :berwenang melakukan penertiban
pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan
penghentian sementara pelayanan umurn);

b. apabila :pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang
disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan ' penertiban surat

g keputusan pengenaan. sanksi penghentian sementara pelayanan

] umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis

L pelayanan umum yang akan diputuskan; :

‘ c. pejabat 'yanig  berweang  melakukan tindakan  penertiban
memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan ganksi
pembsrhentian  sementara pelayanan umum yang akan segern
dilaksanakan, disertai penjelasan umum yang akan diputus;

d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia

pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar,

disertai penjelasan secukupnya;

1 e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kcpada

pelanggar; dan .

f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara

pelayanan umum dilakukan untik memastikan tidak terdapat

)
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pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar
memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya
dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang
yang berlaku.

)" Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat _(1) huruf d dilakukan

melalui langkah-langkah:

a.

Penertiban surat perintah penutupan lokasi. dari pejabat yang
berwenang melakukan penertiban pelanggaran pernanfaatan ruang;
Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan,
pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan
sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar; . 3
Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan-
memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi
penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan; - "
Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang
berwenang denga bantun aparat penertiban melakukan penutupan
lokasi secara paksa; dan : _

Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk
memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan
pelanggar  memenuhi kewajibannya  untuk menyesuaikan
pemanfaatan ruangnya dengan rencanatata ruang dan ketentuan
teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. : ’

Pencabutan izin' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan
melalui langkah-langkah:

a‘

menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh
pejabat ‘yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran -
pemanfaatan ruang; , ,

apabila  pelanggar mengaaikan surat . pemberitahuan . yang
disampaikan, pejabat yang berwenang menerthitkan surat keputusan
pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang; _
pcjabat. yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar menpgenai
pengenaan sanksi pencabutan izin; .

pejabat yung berwenang melakukan tindakan penertiban mengnjukan

- permohonan® pencabutan  ijin kepada ¢jabat  yang memiliki
P . yang

kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;

pejabatl yangimemiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin
menerbitkan keputusan pencabutan izin;

memberitahukan kepada pemanfaatan ruang mengenai status izin
yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan
pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan
kegiatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang
melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan
melalui langkah-langkah: ‘

a.

membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara
pemanfaatan ruang menurut dokumen perijinan dengan arahan pola’
pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;

memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal
rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil
langkah-langkah yang diperlukan untuk menagntisipasi hal-hal akiat
pembatalan izin; ) '

' c. menerbitkan.......
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c. menerbitkan surat keputusan pembatalan ' izin oleh ejabat yang
berwenapg melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
d. memberitahukan kepada pemegang  izin tentang keputusan

pembatalan izin;

dibatalkan. ,

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g

dilakukan melalui langkah-langkah:

a. menertibakan surat pemberitahuan pembongkaran bangunan darj -
pejabat yang berwenang melakukan penertiban  pelanggaran
pemanfaatan ruang;

b. apabila pelanggar © mengabaikan Surat pemberitahuan _yang
disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban
mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkarnn
bangunan; ‘_

C. pejabat yang berwenang melakukan penertiban memberitahukan

kepadu ;ﬂ)clanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran
bangunanibangunan yang akan segera dilaksanakan ; dan

d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi  pembongkarin
bangunan secara paksa.

Pemulihan (ungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h

dilakukan melaluj langkah-langkah: _,

4. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-
bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;

b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban  pelanggaran .
pemanfaatan ruang menerbikan ‘surat pemberitahuan pperintah
pemulihan fungsi ruang;

c. apabila pelanggar mengabaikan  surat pemberitahuan yang
disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban
mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi

d. pejabat yang berwenang melakukan  tindakan penertiban,
memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi
pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam
jangka waktu tertentu; ‘

e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan
melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi-
ruang; -

f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum
melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung
jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan
paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan

g apabila pelanggar pada saat ity dinilai tidak mampu membiayaj
kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan
penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas
beban pelanggar dikemudian hari. '

Batas waktu pengenaan sanksi administratif secara berjenjang maksimal

90 (sembilan puluh) Hari. , _

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dapat

dikenakan secaf;%!';a tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan

sanksi administratif sebesar 10 kali nilaj Nilaj Jual Obyek Pajak (NJOP).
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BAB XI
KELEMBAGAAN

Pasal 55

1) Dalam rangkn mengkoordinasikan penyelenggaraan penntaan ruang i

o

-

wilayah Kabupaten, yang meliputi  koordinasi dalam pengaturan,
pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang, dibentuk
Badan Koordinasi Penatnan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut
BKPRD. i

Tugas, susunan keanggotaan dan tata kerja BKPRD diatur sesuaij -

ketentuan dan @itetapkan dengan Keputusan Bupati. -

; BAB XII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

RE
Jo

Pasal 56

g Dalam penataan ruang wilayah, setiap masyarakat berhak:.

berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang
dan pengendalian pemanfaatan ruang;

mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rincinya berupa rencana
detail tata ruang kawasan dan rencana pengembangan sektoral;
menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai
akibat dari penataan ruang wilayah; dan :

mengajukan ké?}%?ératan, gugatan dan tuntutan pembatalan izin, serta
memperoleh penggantian yang layak atas kegiatan pembangunan terkait
pelaksanaan RTRW Kabupaten. ‘

Pasal 57

Untuk mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rincinya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 54 hurup b masyarakat dapat memperoleh
melalui: ’

a. lembaran daerah Kabupaten;

b. papan pengumuman di tempat-tempat umum;

c. penyebarluasan informasi melalui brosur;

d. instansi yang menangani penataan ruang; dan atau

e. Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) Kabupaten.

Sistemn Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) Kabupater: dikembangkan
secara bertahap melalui berbagai media publikasi untuk mempermudah

akses informasi tata ruang dan meningkatkan perat’ serta masyarakat
dalam penataan ruang. ,

Pasal 58

Untuk menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 hurup c didasarkan pada hak
atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu yang
dimiliki masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan,
atau pun atas hukum adat dan kebiasaaan atas ruang pada masyarakat
sctempat.

Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang melembaga pada masyarnkat

secart.......
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secara turun temurun dapat dilanjutkan sepanjang telah memperhatikan .
faktor daya dukung lingkungan, estetika, struktur pemanfaatan ruang
wilayah yang dituju, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang
serasi, selaras; seimbang dan berkelanjutan. ' ' !

T S

- Pasal 59

Dalam hal pengajuan keberatan, gugatan dan tuntutan pembatalan izin, serta
hak memperoleh penggantian atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan
%R’I‘RW Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 54 hurup d adalah hak
| masyarakat untuk:
2. mengajukan keberatan, tuntutan pembatalan izin dan penghentian
~ kegiatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak
sesuai dengan RTRW Kabupaten dan rencana rincinyza;
mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau
pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan

&

RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian;

mengajukan tq%tutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan
yang tidak sesuiai dengan RTRW Kabupaten kepada penjabat yang
berwenang; dan ' ',
.memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat
pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten
dan rencana rincinya;

Pasal 60
%Da]‘am pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang wajib: -

th, menaati RTRW Kabupalen dan penjabarannya yang telah ditetapkan;.
memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang vyang
diperoleh,; ' ; , ,
mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan .
ruang; dan ' :

memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; ‘

pasal 61

jcag

Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d adalah
untuk kawasan milik umum, yang aksesibilitasnya memenuhi syarat:

a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan N

b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.

Kawasan milik umum tersebut, diantaranya adalah sumber: air, ruang
terbuka publik dan fasilitas umum lainnya sesuai ketentuan dan
perundang-undangan. : : :

Pasal 62

feran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang
§ian pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
hruf a diakomodasjjpemerintah daerah dalam proses: ' '
penyusunan rencana tata ruang;

pemanfaatan ruang; dan

pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 63.......
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Pasal 63

. Dalam penyusunan rencana tata ruang, peran serta masyarakat dapat

i berbentuk: "

2. bantuan masukan dalam identifikasi potensi dan masalah, memperjelas
hak atas ruang, dan penentuan arah pengembangan wilayah;

pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam

penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah;

pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang;

kerja sama dalam penclitian dan pengembangan;

bantuan tenaga ahli; dan/atau

bantuan dana.

b

o a0

Pasal 64
Dalam pemanfiutan ruang, peran masyarakat dapat berbentuk:
i a.  penyelenggaraan kegiatan pembangunan prasarana dan pengembanpan

kegiatan yang sesuaij dengan arahan RTRW Kabupaten;

perubahan atau konversi pemanfaatan ruang agar sesuai dengan arahan
dalam RTRW Kabupaten; ,
i¢.  bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan mewujudkan
' struktur dan pola pemanfaatan ruang, dan masukan dalam proses
" 31 penetapan lokasi kegiatan pada suatu kawasan; dan

4. konsolidasi dalam pemanfaatan tanah, air, udara dan sumberdaya alam
i lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas, serta
menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian'lingkungan hidup.

Pasal 65

Pl
P
B
o
i

- pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat

pengawasan tei‘hadap pemanfaatan ruang wilayan melaluj penyampaiarn
laporan dan/atau pengaduan adanya penyimpangan pemanfaatan ruang,
secara lisan atau tertulis kepada pejabat yang berwenang, BKPRD dan
atau Bupati; R o
bantuan pemikiran atau pertimbangan dalam rangka penertiban kegiatan
pemanfaatan ruang yang menyimpang dari arahan RTRW Kabupaten; dan
membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan
ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XIII
'PENYIDIKAN

polisian Negara Republik Indonesia (Polri),

penyidikan atas pelanggaran dalam qanun ini dilaksanakan oleh Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

berwenang: ‘

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan
yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan
tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

¢ . meminta.......



c. meminta ketarangan dan barang bukti dari orang sehubungan denpan
peristiwu tindak pidana dalam bidang penataan ruang,; -

. d. melakukah pemecriksaan atas dokumen-dokumncn yang herkenaan

| dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan

i e. melaukan',’pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga (erdapat

barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan
penyegelan terhadap bahan dan barang Hasil peniyelenggarann yang.
dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana bidang penataan
ruang. '

() Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulai. penyelidikan dan penyampaian  hasil
penyidikannya kepada penuntut umum melaui pejabat  penyidik
Kepolisian Republik Indonesia;

! (4) Pengangkatan pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta

; proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan

perundang-undangan yang berlaku.

. . BAB. XIV
. o KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

Setiap orang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam ganun ini diancam

sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku. ‘ -

&1

BAB XV )
KETENTUAN LAIN-LAIN "

Pasal' 68

1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) yaitu tahun 2012 -
2032 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
' (2) Dalam kondisi:ilingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan
- bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teretorial Provinsi
yang di tetapkan dengan peraturan perundangundang, RTRW Kabupaten
dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
| (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan
| apabila terjadi perubahan kebijakan Nasional dan strategi yang
mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal
. Kabupaten; ‘
3*(4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan yang baru oleh Menteri
Kehutanan terhadap bagian wilayah Kabupaten Simeulue pada saat Qanun
¢ ini ditetapkan, rencana dan album peta wajib disesuaikan dengan
. perubahan peruntukan, perubahan fungsi dan penunjukan bukan
kawasan hutan menjadi kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri

% 2
. Kehutanan; o
1(5) Penyusunan Rencana Rinci Wilayah Kabupaten, diprioritaskan disusun

pada kawasnn strategis Kabupaten, dilaksanakan sutu tuhun hingpa lima
. tahun pertimn, setelah Qonun ditetapkan

(6). RTRW ....... :
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6) RTRW Kabupaten Simeulue dilengkapi dengan dokumen Materi Teknis dan
Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini

7) Dalam hal belum terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri
¢ Kehutanan terhadap bagian wilayah Kabupaten Simeulue pada saat Qanun
ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) wajib disesuaikan dengan perubahan peruntukan, perubahan fungsi .
dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan, co

; | BAB XV1
I KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

(1) Dengan berlal;f;_j nya Qanun ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang
. berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti

R berdasarkan Qanun ini.

3 (2) Dengan berlakunya Qanun ini, maka :

"" a. 'Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai
dengan ketentuan Qanun ini tetap berlaku sesuai dengan masa
berlakunya; . :

b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai
dengan ketentuan Qanun ini berlaku ketentuan :

1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut

~ disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini:

2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut
disesuaikan dengan masa transisi berdasarkan ketentuan
perundang-undangan; dan : '

Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak

memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi

kawasan berdasarkan Qanun ini, izin yang telah diterbitkan dapat

dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat

pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang lavak;

¢. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpn izin can
bertentangan dengan ketentuan Qanun ini, akan diterbitkan can
disesuaikan dengan Qanun ini. '

d. Pemanfatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Qanun ini, apLr

dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperhukan.

>
d

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70 &
Pasal saat Qanun nfi mulai berlaku, Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 04

‘®Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71 e,




jundangkan di Sinabang
ada tanggal 12 Maret 2014 M
10 J. Awal 1435 H

/SEXRETARIS DAERAH,

\

Fligar setiap orang MNENGETANUIILY , IUCIUSI HiLausmrs P rarp =m0 y
ngan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
ggal 12 Maret 2014 M
{10 J. Awal 1435 H

pada tan

/

BUP

IMEULUE, % ' K

i

RISWAN. NS

+

fu

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2014 NOMOR 9
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Pasal 71

;,Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini
ngan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.
\

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 12 Maret 2014 M
10 J. Awal 1435 H

.Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 12 Maret 2014 M
: 10 J. Awal 1435 H

/SEKRETARIS DAERAH,

' NASKAH BIN KAMAR

KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2014 NOMOR 9
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- KABUPATEN SIMEULUE
~ 2014-2034 |




i

~ Lampiran V. - Q

e e e S
i R s
i 3 Pery

L4

un Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2014

Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Simeulue 2014-2034

Indikasi Program Penataan Ruang Kabupaten Simeulue
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. ; i m ! IV
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PmA sggia I 2019 | 3024 | 2029 :
2014 | 2015 | 2016 2017 2018 | 3023 2028 2034 ;
A PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG ) -
s :
1. Perwujudan Pusat Kegiatan A E
: Bapeda, Dinas APBN v :
® Pengembangan fasilitas pelayanan skala | pgy Sinabang Cipta Karyadan | APBD Prop., v v v v :
beberapa kecamatan d2n kabupaten. Instansi lainnya APBD Kab., !
e Bapeda, Dinas APBN :
® Pengembangan festiitas pelayanan skala | ppK Kampung Aie Cipta Karya dan . | APBD Prop., v v v
kecamatan. PPX Sibigo Instansi lainnya APBD Kab., 1
- PPL Nasreuheu
PPL Selare’e
. PPL Labuhan Bajau Bapeda, Dinas APBN
® Pengembangen fasilitas pelayanan skala | ppy, gajnr Cipta Karyadan | APBD Prop., v v v
beberapa desa. PPL Langi Instansi lainnya APBD Kab.,
’ PPL Lasikin .
. . . PPL Kuta Padang
JL. Perwujudan Sistem Jaringan .
Prasarans Wilayah Kabupaten
1. Jaringan Transportasl Darat
a. Jaringan jalan dan Jembatan
1) Jaringan jalan Nasional
Pada Wilayah Ksbupaten
» ruas jalan Sinabang - Sibigo :
sepanjang 93,37 km 3 i
! » ruas jalan Sinabang - Lasikin )
sepanjang 11,2C kn ;
o » ruas jalan Lasikin - Nasreuhe ]
. TP)’cmn‘g..-catan dan sepanjang 64,13 km Pekerjaan Umum APBN v v v v v v v vl
Temennaraan » ruas jalan Nasreuhe - Lewak -
Sibigo 131,67 km; i
» ruas jalan Simpang Lantdng - i
Labuhan Bajau sepanjang 32,08 km .
i o ruas jalan Air Dingin - Kota Batu - ; ;
- : q . . A S D A TR T AL A
e - e s . p———

¥t
)
)

et
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PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

Labuhan Bajau sepriaing 23.09 kg

2) Jaringan Jalan Provinsl

Pada Wilayah Kabupaten

¢ Peningkatan dan
_Pemeliharaan

3. ruas jalan Sigulsi - Nasreulh

l.ruas jalan Lauke - 3uly Hadek
sepanjang 9,8 km

2.rues jalan Xuala Mak—wur — Salur
Latun sepanjang 19,46 i= :

sepanjang 24,71 km

Pekerjaan Umum

3) Jaringan Jalan Kabupaten

peningkatan jalan

Seluruh kecamatan Dinas Bina Marga APBD Prop.,
kolektor sekunder o8 P
peningkatan jalan lokal Seluruh kecamatan Dinas Bina Marga
primer
4) Jembatan

% Pembangunan dan

peningkatan jembatan, -

Seluruh kecamatan.

Dinas Bina Marga

b. Terminal

® peningkatan dan penataan
terminal penumpang tipe C -

Desa Suka J aya

Dinas

Perhubungan dan
Komintel 1

4 Pembangunan Halte

{dipersiapkan menjadi sub
‘terminal)

Simeulue Tengah ;

* Desa Nasreuhe Kecama-2o Salang:

* Desa Langi Kecamarar - afzn;

Barat;

» Desa Bulu Hadek Kecamatan Teiuk ;
Dalam; :

* Desa Labuhen Bajzu Kecamatan |
Teupah Selatan: dan

» Desa Salur Kecamatan Teugah Barar.

'» Desa lasiin Kecamran Teupgh *
i Tengah;

* Desa  Kampung Aie Kecamatan |

- Malasin Wearcoeaoam N T S
» Desa Malasin KeCmata.u Siameuiue !

Dinas

Perhubungan dan.
Komintel

#»Desa  Kuta Padang Xacemaren

APBD Prop.,




PROGRAM/KEGIATAN
3014 | 20158 | 2016 | 2017 4018 | 2023 | 2028 2034
Simeulue Cut.
} Dinas APBN
* Pembangunan Terminal ® Desa Suka Jaya Perhubungan dan | APBA v v v v
_|» Desa Malasin Komintel . -
Barang :
Dinas ! APBN
® Pembangunan Unit Pengujian Suka Perhubungan dan APR:
Kendamiun Bermotor B Dcsﬁ‘. .anya Komintel &pa:h ’ i v
. Jeringan pelayanan lalu lintas
" dan angkutan jalan -
1. Angkutan Penumpang antar i
kota dalam provinsi {AKDP), meliput;
Sinabang - Labuhan Haji - Blang Pidie :
- Simpang Peut ~ Meulaboh — Calang -
Banda Aceh. - .
2, Trayek  angkutan dalam
Kabupaten Sinabang, meliputi;
* Trayek Sinabang — Sp. Lanting -
Sahar — Kampung Aie;
e : * Trayek Sinabang — Selare — Sibigo;
® optimalisasi dan . _ he . R
pengembangan trayel * Trayek Sma}ba?g Sp. Lanting Dinas APBN
ton q Labuhan Bajau; Perhubungan dan APBA v v v v v v v v
anglutan umum dan * Trayek Sinabang - Labuhan Bajau; Komintel APBK
® penyediaan sarana angkutan | , Trayek Kampung Aie — Kota padang R
penumpang.’ - Nasreuhe — Langi; dan
* Trayek Langi - Stbigo.
3.
rayek angkutan barang, terdiri atas;
* Sibigo-Meulaboh-Banda Aceh; ; o
* Sinabang-Labuhan Haji-Medan: ;
* Sinabang-Singkil-Medan; !
¢ Sinabang-Sibolga. ; .
]
d. jaringsn transportasi '
penyeberangan .
N e pelabuhan Sinebang di Kecamaran Dinas ADTN i
» optimalisasi pelabnhaq Simeulue Timur; Perhubungan dan | _@5.\ I v
penyeberangan sebagai * pelabuhan  Sibigo di Kecamatan | Komirzel L AT g v v v v v v
pelabuban pengumpan Simeulue Bara;: ' ATSX
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T o m v
INSTANS) SUMBER 2029
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI PELAKSANA DANA I 20-19 20.24 &
3014 | 2018 | 2016 | 2017 l 2018 | 2023 2038 2034
* Rencana jalur penyeberangan o Sibi . Dinas 7 :'
3 ur go-Meulaboh; APBN : i ;
unmsb:ﬂ:; ananhnta: mpan * Sinabang-Labuhan Haji; Perh\lzl;gg?s dan APBA v v v v : v PV v v
E:cgiyputi: gan pengumpan, > Sinabang-Singlil; APBK ;-
2. Sistem jaringan transportasi laut ‘ )
. * pelabuhan  laut  Sinabang a4 Dinas APBN )
: *» Pengembangan pelabuhan laut Kecamatan Simeuhie Timur; Perhubungan dan APBA v v e v v
sebagai pelabuhan pengumpan * pelabuhan khusus Ujung Sarang di Komintel et .. ;
ST _ Kecamaten Teluk Dalam =~ :
¢ Sinabang - Teluk Bayur; :
j * Singbang - Sambas; Dinas :
! . S{nabang - Labuhan Haji; Perhubungan dan APBN ) ) . _ ) ) '
* Pengembangan alur pelayaran * Sinabang - Kuala Bubon: Komintel APBA v S v v : g v v
¢ Sinabang - Malahayati; APBX H
¢ Sinabang - Sabang_, -
3. Sistem jaringan transportasi udara
Dinas APBN
* Pengembangan bandar udara s Perhubungan dan ) ) . , . . N v
sebagai bandar udara pengumpan Bander udara Lasikin Komintel A‘u;gﬁ v v v ¥ v ¥ v
* Lasikin - Kuala Namu;
* Lasikin ~ Cut Nyalk Dhien; Dinas APBN
: s Lasikin - Sultan Iskandar Muda; Perhubungan dan i X , . v
¢ Pengembangan jalur penerbangan * Lasikin - Kuala Batu; dan Komintel ggﬁ v v v v v v v
* Lasikin - Malikulsaleh,
* Bandar Udara Air-Strip Amabaan di Dinas :
Kecamatan Simeulue Barat sebagai Perhubungan dan APBN : :
* Pembangunan bandar udara bandar udara kebencanasn " ° Komi ftnl APBA v v v v v Lv v v
' * Bandar Udara Pulau Baby sebagai T APBK
bandar udara pengumpan :
4. Sistem Jaringan Energl . |
* tenaga surya atan PLTS tersebar di :
: Kecamatan Simeulue Barat dan Dinas APBN :
* pengembangan energi listrik Alafan serta pulau-pulau kecil Pertambangan, APBA v v I' v v v v v
terbarukan dalam wilayah Kabupaten Simeulue; SDA, Energi dan APBK ;
* energi tenaga - mikro hydro yang SDM
berpotensi di  Pulau  Selaut § — ‘
= A AN e T— g —— - — SS— ——— A A O S R RS RN XX

Hal. 4



q w L3

PROGRAM/KEGIATAN
2014 | 2018 | 2016 2017 2018 2023 2028 2034
| Kecamatan Alafan, Pulau Baby dan :
!  Desa Pulau Teupah di Kecamatan
i Teupah Selatan, Desa Pulau Siumat
Kecamatan Simeulue Timur; dan
: » energi tenaga biogas di Kecamatan
-~ Alafan.
: o Pembangkit Liswik Tenaga Diesel
{ dengan kapasitas 8 MW di Desa .

. pen bangan energi listrik tdak i Lasikin Kecamatan Teupah Tengah; APBN
pengembang *erg st g » Pembangkit Listrik Tenaga Uap APBA v v v v o Y v X
terbarukan "dengan kapasitas 2x7 MW di Desa APBK

Kota Bam Kecamatan Simeulue
Timur.

* Pengembangan jaringan Sahiran APBN )

Udara Tegangan Menergzk iSUTM) . Seiuruh kecamatan PLN APBA v v v v v v LS N 4
~-20 KV APBK :

» Pengembangan jaringan Saluran } APBN .
Udara Tegangan Rendah {SUTR) -~ | Seluruh kecamatan : PLN APBA v v v v v \Z v v
220 Volt APBK ’ i

¢ Gardu Induk Lasikin di Desa Lasikin
Kecamatan Teupah Tengah,

» Gardu Induk Sibigo di-Desa Sibigo
Kecamaran Simeulue Barat, AFBN .

» pengembangan gardu induk * Gardu Induk Kampung Aie di Desa PLN APBA v v v v v v’ v v

Kampung Aie Kecamatan Simeulue APBK
Tengah dan

» Gardu Induk Xota Batu di Desa Kota
Bate Kecamatan Simeulue Timur,

» Depo Pertamina di Desa Suka Jaya
Kecamatan Simeulue Timur;

» SPBU Pertamina di Desa Suka Jaya

e am memcmeama  Secamatan Simeulie Timur. Desa

* Pengexﬁbfmg?njarmgm prasaaca :  Wellanglum Kec. SimeulueTangah Pertamina - v v v v v v v v i

energy lamnya dan desa Batu Ragi kecamatan h
. Simeulue Barat, serta wilayah
| lainnya yang potensial.

5. Sistem Jaringan Telekomunikasi -
» Pengembangan sistem jaringan - : Telkom, Swasta, APBN
ECIMOANg LI janngEn : Seluruh kecamatan . ’. oy APBA v v v v v v v v
seiuler atau tenpa kabe! Instansi Terkait APBK
AT
Hal. 5 °




. 2014 | 2015 | 2016 2017 2018 | 2023 | 2028 2034
gan prasarana teknologi
i i kawasan perkotaan
melahui SID-SITAC, sistem BWA AP
komunikasi dengan dasara BW, - . BN
(Broardband Wirlass Acess) dan Seluruh kecamaran ‘flsktgf o iz:ks;at, APBA v v v v v v v v
VSAT (Very Small Avperture = APBK
Termina) sesuai dengan konsep .
Aceh cyber dalam Qanun RTRW -
Provinsi Aceh s,
Jaringan Sumber Daya Alr . S e
’ . a) Normalisasi sungai melipun:
* sungai Sinabang sepanjang 103.5% !
m yang berada di Desa Suka Karya !
Kecamatan Simeulue Timur; i
® sungai Salur sepanjarng 92,5% = ;
berada di Desa Salur Lamn .
Kecamatan Teupah Barat; i
* sungai Leubang sepanjang 54,28 :
m berada di Desa Leubang
Kecamatan Teupah Barat; i
* sungai Luan Batu. _ sepanjang |
752,98 m berada di Desa Suak
Buluh Kecamatan Simeulue
Timur;
* sungaj Sua-Sua sepanjang 152,49 APBN
¢ Pengembangan sistem m berada di Desa Sua-Sua o
pmg;zdahaiaganpr Kecamatan Teupah Tengah Dg}as . AI;A!SQ v v v v v v v v
b) Pembangunan tanggul  sungaj
meliputi:

e

* Sinabang sepanjang 1840,36 m di °
di Desa Sinabang dar Desa Suka :
Karya Kecamatan Simeulue Tizur |

* Salur sepanjang 1133,13 m di |
Desa Salur Kecamatan Teupah :
Barar;

* Desa Lasikin sepanjang 738,47 m g
di Desa Lasikin Kecamaran ;
Teupah Tengah -

* Desa Sua-Sua sepanjang 532,27 = ;
di Desa Sua-Sua Kecarmatan -
Teupah Tengah;

*» Luan Air Dingin Stpaniang 71702
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m di Desa Air Dingin Kecamatan !

Simeulue Timur; : :

c} Pembangunan tanggul laut meliputi: :

* teluk Sinabang sepanjang
5.039,32 m yang berada di Desa
Luge, Amaiteng Mulia, Suka
Karya, Suka Maju, Sinabang, Suka : . s

~ Jaya, Ameria Bahagia , Air i
Dingin,dan Desa Kota Batu; : :

¢ teluk Sinabang sepanjang
2.434,57 m yang berada di Desa
Air Dingin, Ameri Bahagia dan

. Suka Jaya; ) il

-7 ) * teluk Sibigo sepanjeng 312,77 m
yang berada di Desa Malasin

* Labuhan Bajau sepanjang 504,23, :
m; '

*» Salur sepanjang 557,11 m;

¢ Lewak sepanjang 979,61 m.

{a) danau Mutiera Laut Tawar di Desa

Buluhadek Kecamatan Teluk Dalam

b) deneu laulo Laut Tawar di Desa

St ¢ . e

Awmabaan Kecamatan  Simeulue APBN :
s Pemanfaatan Danau Barat Dinas PU APBA. A v A v v v v
c) danau Tirama di Desa Buluhadek APBK i

Kecamatan Teluk Dalam

d) danau Luan Boya di Desa
Buluhadek Kecamatan Teluk Dalam.
a) embung Scfuluh di Desa Sibuluh
Kecamatan Simeulue Tengah seluas
2,29 ha dan volume air + 68.700
m3;

b) embung Latitic di Desa Lattik

APBN - L

» Pemanfaatan Embung ;g;?:t?mbﬁfcﬂ;i :;‘8:&; lb;‘;gg Dinas PU :ggi Py ‘ v v v v v
-%:m3; . i ‘ !
c) embung Sefoyan di Desa Sefoyan ' |
Kecamatan Simeulue Timur seluas i !
0,83 ha dan volume air + 16.600 :
m3. i .
APBN i i
» Pemanfaatan Daerah Irigasi Kabupaten Simeulue Dinas PU . AP3A- < v v v v v v
APBK -
VOO —— S e S —rr— sl
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; Jaringan air baky sungai untuk air
i bersih, yair ; : : .

* Sungai Luan Kuala - Makmur i
kapasitas 1.060 It/detik di Desa ! :
Kuala Makmur Kecamatan : ' :
Simeulue Timur: . ; ;

* Sungai Luan Lafua kapasitas 210 . Cod :
It/detik  di Desa Labuah
Kecamatan Simeylye Timur;

* Sungai Sebbe} kapasitas 1100
It/detik ~Desa Tanjung Raya

. Teluk Dalam; :

: * Sungai Luan Ladon kapasitas i

1500 It/detl di Desa ILaure'e . )
: *  Kecamatan Simeulye Tengah ’ ) i

. * Sungai Luan Along  kapasitas

2.560 It/detilk di Desa Along

P Kecamatan Salang;

* Sungai Salir kapasitas 160

] t/detik di Desa Salur Latun

e aem e e o

i R Kecamatan Teupah Barat; APBN : )
H ¢ Peman{aa.tan sungal dan.m ata . * Sungai Putra Jaya kapasitas 90 Dinas PU APBA v v v v v v v v
? sebagai eir balau uniuk air bersih It/detik di Kecamatan Simeulue APBK

i

Tengah; dan H
| b) Jaringan air baku meia air untuk i
air bersih, yaity :

* mata air Batu Ragj kapasitas 20
It/detik di Dega Batu- Ragi
Kecamatan Simeyhse Barat;

® mata air Sembilan kapasitas 10
It/deuk gj Desa  Sembilan :
Kecamatan Simeulye Barat; _ : .

* mata air Suak lamatan kapasitas 3 ) P
/det di Desa Suak lamatan o ’ — o
Kecamatan Teupah Selatan; 1 :

¢ mata air Kolok kapasitas 5 It/detik ;

di Desa Kota Baty Kecamatan :

i Simeulue Timur; !

’ ¢ mata air Leubang Hulu kapsitas - i ; i
10 It/detik d: Desa Leubang Huly | | g ' i
Kecamatan Teupah Barat; dan ’

* mata air Ana'o kapasitas 5 1t/detik
: di Desa Ana’o Kecamatan Teupah

T ———————— ——— ——M—-‘ I e S AP A s ey O i
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Selatan.

7. Sistem Jaringan Persampahan

» Xecema:an Simeulue Timur

- APBN
o Pengembangen TPS ‘e Xecammazzn Simeulue Tengah Dinas PU APBA v v v
‘o Xeczmaran Simeulue Barat - APBK
» Xacamaran Simeulue Timur APBN
» Pengembangan TPA ;» Reczmatan Simeulue Tengah Dinas PU APBA v v v
o RNecamatan Simeulue Barat APBK
8. Sistem Jaringan Air Minum
_ , o » Sinabang
. » Sibigo
*pepiembengn prben a7 | Tanung Rava U R
. - S * Salur inas P APBA v
Pz““i’f‘a‘ai’,as‘“‘mla’“‘ga"‘ » Layabaung/Selare APBK
Perp - » Kampung Aie
» Nasrche
. . APBN
* pcn&gcmbangan sistem perpipaan Seluruh Kecamaten Dinas PU APBA v v v
perdeszan APBK
9, Sistem Jaringan Alr Limbah
» pengembangan instalasi » Kecamatan Simeulue Timur Dinas PU ‘prgi v v v
Pengolahan Limbah Terpadu {IPLT) e Kecamatan Simeulue Barat APBK
10.8istem Jaringan Drainase
. s Sinabang APBN
. gr‘:“.?»‘:‘b;“cfffo‘t::;‘ peningkatan L o0 Dinas PU APBA v v v
amnase » Kampung Aie APBK
11.Sistem Evakuasi Bencana .
2i jzslur evzkuasi bencana gerakan
- tanah tnggi meliputi:
*» K=camaran Simeulue Timur;
; *® Kecamatan Teluk Dalam;
i o Kecamatan Teupah Barat; dan APBN
+ Penyediaan jalur evakuasi !« Kecamatan Simeulue Tengah Dinas PU, BPBD APBA v
B} iziur evekuasi bencana gempa bumi APBK

- e Xeczmastan Simeulue Timur;

e o S
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* Kecamatan Simeulye Barat; .
* Kecamatan Salang; dan i
» Kecamatan Simeylye Tengah. ;
d) jalur evakuasi bencana tsungm;j |
meliput seluruh Xecamaran. -
12.8istem Jaringan Prasarana . - '
kabupaten lainnya -
A, prasarana pemerintahan dan i
pelayanan umum :
® pengembangan prasarana ;
pemerintahan dan pelayanan ; inas PU APBN
umum tingkat Kabupaten ! wemas APBA v v v v v v v v
i APBK
* pengembangean prasarang !
pemerintahan dan pelayanan
umum tingkat kecamatan
o pengembangan prasarana APBN
- s
m?n;a;?:t ?ligax;day anan | semua Kecamatan Dinas PU APBA v v v v v v v v
kelirahan dan t APBK
* pengembangan prasarana
pemerintahan dan pelayanan i
umum tingkat RW.
b. prasarana pandidikan
® pengembangan prasarana ’ Dinas Il;c;)dldxken ’ APBN
serana pendidikan sekolah Kecamatan Simeujue Timur as APBA v \4 v v v v v v
tingei BUDPARPORA dan APBK
BBt : Swasata .
® pengembangan prasarana

pendidikan se-tingkar : H
Sekolah Lanjutan Tingkat - ; & ;
‘Atas {SLTA) . :
. Dinzs Pendidikan |

¢ pengembangan prasarana ; Dinas ,
pendidikan s‘e-tingk.at | Semua Kecamatan BUDPARPORA dan v v v v v v v
Sekolah Lanjutan Tingkat . Swasara i

Pertama (SLTP)

® pengembangan prasarana
pendidikan se-tingkat

Sekolah Dasar {SD) dan
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® pengembangan prasarana
pendidikan se-tingkat Taman :
Kanak- Kanak (TK). i
€. prasarans keschatan ;
. APBN i : i
* Ppengembangan rumah sakit | o ononan Simeulue Timur Dinas Kesehatan APBA ;i v = v v v v v v
tpe C : APBK ;
1. Kawasan Perkotaan Teupah ' 1
Tengah APBN :
® pengembangan puskesmas 2. Kawasan Perkotaan Teupah Timur | Dinas Kesehatan APBA v Pow v v v v v
rawat inap dan. . . =
; an. . . APBK- :
3. Kawasan Amanan Bano. ] :
® pengemban uskesmas di i
gmg §MP ﬁPBN -
Semua Kecamatan Dinas Kesehatan APBA v Y v v v v v
¢ pengembangan puskesmas © APBK : -
pembantu di PPL. .
d. prasarana perdagangan
® pengembangan prasarana Dinas APBN
perdagangen skala Kawasan Perkotaan Sinabang Perindustrian dan APBA v v v v v v v v
kabupaten : Perdagangan APBK
® pengembangan prasarana 1. Kawasan Perkotaan Kampung Aie T Dinas - APBN :
perdagangan skala beberapa dan Perindustrian dan APBA v v v v v v v v
kecamatan dan 2. Kawasan Perkotaan Sibigo Perdagangan APBK
® pengembangan prasarana Dinas APBN
perdagangan skala Semua Kecamatan _Perindustrian dan APBA v v v v v v v v
kecamatan. . Perdagangan APBK
e. prasarana ruang terbuka, :
taman dan lapangan olah raga/ i i
rekreas{ ] . ;
) APBN :
* tingkat kabupaten perkotaan Sinabang Bapedalsihman APBA LA S v v v v v
. - . — - APBK  #2 ] - ;
g ' - : : APBN i ]
¢ tingkat beberapa kecamatan | Semua Kecamatan Bapedalsihman APBA A Tow ! ¥ v v v v
APBK ! i
® tingkat kecamatan di C APBN i
kot ti . / é i : H .
ll::mage(; a?x fan tap Semua Kecamatan Bepedalsihman ! APBA v OO v v v v v
¢ tingkat lingkungan disebar ke

X N " - ————.
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kaxasan perkotaan dan ;
o¢erdesaan. :
f.prasarapa peribadatan
APBN
* ==siid kabupaten kawasan perkotaan Sinabang Dinas PU APBA v v bow v v
APBK
® mesiid Xecamatan di .
xaxasan perkotaan tiap APEN
kecamatan Semua Kecamatan APBA v v v v v
¢ tngkat lingkungan disebar ke APBK .
kawasan perkotaan’dan
perdesaan .
§- prasaranz mitigasi bencana
___tsunami :
¢ peayedinan pemecah .
gelombang APBN :
® oenyedisan tempat — tempat Kecamaran Pesisir Dinas PU APBA v v v v ; v
perlindungan _ 'APBK i
¢ _relokasi permukiman. o §
B. PERWUJUDAN POLA RUANG
L Perwujudun Kawasan Lindung
1. Kawasan hutan lindung
1. kecamatan Stmeulue Timur;
2. kecamatan Teupah Barat;
® Pembangunan tepal batas huten | 3 kecamatan Teluk Dalam; |
irdung 4. kecamatan Simeulue Tengah; - APBN
® Reabilitasi hutzn dan lahan di 5.  kecamatan Salang; ‘ P o e i
Hewasan huian Endung 6. kecamatan Simeulue Barat; dan Bapedalsihman Q;’gﬁ v v v v :
® Srirdc semtal fomeee pe T 7. kecamatan Alafan. ]
,? l‘é?-_“" O REwasan huan 8. Kecamatan Simeutue Cut - | !
ancung . 9. Kecamatan Teupah Tengah :
- = 10. Kecamatan Teupah Selatan
3. kawasan perlindungan setempat v
e pmm i aete . 1. Kecamatan Teupah Selatan; Dinas PU; ;
"’ci e ﬁ?'iqi?sﬁ?g?tzn 2. Kecamatan Simeulue Timur; APBN i :
PERIZ. sunga, ¢ ’ ’ 3. Kecamatan Teluk Dalam; APBA v . v i v v oo
= ) ) |4 Kecamatan Teupah Barat; Dinas Kehutanan APBK ' ’ .
® 22=etzpacn Saiss xawasen lindung | s, Kecamatan Simeulue Barat; dan Perkebunan: i . :
R X K X e S s et e A R Ot I I o e e e e T —— o -
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. 6. Kecamatan Simeulue Tengah;
.p:;h::‘?:ézn kl:laaz::;ny:erta 7. Kecamatan Salang; dan . Bapedalaihman,
P : 8. Kecamaran Alafan, Dinas Kehutanan
¢ pengelolaan, pemehhar aaan, 9. Kecamaran Simeulye Cut . dan Perkebunan.
pelestarian, rehgbﬂxtaa kawasan ;
sempadan pantai, sungai, danau, i Dinas Kehutanan
siz, embung, mata air dan Perkebunan ’
® pengembangan Ppartisipasi
masyarakat dalam pengelolaan e Dinas Kehutanan
awasanhndung dan Perkebunan
® pengembangen pola intensif dan .
disinsentif pengelolaan kawasan 32?;5_?{2&%2?
lindung Dinas PU,
® pengawasan kawasan lindung Bapedalsihman
¢ pemeliharaan dan Rehabilitasi .
Sungai di bagien huly - B Dmaals PU,
® pemeliharasn dan Rehabilitasi di “pedalsihmen
bagian hilir DWS dan ,
® penyusunan masterplan RTH. . Dinas PU,
Bapedalsihman
3. kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap kawasan
bawahannya
® penetapan kawasan yang
memberikan perlindungan
terhadap kawasan bawahann a
er P N Y 1. Kecamatan Teupah selatan:
¢ pemantauen dan pengendalian 2. Kecamatan Simeulye Timur; 1. Lo
kawasan 3. Kecamaten Telyk Delam; ' S . - ‘ T
* pengembalian fungsi lindung 4. Kecamatan Teupah Barat; APBN 1
derigan rehabilitasi dan reboisasi ... 2 %ccamatan ;S;eulue Earat;. . Bapedalsihman APBA v v v v v v v v
¢ pengembangan partisipasi - ’Ccflmafil -:Aem‘uefcngan, APBEK ’
masyarakat dalam pengelolaan 7. Kecamatan Salarg; dan .
kawasan 8. Kecamatan Alafan,
. . 9. Kecamatan Teupah Tengah
* pengembangan pola intensif dan 10. Kecamatan Simenlue Cut
disinsentif pengelolaan kawasan
dan
® pengawasan.
4. kawasan suska, pelestarinp alam,
dan cagar budaya Taman Hutan ;
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kawasan rawan bencana.
IO. Kawesan Budidaya
1. kawasan peruntukan hutan ]
roduksj i
® penetapan targ batas kawasan ,
hutan prody ki terbatas i
¢ pemanfaatan hutan produksi .’
terbatas secara lestari ]
® penetapan tata_ batas kawg L Kecamatan’l‘eupah Selatan
hutan produksi ) 2. Kecamatan Simeulue Timur i
¢ rehabilitasi hutan dan lahan kritis 3.  Kecamatan Teluk Dalam
® perlindungan dan konservasi 4. Kecamatan Simeulue Tengah Dinas Kehutanan APBN l i :
sumber daya hutan dan lahan S. . Kecamatan Selang dan Perkebunan APBA |y | ; i
; . 5. Kecamsatan Simeulue Barat dan APBK ;
¢ pembinaagn dan penertiban 7. Kecamatan Alafan, !l i
industri hasil hutan 8.  Kecamatan Teupah Tengah I ; l
® pengembangen hasj) hutan bukan | g Kecamatan Simeypye Cut ,' i
© pengembangan tanaman hutan I i
dan H
® peningkatan P<masaran hagj) |
roduksi. i ]
3. kawasan Peruntukan hutap rakyat f
" Pengembangan tanaman hutan 1. Kec. Simeulue Timyy- I '
® pengembangan hasj] hutan bukan 2. Kec.Teupah Barat; B ] ! ’ l —
kayu 3. Kec. Alafan, [ : ! .
® pengembangan sarana dan 4. Kec. Simeulue Barat; . . APBN . A i _ ! !
prasarana pendukung kegiatan g Kec. Teluk Dalam; ) Dmag;lﬁ;hutafx'an ae APBA l’ v ¢ ; N v : . P , v v
- A aricah i I 1l H
® pengembangan manajemen e g:g' ’Srf;f :Lieii:;’h* dan Perkebunan APBK ! i ! |
pengelolaan yang lebip teroganisir 8 Kec. S alang ' ' i i i
dan ' 9. Kec. Teupah Tengah ',
® penyusunan Imasterplan 10. Kec. Simeulye Cut ;
kehutanan. i .
3. kawazan peruntuksg Pertanign i | | i
1. Kec. Simeulye Timur; Dinas Pertanian APBN ‘ i 4 ' i ]
* pengembangan sarana dan 2. Kec.Teupah Barar; dan Tanaman APBA ¢ ¢ . v ¥ R v v
présarana 3. Kec. Alafan, Pangan APBK | ; ‘ : : !
. ——— — e
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Kec. Simeulue Barat; :

Kec. Teluk Dalam;
Kec. Teupah selatan;

® pengembangan agroindusoi g
6.
7. Kec. Simeulue Tengah;
8.
9.

® pengembangan usaha tani terpadu
berwawasan agropoktan -

¢ inventarisasi dan penetapan lokasi Kec. Salang
usaha peternakan dan kawasan Kec. Teupah Tengah
seatra produxsi temak 10. Kec. Simeulue Cut

® penataan dan pengendakian lokasi |
usaha peternakan dan kawasan

sentra produlesi termak

® penggembargan fasilitas dan
infrastruleur perndulaing

¢ pengembangan pusat pengumpul
dan distibusi seiernakan

® pengembangzae perkebunan besar
dengan perlibatan masyarakar
sebagai ind dalam pola
Perkebunan Inu Rakyat (PIR)

® pengembangan perkebunen rakyat
mandiri dan atau plasma dalam
pola PIR

® peningkatan pemasaran hasil
produksi

¢ pengembengan kawasan tanaman
tahunan

® peremajran dan. rehabilitasi untuk
tanaman yang sudah tua dan

* penyusunan masterplan perianian,

4. kawasan perontukan perikanan

- Al. Kec. Simenlue Tizﬁur;

® rehabiliiasi dan konservasi 2. Kec.Teupah Barar;

sumberdayz pesisir dan laut 3. Kec. Alafan.
: . ‘4. Kec. Simeuhie Barat; o :

. p:ﬁsﬁzgm;m 5. Kee. Teluk Dalam; Dinas Perikanan ggﬁ . , . . )
peng L . . L 6. Kec. Teupah selatan; dan Kelautan APBK v v

® pengembangan =luskimariim | 5. Kec. Simeulue Tengah; ~ .

® peningkatan sarana prasarana 8. Kec. Salang : l
peighukas periks=an 9. Kec. Teupah Tengah . . ' !
3} . 10. Kec. Simeulue Cut :
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PROGRAM/KEGIATAN LORAST | rELANSAm, DANA 1 » 2019 | 2024 | 2029
2014 | 2018 | 3016 2017 2018 | 2033 | 2028 2034
1. Kee. Simeulye Timar;
2. Kec.‘l‘enpah Barat;
Py o | 3 Ko i .
. pengembangan pusat pengumpul 5. Kec. Teluk Datam: s Dinas Perikanan gB A v v v v v | v v v
dan distribusi ; 6. Kec. Teupah selaran. dan Kelautan APBK
® peayusunan masterplan j 7. Kec. Simeuje Tengan: -
pertkangn. 8. Kec. Salang
9. Kec. Teupah Tengan i
10. Kec. Simeulue Cur
® penyusunan penelitian deposit
mineral pertambangan
¢ pengembangan kawasan
pertambangan
¢ pemantauan dan pengendalian
kawasan usaha pertambangan
® peningkatan sarana dan prasarana 1. Kec. Simeulue Tj .
' . . imur;
kawnsen p .bangan._ 2. Kec.Teupah Barat;
® pengembangan informas; 3. Kec. Alafan.
.sumberdaya mineral dan energi 4. Kec. Simeulie Barat; Dinas APBN
® peningkatan produksi dengan S. Kec. Teluk Dalam; Penamngan, APBA v v v v v v v v
tetap memperhatikan kelestarian 6. Kec. Teupah selatan; - SDA, Energi dan APBK
lingkungan 7. Kec. Simeulue Tengah; SDM, '
. 8. Kec. Salang
® peningkatan peran serta 9. Kec. Teupah Tengah
masyarakat 10. Kec. Simeulue Cut .
® pendataan ulang izin ; 3 e ; o
® reboisasi tanaman : O
- " ® pengembangan kegiatan - :
pertambangan umum lainnya dan -
® reklamasi lokasi habis ditambang
untuk digunakan komoditi lain, !
6. kawasan peruntukax Industri B
® penyusunan masterplan kawasan | 21, g:g‘,riﬁ:gueffu’ ’ | Disperindagkop | APBN | ' ,
peruntukan industri i 3 ‘{ec. Alafan = dan UMKM APBA v -y ~owe | v v v v
® pengembangan IKM dengan y' 3. Kec. Simenlus Sararn APBK _ e e M —J
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PROGRAM/ LOKASI PELAKSANA DANA I 2019 | 2024 | 2029

3014 | 2015 | 2016 | 2017 2018 | 2023 2028 2034

membentuk sentra - sentra . Kee. Teluk Dalam;
produksi Kec. Teupah selatan;

5
6.
. : 7. Kec. Simeutue Tengah-
. tan sistem asar; ! gah;
peningkatan sistem pemasaran 8. Kec. Salang
9

® perintisan pengembangan kawasan . Kec. Teupah Ten
peruntukan jalen lingkar selatan | 10 goc. Sim;e)ulne Cug?h
® pengembangan klaster-klaster ’ :
Industri kecil den menengah
terkait dengan keberadaan jalan | -

#%. bebas hambatan di kawasan ;
perkotaan serta desa yang -
potensial ) |

® membuka peliang sebesar- : i
besarnya bagi industri unmk
berinvestasi pada-tempat singgah
atau tempat istirahat jalan bebas
bambatan

® menempatican produk usaha pada
tempat singgah atan tempat
istirahat dengan pola kemitraan

® pengembangan aneka produk
olahan dan

® peningkatan kemampuan reknologi
industri Pengelolaan IKM dan
UMKM.

7. kawesan peruntukan pariwisata

® penyusunan Rencana Induk
Pengembangan Pariwisata Daerah

¢ penataan dan pengendalian 1. Kec. Simeulie Timur; ' - gy

pembangunan kawasan obyek 2. Xec.Teupah Barat; . : S D 8
T wisate ' C 3. Kec. Alafan. . ¥ : : :
® tata batas obyek- obyek wista ‘S’- ﬁec ;11;02131:1 Barat; : ' wax |
- Kec. Telu am; i ; : Hllag ;

® p?ngcmbangan satuan kawasan 6. Kec. Teupah selatan; ng:; g:g:?:g; an ! APBA ‘ v v v v v v v v
wisata - 7. Kec. Simeulue Tengah; l APBK

® pengembangan obyek wisata 8. Kec. Salang ! |
utama S. Kec. Teupah Tengah

® pengkaitan kalender wisata 10. Kec. Simeulue Cut - | |
kabupaten ‘ .

® pengadaan kegiatan festival gelar
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INSTANS]
PELAKSANA

SUMBER
DANA

2014 | 2015

2018

2018

2029
2034

seni budaya
® peningkatan akomodasi dan
infrastruktur dan

® penyusunan Rencana Penataan
Curug 7 Panjaha,

8. kawasan peruntuksn permukiman
perkotaan

L4 ngembangandap Penataan
kawasan perk5taan

¢ penyusunan masterplan
pengembangan permukiman

¢ monitoring dan evalasi
pelaksanaan masterplan
permukiman

® pengendalian pertumbuhan
pembanguan perumahan bary

® penataan dan rehabilitasi
linglungan kawasan permukimen
lkumuh )

® peningkatan penyehatan
inglungan Permukiman
® pengembangan prasarana dan
sarana kawasan cepat tumbuh
perkotaan dan

® Penyiapan Lahan KASIBA dan
LISIBA. '

PN~

No

8.
9.

Kec. Simeulue Timur;
Kec.Teupah Barat;
Kec. Alafan,

Kec. Simeulue Barat;
Kec. Tetak Dalam;
Kee. Teupah selgtan;
Kec. Simeulue Tengah;
Kec. Salang

Kec. Teupah Tengah

10. Kec. Simeulue Cut

Bappeda/ Dinas PU

APBN
APBK

v v

v

<

v

9. kawasan peruntukasn permukiman

® penyediaan sarana listrik

® program penyedidan air bersih
secara sederhana :

® pengembangan Jaringan jalan desa

® pengembangan sarana angkutan
orang dan barang unmk
menunjang produksi pedesaan dan

® penyediaan fasilitas kesehatan.

o

Permukiman Perkotaan Sinabang,
Kampung Aiz dan Sibigo
Permukiman Perdesaan di seluruh
Kecamatan ’

Dinas PU

APBN

APBK

10.kawasan peruntukan lainnya

v
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PROGRAM/KEGIATAN
' 2014 | 2015 | 301e 2017 2018 | 2023 | 2038 2034
 a. Pengembangan Kawasan
Tentara Naslonal Indonesia
Y Pergembangan Kodim Kecamatan Simeulye Timur
P ngcmber_gan K&rg-—eﬂ Tlap chamat&n ;
® Pengembangas Kompi + Kecamatan Teupah Tengah .
Senapen .
® Pengembangan intel Kodim Kecamatan Simeuhje Timur .
* Pengembangan Lanal Kecamatan Simeulue Timur =
Kecamatan Alafan
® Pengembangen Pos Angkatan | Kecamaran Teupsh Selatan
Laut ' Kecamatan Simeulue Tengah
. Pulay Selaut Besar )
b. Pengembangan Kawasan
Kepolisian Republix Indonesia
. AFBN
® Pengembangan Kepolisian Kecamatan Simeulue Timur Instansi Terkait APBA v v v v v v v v
Resort APBK -
¢ Pengembangan Kepolisian Setiap Kecamatan Instansi Terkait APBA v v v v v v v v
- Sektor ] APBK
. ‘ APBN :
® Pengembangan Pos Polis; Kecamatan Simeulue Timur Instansi Terkait APBA v v v v v v v v
Lalu Lintas ‘ APBK
) : Kecamatan Simeulue Timur ) APBN
® Pengembangan Pos Polisj Air | Kecamatan Simeulye Cut Instansi Terkait APBA ' v v \ v v v v A4
Kecamatan Alafan APBK
¢. Kewasan Transmigrasy ]
i 1. Kecamatan Teupah Selatan )
i 2. Kecamatan Simeulue Barat _ S APBN
* Pengembangen Nanasan { 3. Kecamatan Simeulue Tengeh Instansi Terkait APBA v v v v ¥ v v
Transmigrasi i 4. Kecamatan Teluk Dalam ‘ APBK
5. Kecamatan Salang :
5 6. Kecamatan Alafan
I11. Pola Ruang Laut
' 1. Kecamatan Teluk Dalam Bappeda/ Dinas i
. _ {2 Kecamatan Simeulue Timur PU, APBN i
* Eerhndlffzgan Zona 3. Kecamatan Teupah Selatan Bapedalsihman APBA v v v v v A ooy
Konservesi L o : L : g
= Xecamatan Teupah Barat APBK i
: 5. _Kecamatan Simeulue Tenpah- !

I
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PROGRAM/KEGIATAN : LOKASI : Pmﬁ: A Smfn ) S 2019 3024 2029
2014 2015 2016 2017 2018 2023 2028 2034
6. Kecamatan Simeulue Cut
7. Kecamatan Salang
8. Kecamatan Alafan
9. Kecamatan Simeulue Barar
Bappeda/ Dineas
¢ Pengembangan Zona Seluruh Wilayah Perairan Pu, ggg v v v v v v v v
Pemanfaatan Umum R e * Bzpedalsihman APBK
Bappeda,’ Dinas
¢ Pedindungan Kawasan ~ * Seluruh Kecmﬂatan PP . AA;g: v v v v v v v v
Konservasi Terumbu Karang _ : Bapedalsihman APBK
Bappeda/ Dinas
. PU APBN
* P engembangan Tempat Kecamatan Simeulue Tengzh ; ! APBA v v v v v v v v
pengolahan ikan : Bspedalsthman APBK
1. Pelabuhan Pendaratan Ikan meiipud { Bappeda/ Dinas
: ! PU,
- Kecamatan Simeulus Timur i Bapedalsihman
berada di desa Suka Karya dan
desa Lugn
*. Penyedinan prasarana - Kecamatan Simeulue Barst berada !
perikanan di desa Lamamek ] APBN
- Kecamatan Teupah Selatan berada | APBA v v v v v v v v
di desa Labuhan Bajau | APBK
- Kecamatan Alafan berada di desa
Langi : i
- Kecamatan Simeulue Cut berada |
di desa Latak Ayah
2. Tempat Pelelangan Ian dj setis)
xecamatan . e
.# Dermga  rakyat/tambatan perazu . ’ i ‘
melipud desa: Genting Duian
Teupah Salur, Busung, Labuhan ;
* Pembangunan dan optimalsinsi Bakti, Pulau Lasia, Pulay Baby, : Dinas APBN
dermaga kecil/tambatan perahy Langi, Lafakha, Pulau Leukon, Laray ' Perhubungan dan APB.‘A v . v . v v v
nelayan : Avah  Pulau  Simeulue  Cu:: XKomintel APBK v v v
Nasreuhe, Pulau Linggam, ruizy .
Selaut, Pulau Siumat, Arzben. !
i Labuhen Bakd. ’
¢ » Dermags rakvat/iambaran oy tebld
- DT ot M Ty — e — il et e i i i et e e i
) i Hal. 21
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DANA

2;119

2016

2017

2018

3023

&)

m
2024

2038

desa  pesisir  dalam wilayah
Kabupaten Simeuluye

IV. Program Perwujudan Kawasan
Strategls

1. Kawasan Strategls Naslonal dar{

Sudut Pertahanan dan Keamanan

Negara

® Pengembangan, Peningkatan
Prasarana dan Serana,
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang -

* Pulau Simeulue Cut dj Kecamatan
Simeulue Cut; dan

» Pulau Silaut Bcsar.,g amatan

Alafan. '

ABRI,Beppeda/
Dinas PU,
Bapedalsihman

2. Kawisan Btrategls Provinsi

2. Kawasan Minapolitan

» penyusunan RDTR Kawasan
Suategis Minapolitan

* penyediaan sarane dan -
prasrana kawasan Minapolitan
den

» merealisasikan program-
program kawasan Minapolitan.

Kecamatan Simenlug Timur

Bappeda/ Dinas
PU,
Bepedaisihman

APBA
APBK

v

b. Kawasan Paziwisata

* penyusunan RDTR KSK

* pelestarian, pengendalian dan
pemanfaatan sebagai obyek
wisata

* pengembangan obyek wisata
melalui pengemasan dalam 1
paket wisata dan

» peningkatan promosi dan
peningkatan infrastruktur
_penunjang wisata.

Seluru Kecamatan

Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata,
Bappeda, Dinas

P!

Bapedalsihm' an

APBN

APBK

3. Kawasan Strategis Kabupaten
berdasarkan sudut kepentingan
ekonomi

8. Korldor jalan Sinabang -Lasikin

* penyusunan RDTR KSK Jalan
Sinabang - Lasikin dan
* pengembangan sarana

prasarana perkotaan yang

jalan Sinabang -Lasikin

Bappeda/ Dinas
PU, :
Bzpedalsihman

APBN
AFBA

S

i

Hal. 22
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LOKASI

)

WWAIpU menyangga pergerakan
eksternal dan memberikan
pelayanan secara efetf sebagai
pusat pertumbuhan di
kabupaten

b.

Kawasan Exonomit Khusus
(KEK})

* penyusiinan RDTR KSK
Kawasan Ekonom Khusus dan

* pengembangan sarana
prasarana perkotaan yang
mampu menyangga pergerakan
eksternal dan memberikan
pelavanan secara efetif sebagai
pusat perturnbuhan di
kabupaten

‘Kecamatan Simeulue Tengah

Bappeda/ Dinas
P

U)
Bapedalsihman

APBN
APBK

v

[

Kawasan Perkotaan

¢ penrusunan RDTR KSK
Kawasan Perkotaan dan

* pengembangan sarana
prasarana perkotaan yang
mampu memberikan pelayanan
dan mendorong pertumbuhan
bagi kawasan )

* Penyusunan RTBL Kawasan -
Perkotaan

* Pembangunan RTH Kawasan
Perkotaan

v

ERp S

Sinabang
Kampun g Aie
Sibigo

- Kawasan Agropolitan

Bappeda/ Dinas
PU,
Bapedalsihman

APBN
APBA
APBK

* bezyusunan RDTR Kawasan

. Swategis Agropolitan

s senvediaan sarana dan
prasrana kawasan agropolitan
dan

* merealisasikan program-
Frogrem kawasan agropolitan.

v

———— daney 1

Kecamatan Simeunie Tengah

Kecamatan Simeulue Barat

Bappeda, Dinas
PU,

Bapedalsiiman, = |

Dinas Kehutanan
dan Perkebunan,
Dinas Pertanian
Tanaman Pangan,
Dinas Peternakan,
Dinas Perikanan
dan Kelautan

Kawasan Minapolitan

APBN
APBA
APBK

<

b——

<

v




_ INSTANSI SUMBER I m v
PROGRAM/KEGIATAN ; LOKASI " PELAKSANA DANA 1 2019 2024 2039
l 2014 | 2015 | 2016 2017 2018 | 2023 3028 2034
¢ penyusunan RDTR Kawasan |
Strategis Minapolitan
¢ penyediaan sarana dan . Bappeda/ Dinas APBN
prassana kawasan Minaooktan  Xeczmatan Simeulue Timur PU APBA v v v v v v v IS
dan : APBK
¢ merealisasikan program- Bapedal;ﬂpman .
program kawasan Minanokiran.

f. Kawasan Wisata Bahari y
enyusunan RDTR KSK )
eléstarian, pengendalien dan

5 ::;at:.faatan sebagai obyek Dinas Kebudayasan
: . - den Pariwisata, APBN
¢ pengembangan obyek wisata i Kecamatan Teupah Selatan B da. Dinas APBA v v
N melalui pengemasan datam i . Xeczmatan Teupah Barat app CPZ’ mnas .;\PBK v v v v v v
paket wisata dan ) Bapedalsihman
¢ peningkatan promosi dan i
peningkatan infrastrukwur
penunjang wisata.
4. Kawasan Btrategis Kabupaten

berdasarksa sudut kepentingan

social budaya

Kawasan Adat Terpencil

Bappeda
* penyusunan RDTR Adat Bapedalsihman,
terpencil dan Dinas Pertanian APBN
* peningkatan dan Kecamatan Simeulue Barat Tanaman Pangan, APBA v v v v v v v v
pengembengan sarana dan ' Dinas APBK
prasarana pertanian. Pertambangan, ]
SDA, Energi l
Ditetapkan di Sinabang
, : -~ = == padatanggal: 12 Maret 2014 M
: : : 10 J. Awal 1435 H
P EULUE %
RS e oy i S




